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airo yang saya tahu adalah ruang eksperimentasi intelek- 
Ka terbesar bagi para pelajar dan mahasiswa Indonesia di 
Timur Tengah sejak abad lalu. Setelah Hijaz berubah di bawah 
kerajaan Saudi di masa yang pelik pada awal abad ke-20, para 
pencari ilmu dari negeri kita menjadikan Kairo sebagai yang uta- 
ma dan pertama. Bukan hanya orang Indonesia, atau dari negeri 
Asia Tenggara lainnya, bahkan para tokoh eksil dari Istanbul 
yang direpresi atau merasa terancam hidup dan kariernya berla- 
buh di kota ini. Sebutlah dua contoh sarjana Muslim terkemuka 
masa peralihan ke era sekularisme, yakni Mustafa Sabri Effendi 
(1869-1954) dan Muhammad Zahid al-Kawthari (1879-1952). 
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Bahkan setelah dinasti Muhammad Ali Pasha dikudeta dan 
mengubah masa menjadi era Nasseris, Kairo tetap favorit. Po- 
sisi ini tak tergantikan hingga hari ini. Prestise dan kemegahan 
Kairo sejak masa Usmani, di mana catatan ruwag al-jawi dengan 
sokongan wakaf dari pemerintah Mesir sudah ada sejak awal 
abad ke-18, hingga era Nasser barangkali tak dirasakan para 
pelajar dan mahasiswa Indonesia saat ini. Akan tetapi, spiritnya 
tetap hidup sehingga membuat berbagai pelajar dan santri lin- 
tas-golongan berlomba-lomba untuk mencari ilmu di Mesir. Un- 
tuk mereka dengan latar belakang Nahdliyin, tak diragukan lagi 
bahwa ulama al-Azhar dan intelektual Mesir didikan Barat, le- 


laki dan perempuan, kerap menjadi daya tarik yang sangat besar. 


Kairo sejak masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hing- 
ga kini selalu ramai diisi oleh mahasiswa Indonesia khususnya 
Nahdliyin. Sudah banyak produk intelektual yang dihasilkan 
sepanjang 60 tahun belakangan ini dari jebolan al-Azhar, Be- 
lum lagi banyak profesi lain yang ikut membentuk jaringan kuat, 
bahkan mungkin terkuat dari Timur Tengah, alumni Kairo yang 
turut membentuk satu ekologi pikiran tersendiri dalam kha- 
zanah keilmuan Islam di tanah air. Sehingga, ketika saya meli- 
hat kumpulan esai ini, betapa pun ditulis oleh orang berbeda, 
para penulisnya tak bisa dilepaskan dari lintasan panjang para 
mujahid ilmiah sejak ratusan tahun lalu. Mereka mewakili se- 
mangat zamannya sendiri, membaca tetapi juga aktif merespons 
berbagai percik pemikiran atau suatu gejolak sosial atau bahkan 
global. Esai ini bisa dianggap sebagai latihan intelektual yang 
serius yang ikut membudidayakan kerja pikiran yang semakin 
langka digilas tradisi virtual TikTok dan sejenisnya. Cendeki- 


awan tak mungkin muncul hanya dengan mengunggah video vi- 
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ral. Ia harus dilatih dengan tempaan intelektual tertentu, bahkan 


hingga harus mengalami keterasingan sosial. 


Istilah yang sebetulnya tak asing, fikih peradaban atau figh al- 
hadarah, kini menjadi buah bibir bagi kalangan intelektual Nah- 
dlatul Ulama (NU) di mana-mana. Ia pernah dicetuskan oleh 
pemikir Sunni dan Syiah pada abad lalu dengan penekanan ber- 
beda. Di bawah Gus Yahya Cholil Staguf, gagasan ini menjadi 
megaproyek sosial-kultural untuk memberdayakan, membudi- 
dayakan, serta mengarahkan bentuk Islam Nusantara yang se- 
belumnya sudah digaungkan oleh KH Said Agiel Siradj. Oleh 
sebab itu, misi Fikih Peradaban ini meneruskan semangat lama 
sembari membungkusnya dengan rupa baru yang diharapkan 
bisa lebih mempengaruhi dalam kehidupan antarbangsa di ka- 
wasan maupun global. Setidaknya dari visi sudah terlihat besar, 
bahkan terlalu besar, sehingga jika tidak siap mengelola indepen- 
densi dan keterukuran internal di dalam tubuh NU yang sangat 
majemuk visi tersebut tidak cukup terwujud atau mengalami 
kretinisme di masa mendatang. Ini sebetulnya sebuah keprihati- 
nan wajar kita bersama. Kita berharap, berbagai daya di dalam 
komunitas Nahdliyin mengalami proses—meminjam istilah 
komputer—defragmentasi sehingga setiap unsur yang tercerai 
dan acak menjadi satu unit yang sinkron, koheren, dan memu- 
dahkan perubahan kultural yang semakin efektif dan efisien tan- 
pa menghilangkan unsur kemajemukan di dalamnya. Impian ini 


pasti ada di dalam diri kita yang optimis. 


Bermacam esai menarik dalam kumpulan tulisan Lakpesdam 
NU Mesir ini mewakili apa yang disuarakan di dalam khazanah 


pemikiran Islam di Indonesia. Penekanan pada sumber-sumber 
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al-Azhar wajar saja karena para mahasiswa yang berkontribusi 
pada hasil karya ini berjibaku dengan semesta keilmuan di uni- 
versitas tua ini. Meski demikian, penting digarisbawahi bahwa 
jangkar ahl al-sunnah wal-jamd ah tak mengerangkeng mereka 
untuk melihat persoalan terbaru dengan kaca mata sempit—se- 
buah etos yang terus tumbuh di dalam kultur NU. Fikih, karena 
itu, bukan figh yang dipahami sebagai kumpulan hukum Islam 
saja, tetapi figh dengan pemaknaan umumnya, yaitu sebagai “pe- 
mahaman' yang juga erat kaitannya dengan derivasi kata lainnya: 
tafagguh atau pemahaman mendalam atas kebenaran. Semangat 
dasar dari fikih inilah yang terus menjadi kekuatan hidup yang 
bergerak atau elan vital dalam olah pikir dan olah budi, se- 
hingga menghasilkan suatu produk pemikiran atau kebudayaan 
yang adil dan berimbang sesuai dengan tuntunan Guranik um- 
matan wasatan. Dimensi lain dari fikih yang bersifat etis, akhlagi, 
dengan demikian tak terpisahkan di dalam nalar berpikir yang 
benar, Tidak berlebihan jika sejak dulu topik seputar emansipasi 
perempuan dan hak asasi manusia, seperti juga terwakili dalam 
beberapa tulisan di buku ini, menjadi hal yang biasa saja dibahas, 
karena berdasarkan pertimbangan etisnya sudah sesuai dengan 


ajaran Islam itu sendiri. 


Kita berharap bahwa Fikih Peradaban ini menjadi apa yang da- 
lam teologi klasik disebut sebagai fikih akbar, yang jika mau di- 
pinjam bisa kita kembangkan sebagai “ideologi besar” bagi warga 
Nahdliyin khususnya. Dalam perkembangan sosial-politik di 
tanah air, di mana homo economicus terkini telah mencengkeram 
kekuatan kapitalnya ke berbagai kelompok sosial dan identitas 
rasial masyarakat kita, homo islamicus menjadi salah satu, bah- 


kan satu bagian terbesar di dalam negeri kita, yang telah menja- 
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di bagian erat dalam perubahan itu. Memang kategori ini, yang 
juga digunakan beberapa ilmuwan untuk menilik dampak ko- 
lonialisme dan kapitalisme Barat pada masyarakat Muslim di 
Timur Tengah, tak bisa dilihat sebagai pembedaan hitam putih. 
Tetapi, istilah ini bisa diolah kembali untuk melihat dua agensi 
yang bisa bercengkerama, bekerja sama atau berkolaborasi, atau 
malah bertentangan, tergantung kelompok mana yang bisa kita 
lihat. Tantangan besar di dalam tubuh NU kini dan mendatang 
ialah menjadikan homo islamicus sebagai kekuatan dahsyat yang 
mampu mengkoordinasi berbagai potensi berbeda dalam bang- 
sa Indonesia sekaligus memberdayakan dirinya sebagai kelom- 
pok nahdah, yakni 'kebangkitan atau renaissance alias "kelahiran 
kembali dengan semangat terkini. Sehingga, menyongsong 100 
tahun kelahiran NU, kita juga perlu menyongsong fikih akbar 


terbaru! 


Untuk para sahabat di Mesir, saya ucapkan selamat berkiprah! 


Introduksi 


Catatan Kecil 
Panitia 


Kisthosil Fachim 


Ketua Panitia Rangkaian Kegiatan “Fikih Peradaban 
Merawat Moderasi Beragama" 


Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT 
atas terbitnya buku “Fragmen-Fragmen Fikih Peradaban" Buku 
ini merupakan sekumpulan 12 esai pilihan dari sayembara esai 
se-Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Lakpesdam PCI- 
NU Mesir berkolaborasi dengan PUSLIT BANG BIMAS KE- 
MENAG RI. 


Sayembara yang dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober sampai 
30 November 2022 lalu, merupakan satu dari tiga rangkaian 
kegiatan yang diinisiasi oleh Lakpesdam PCINU Mesir guna 
menyambut satu abad NU dan KONFERCAB XII PCINU 


Mesir yang akan dilaksanakan pada bulan Februari nanti. 
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Rangkaian kegiatan yang bertajuk “Fikih Peradaban Merawat 
Moderasi Beragama" adalah upaya Lakpesdam PCINU Me- 
sir untuk turut mendiskusikan wacana Fikih Peradaban yang 
sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Wacana tersebut 
diinisiasi oleh PBNU dan diselenggarakan di berbagai pondok 
pesantren dengan tajuk “Halakah Fikih Peradaban". 


Selain memberikan wadah apresiasi untuk dunia kepenulisan 
ilmiah bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, 
sayembara esai yang bertemakan Fikih Peradaban juga merupa- 
kan upaya Lakpesdam PCINU Mesir mengajak teman-teman 
pelajar dan mahasiswa untuk turut menggeliatkan dan membe- 
rikan sedikit banyak sumbangsih pikiran terhadap wacana Fikih 
Peradaban. 


Walaupun wacana Fikih Peradaban masih bergulir dan belum 
menemukan bentuk finalnya, akan tetapi hal itu tidak menyurut- 
kan kawan-kawan mahasiswa Indonesia di Timur Tengah untuk 
turut membahasnya dalam bentuk esai ilmiah. terbitnya buku 


ini menjadi buktinya. 


Dengan dibukukannya 12 Esai terbaik ini, harapannya bisa 
menjadi sumbangsih fisik baik kritikan maupun saran terhadap 
wacana Fikih Peradaban. buku ini juga menjadi bukti bahwa 
mahasiswa Indonesia di Timur Tengah tidak pernah kehilangan 
semangat menulis dan daya intelektualnya. Bahwa buku ini se- 
dikit banyak mengilustrasikan betapa kuatnya nalar kritis mere- 


ka dan luasnya literasi bacaan yang mereka miliki. 


Buku ini menjadi markah kepedulian mahasiswa Indonesia yang 


sedang menimba ilmu di Timur Tengah akan tanah airnya. Bah- 
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wa mereka selalu menggelisahkan dan ikut mencari solusi atas 
permasalahan-permasalahan fundamental yang terjadi di Indo- 


nesia, 


Semoga buku ini bisa menjadi persembahan yang memadai un- 
tuk wacana Fikih Peradaban yang sedang bergulir di Indonesia. 
Dan memberikan pandangan yang segar untuk halakah yang 


puncaknya akan dilaksanakan pada bulan Februari nanti. 


Sekian dan Selamat menikmati. 
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Pendahuluan 


ebagai sebuah organisasi sosial-keagamaan, Nahdla- 
Se Ulama (NU) lahir salah satunya sebagai respons 
terhadap perkembangan dunia Islam internasional. Kala 
itu terjadi keruntuhan Turki Usmani, sebuah imperium 
Islam terbesar. Ada banyak fakta-fakta mengenai kerun- 
tuhan ini. Mulai dari sekularisme, pemberontakan dan 
sebagainya. Yang menjadi poinnya adalah keruntuhan 
ini menciptakan gemuruh dalam tubuh umat Islam yang 
begitu besar. Hal ini mengakibatkan kekuatan politik Is- 
lam menjadi lumpuh, bahkan musnah. Dan pada waktu 
berdekatan, kita bisa melihat fenomena pudarnya cahaya 


ilmu tanah haramain (Arab Saudi). 


Pengkhianatan Inggris terhadap Syarif Husein bukan 
tanpa alasan. Barangkali hal itu disebabkan karena Sya- 
rif Husein menolak pendirian negara Israel dan memi- 
lih bergabung dalam Revolusi Arab. Justru di lain sisi, 
Inggris berbalik arah secara terang-terangan mendukung 
Abdul Aziz dari keluarga Saud. Pertalian keluarga Saud 
dengan para pengikut Wahabi mau tidak mau mengubah 
arah ideologis Makkah. Perubahan ini pun mengusik 
para sejumlah pelajar (khususnya dari Nusantara) yang 
sedang menimba ilmu di Makkah. Beberapa tradisi be- 
rupa ritual-ritual yang telah mendarah daging dalam diri 
mereka secara keras ditolak oleh pihak Raja. Sehingga 
kabar-kabar ini pun merisaukan hati para ulama Nusan- 
tara, Hingga akhirnya dibentuklah sebuah komite untuk 
bermusyawarah dengan pihak Raja Saud. Komite ini di- 
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namakan “Komite Hijaz”, dan dipimpin oleh KH Wahab Chas- 
bullah. Komite inilah yang menjadi cikal bakal kelahiran NU 
(Ridwan, 2020: 12). 


Selain problem eksternal di atas, salah satu faktor yang kerap 
kali dilupakan oleh sebagian peneliti adalah problem internal, 
yakni kondisi Nusantara yang sedang dijajah oleh Belanda sam- 
pai pada era pra-kemerdekaan. Ini menarik. Perlawanan demi 
perlawanan yang digalakkan oleh rakyat di pelosok desa-desa 
terkonsolidasi secara kuat melalui perkumpulan-perkumpulan 
keagamaan yang dalam hal ini dicerminkan oleh kaum pesantren 
dan kelompok lainnya. Tidak hanya itu, jalur pendidikan juga 
ditempuh. Kita bisa melacak hal tersebut melalui pertumbuhan 
pondok pesantren dan surau-surau yang ada, khususnya di pulau 
Jawa (Dhofier, 2011: 64). Namun, jalur tersebut semakin melu- 
as ketika Belanda mengubah peraturan-peraturan perkawinan, 
yang seakan-akan sengaja dibuat untuk melarang poligami, 
melakukan autopsi jenazah kaum Muslim dan subsidi pemerin- 
tah yang lebih besar kepada sekolah-sekolah Kristen. Sehingga, 
untuk perjalanan selanjutnya, NU memiliki gerak ganda, yakni 


jalur pendidikan-dakwah dan politik. 


Setidaknya dua peristiwa di atas adalah gambaran dari faktor 
sosio-historis yang ikut serta dalam perjalanan lahir dan tum- 
buhnya NU. Bahkan hal tersebut bisa dikatakan adalah awal 
dari sepak terjang yang tengah diselesaikan oleh para ulama 
Nusantara dengan didirikannya NU, ormas keagamaan yang 
memiliki karakteristik keilmuan yang kuat dan kokoh, secara 
akidah mengikuti Mazhab al-Asyari dan al-Maturidi, secara 


fikih mengikuti empat mazhab, dan dalam tasawuf mengacu 
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pada Imam al-Ghazali dan Imam al-Junaid. Diramu dengan cor- 
ak kebudayaan dan kearifan lokal, rumusan acuan keagamaan ini 


melahirkan tradisi keagamaan yang dinamis dan moderat. 


Setelah selesainya agenda terbesar NU yakni Muktamar yang ke 
34, organisasi terbesar tersebut dipimpin oleh Gus Yahya (sapa- 
an akrab KH Yahya Cholil Staguf) sebagai ketua umum PBNU 
dan KH Miftakhul Akhyar sebagai Rais Aam NU. Lazimnya 
pengurus baru, sejak awal terpilihnya Gus Yahya, beliau secara 
langsung mencoba menawarkan sebuah gagasan besar untuk 
NU dan kaum nahdliyin. Gagasan tersebut adalah Fikih Perad- 


aban—yang nanti penulis akan diskusikan. 


Ada beberapa hal yang perlu dianalisis terkait lahir dan tum- 
buhnya NU sebelum memasuki belantara Fikih Peradaban. 
Salah satunya kaitannya dengan historiografi gerakan NU. Ba- 
rangkali serial sejarah tersebut adalah serpihan fragmen yang 
perlu untuk disusun ulang sebagai cermin bagaimana NU berke- 
cimpung dalam pergulatan pergerakan-wacana dalam lingkup 
nasional-global. Sebab, persoalan NU adalah persoalan pera- 
daban. Pertarungan konstelasi NU tanpa mengaitkannya de- 
ngan dunia luar justru akan menemui kegagalan. Selain itu, hal 
ini juga adalah upaya untuk menemukan faktor-faktor dari da- 
lam maupun luar yang memiliki sumbangsih yang cukup besar 


dalam pergulatan pergerakan NU. 


Kilas Sejarah Pergulatan 
Nahdlatul Ulama 


Salah satu peristiwa pertama—sebagaimana penulis singgung 


di awal tulisan—adalah bagaimana membaca keruntuhan Turki 
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Usmani dan Wahabisme di Arab Saudi. Dalam sejarah, proses 
keruntuhan Turki Usmani memang menggegerkan dunia Islam. 
Keruntuhan ini menyisakan tangisan umat Islam atas kekuatan 
politiknya dalam kancah internasional, Kekalahan ini menan- 
dai perjuangan-perjuangan umat Islam selanjutnya hanya pada 
tahap nasional, tidak lebih. Lalu, apa pengaruhnya terhadap la- 
hirnya NU? 


Seperti yang kita tahu, bahwa Komite Hijaz adalah wadah per- 
kumpulan para ulama untuk memprotes gerakan-gerakan Wa- 
habi yang berada di Arab Saudi. Dari sinilah terlihat bahwa 
NU memiliki spirit untuk menggelorakan semangat keislaman 
pada kancah global. Semangat ini diejawantahkan dengan lang- 
kah-langkah yang arif dan bijaksana khas Nusantara. Sebab, be- 
rakhirnya Imperium Turki Usmani adalah momentum peruba- 
han bagi peradaban Islam selanjutnya. Artinya, peradaban Islam 
telah menemui model baru dalam tubuh NU karena ia melaku- 
kan upaya diplomasi internasional dengan Arab Saudi (sebuah 


upaya yang identik dilakukan oleh penguasa Islam). 


Keberlangsungan misi organisasi tersebut sebagai cita-cita 
jam'iyah terus diimplementasikan ketika menjelang persia- 
pan kemerdekaan. Pada satu titik, terjadi perdebatan seru an- 
tara kaum Islam modernis, tradisionalis dan sekuler mengenai 
pemilihan negara Indonesia menjadi negara Islam atau bukan. 
Ketika muktamar XV diadakan (agenda muktamar terakhir se- 
belum Indonesia merdeka), suatu rapat tertutup dihadiri oleh 
sebelas ulama yang dibawahi oleh KH Mahfuz Shiddig memi- 
lih Soekarno sebagai Presiden Indonesia pertama mendatang. 


Meskipun Mohammad Natsir dan Persis mengkhawatirkan 
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Soekarno tidak berjuang atas penegakan negara Islam. Kekha- 
watiran ini memang berdasar, Pasalnya, Soekarno menyetujui 
apa yang diputuskan oleh Mustafa Attaturk mengenai pemi- 
sahan antara agama dan negara. Sebab baginya, apabila negara 
dan agama menjadi satu, justru agamalah yang akan menjadi alat 
kediktatoran, dan bukan negara demokrasi yang membebaskan 
pilihan rakyat (Feillard, 2017: 19). 


Para ulama NU tetap teguh atas dukungannya terhadap Soekar- 
no dan tidak ingin menarik kepercayaannya tersebut. Dalam 
pandangan mereka, Soekarno hanya mencari suara dari para 
nasionalis sekuler," NU memahami betul bahwa diperjuangkan- 
nya negara Indonesia tidak hanya oleh umat Muslim saja, akan 
tetapi juga oleh umat-umat agama lain, Kristen, Hindu, Buddha 
dan seterusnya. Sehingga bagi NU, upaya-upaya untuk memper- 
juangkan Indonesia menjadi negara Islam berlawanan dengan 
landasan perbedaan yang telah mengakar kuat dalam genetika 
Nusantara. Oleh sebab itu, diskusi-diskusi panas yang terjadi di 
antara para pendiri bangsa mengerucut pada sebuah kesimpu- 
lan bahwa meskipun Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi 
nilai-nilai yang diambil berdasarkan syariat Islam, sebagaimana 


tercermin pada dasar-dasar negara Indonesia. 


Hari-hari selanjutnya, rakyat Indonesia saling mengabari, menu- 
ju pelosok-pelosok negeri bahwa Indonesia telah merdeka. Man- 
tra Bhinneka Tunggal Ika bergemuruh dalam kedamaian-keda- 
maian antar umat, etnis, suku dan ras. NU sangat berbahagia 
atas perjuangannya selama ini. Namun, hal itu bukan berarti 
selesai. Aral terjal selanjutnya justru amat pelik. Persaingan 


1. Pada April 1945, di dalam “Panitia 62” mempersiapkan kemerdekaan yang 
ditugaskan menyusun Undang-Undang Dasar bakal Republik, Soekarno 
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politik elektoral membuat NU memutuskan untuk memisah- 
kan diri dari Masyumi dan mendirikan partai politiknya sendiri 
pada Muktamar tahun 1952 (Feillard, 2017: 40). Meskipun ada 
banyak alasan-alasan yang bisa diutarakan, namun yang men- 
jadi poin adalah Masyumi telah dikuasai oleh kaum modernis 
dan hanya dua orang NU yang menduduki bagian penting da- 
lam Masyumi. Apa yang dikhawatirkan mungkin sama. Berkaca 
dalam diskusi panas mengenai pembentukan dasar negara, NU 
merasa khawatir dengan Masyumi modernis yang barangkali 
terlalu memaksakan nilai-nilai agama secara formal, tidak secara 
substansial seperti yang dilakukan oleh NU. Salah satu langkah 
berani yang dilakukan oleh NU adalah mengawal keislaman In- 


donesia yang moderat dan menghargai perbedaan. 


Memang, awal-awal sebagai partai, fokus NU tercurahkan 
penuh pada dunia politik. Perebutan kursi kekuasaan menjadi 
salah satu langkah strategi bagi perjuangan NU. Kita bisa meli- 
hat bahwa pusaran NU terhadap politik memang bukan tujuan 
utama. Alih-alih menjadi kaum elite pemerintahan, justru NU 
menjadikan politik sebagai kendaraan untuk khidmah terhadap 
umat Islam, untuk Indonesia. Ini menandakan bahwa, dalam 
perjalanan NU, persoalan negara dan agama mampu diatasi 
dengan cermat dan bijak. 


Namun, NU memasuki masa tahap kritis. Terlalu fokus pada 
pertarungan politik elektoral yang bergandeng dengan PPP 


meletakkan dasar-dasar bakal negara Indonesia. Namun, pada bulan Mei, 
terjadi diskusi panjang antara Soekarno dengan tiga tokoh: Kiai Wahid 
Hasyim, Kiai Masykur, dan Kiai Kahar Muzakkir dari PII. Perdebatan pan- 
jang ini menghasilkan nilai-nilai keislaman sudah termuat pada butir-butir 


yang diletakkan oleh Soekarno. (Lihat selengkapnya di, Feillard, 2017: 31.) 
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justru melalaikan visinya sebagai pengayom sosial-keagamaan. 
Hingga diputuskan pada Muktamar ke-27 tahun 1984, secara 
tegas, NU keluar dari partai politik dan kembali ke “Khittah 
NU 1926” Salah satu kader muda NU, Abdurrahman Wahid 
juga ikut menyuarakan untuk kembali ke “Khittah 1926”. La- 
gi-lagi, keputusan ini lebih ditujukan pada bagaimana NU tetap 
pada jalannya sebagai bentuk implementasi dari kemaslahatan 


duniawi-ukhrawi, 


Dan terakhir, ketika Gus Dur menjabat sebagai ketua umum 
PBNU, NU ingin memperbaiki kiprahnya sebagai ormas so- 
sial-keagamaan. Dengan mengembangkan kembali kiprahnya di 
bidang sosial-keagamaan, membuat tradisi intelektual NU begi- 
tu masif sehingga melahirkan tokoh-tokoh muda NU yang pro- 
gresif. Wacana-wacana intelektual di era ini sangat berkembang 
pesat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Gus Dur—tentunya 
sebagai tokoh utama—sangat progresif. Salah satu yang menarik 
kala itu adalah wacana kontekstualisasi kitab kuning. Barangkali 
ini berangkat dari kemandekan NU dalam berpartisipasi secara 
aktif terkait wacana yang berkembang. Atau, bisa dikatakan kon- 
tekstualisasi kitab kuning adalah usaha untuk membuka sudut 
pandang baru tentang literatur Islam klasik yang berkonotasi 


tertinggal, jumud' dan kaku. 


Barangkali serial-serial sejarah ini sedikit membuktikan bahwa 
pergulatan sejarah yang dihadapi oleh NU adalah persoalan 
peradaban. Persoalan yang membuat NU terus untuk berdina- 


mika terhadap apa pun yang merintanginya. 
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Fikih Peradaban, 
Perubahan dan Tantangan Masa Depan 


Sebagai sebuah ide baru yang digagas oleh Ketua Umum PBNU, 
Gus Yahya (sapaan akrab KH. Yahya Cholil Staguf), barangkali 
bisa dikatakan bahwa Fikih Peradaban adalah gagasan yang lahir 
dari dua gerakan NU pada era sebelumnya, yakni kontekstua- 
lisasi kitab kuning era Gus Dur sebagai upaya untuk mengim- 
bangi perubahan zaman dan Islam Nusantara era Kiai Said 
sebagai usaha untuk mempertegas identitas NU. Maka, Fikih 
Peradaban ini memiliki gerak ganda. Di satu sisi, mengupaya- 
kan kontekstualisasi kitab kuning dengan dinamika saat ini yang 
tidak hanya terbatas pada wilayah nasional, tetapi juga global. 
Oleh karena itu, Gus Yahya menangkap artikulasi bahwa NU di 
masa depan tidak boleh bersifat pasif, tetapi juga ikut aktif da- 
lam diskusi wacana global? dan tetap mempertahankan tipologi 
NU sebagai jamiyah Nusantara dalam segi corak kebudayaan- 
nya, di sisi lain. Akan tetapi, pertanyaannya adalah sejauh mana 


NU mampu terlibat aktif dalam permasalahan global? 


Langkah strategis NU saat ini sudah tepat—sebagaimana yang 
penulis amati, Halakah Fikih Peradaban saat ini lebih fokus ke- 
pada fikih siyasah (Aturan-aturan politik). Ini artinya, langkah 


dasar yang coba diilhami dari Gus Dur tentang bagaimana kaum 


2. Tradisi Nahdlatul Ulama berakar kuat pada aforisme “al-Muhafadzah alal 
godimis sholih wal akhdzu bil jadidil aslah'. Kalimat ini mengartikulasikan 
bahwa NU bersifat pasif, hanya menerima sesuatu dari luar dan menyaring 
beberapa bagian untuk disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indo- 
nesia, Namun, Gus Yahya membongkar kalimat di atas dengan “al-Muha- 
fadzah alal godimis sholih wal ijadul jadid lil alam”. Untuk ke depannya, NU 
berupaya untuk terlibat aktif (menawarkan) konsep Islam yang mampu ber- 
dinamika terhadap tantangan ruang dan waktu. 
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elite NU maupun kaum akar rumput harus memahami dengan 
baik pola politik an sich. Lebih-lebih bagaimana penyatuan an- 
tara negara-agama yang bersifat mutualistik. Inspirasi Gus Dur 
tersebut kemudian dieksekusi oleh Gus Yahya dengan agenda 
"Fikih Peradaban. Ini mengingatkan kembali pada pembaharuan 
salah satu konsep fikih siydsah tentang Darul Islam sebagaimana 
yang tercantum dalam literatur Islam klasik. Penghapusan isti- 
lah kafir dan seterusnya ini memberikan pemahaman baru bah- 
wa standar norma-norma dunia saat ini berbeda dengan era-era 


sebelumnya (Staguf, 2020: 39). 


Namun, pertanyaan sejauh mana NU mampu bergerak—tidak 
hanya pada tataran teoritis, tetapi juga praktis—bisa dilacak 
melalui sejarah sebagaimana telah disebutkan di atas. Kita bisa 
melihat bagaimana sepak terjang, aral terjal yang merintangi per- 
jalanan NU untuk khidmah terhadap Indonesia, bahkan dunia. 
Bukan tidak mungkin NU akan tetap dengan posisinya sebagai 
garda depan. Sebab, posisi NU dalam menjawab problem nasi- 
onal-global masih sama, yakni tetap menjunjung otoritas moral. 
Pelibatan aktif ini menghasilkan hasil-hasil perdamaian yang 
sangat positif, termasuk di dalamnya adalah meredam arus eks- 
tremisme keagamaan. Dan yang paling menarik adalah bagaima- 
na NU mampu berhadapan langsung dengan isu Israel demi 
membawa misi perdamaian dunia. Melalui kepergian Gus Yahya 
ke Israel pada tahun 2018, NU berhasil membawa misi diplo- 
matik untuk mengurangi perseteruan Israel-Palestina (Salim 


dkk, 2019: 201). 


Problematika kontemporer selalu mengiringi dinamika peru- 


bahan yang dilakukan oleh NU. Tetapi meskipun begitu, ma- 
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sih ada banyak persoalan-persoalan yang belum dijamah pada 
agenda Fikih Peradaban ini. Salah satunya—ini juga bagian 
dari otokritik terhadap NU—adalah persoalan neoliberalisme. 
Khalik Ridwan dalam bukunya, Masa Depan NU, membahas 
secara jelas dan sistematis bagaimana neoliberalisme adalah 
tantangan terbesar NU menjelang satu abad. Sehingga, perlu 
pendekatan yang tidak hanya multidisipliner, tetapi juga respons 
kreatif-reaktif (Ridwan, 2019: 157). Seperti gerakan-gerakan 
riil ke masyarakat bawah, gerakan kemandirian ekonomi dan 
penjagaan-penjagaan sumber daya alam. Ini yang kerap kali 
menemui batu sandungan. Persoalan agraria misalnya, kita bisa 
berkaca pada persoalan Kendeng yang ternyata suara NU masih 
terbelah, Meskipun NU memiliki basis massa semisal FNKS- 
DA, apabila ternyata ini tidak memiliki dukungan yang kuat dan 
sistematis, bukan tidak mungkin NU hanya akan membahas 


persoalan-persoalan populis. 


Kesimpulan 


Nahdlatul Ulama yang lahir dari isyarat para ulama Jawa ini sa- 
ngat menjunjung tinggi nasionalisme-religius dan mempertegas 
nilai-nilai identitas kebudayaan. Bahkan hal ini sudah menjadi 
prinsip jamiyah. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh 
kiai-santri tidak lain dan tidak bukan adalah menegakkan syariat 
Islam dalam bentuk yang lebih ramah, substansial dan futuris- 
tik. Nilai-nilai ini mengartikulasikan bahwa NU akan tetap te- 


rus berdinamika kapan pun dan di mana pun. 


Transformasi yang dilakukan oleh NU saat ini juga memiliki 


spirit peradaban yang tak dimiliki oleh organisasi sosial-kea- 
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gamaan yang lain. Ini menandakan bahwa gambar dunia (globe) 
dalam simbol NU akan benar-benar terwujud. NU berjuang 
sampai tahap global. Sebagaimana kata Gus Yahya, berbekal 
makrifat jati (mengenali diri, mengenali organisasi) dan makri- 
fat dharma (mengenali peran dan tugas) akan memberikan sum- 


bangsih paling substansial terhadap arah baru Nahdlatul Ulama. 
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Pemenang Ketiga 


Reaktualisasi 

Ahlusunah Grand Imam 
Al-Azhar Sebagai Pondasi 
Fikih Peradaban 


Muhammad Fazal Himam 


erdebatan yang tak kunjung final tentang siapakah 

Ahlusunah membuat setiap kelompok mengklaim 
dirinyalah representasi dari Ahlusunah. Mayoritas Nah- 
dliyin berpendapat, kelompok Ahlusunah adalah orang- 
orang yang mengikuti Imam Abu al-Hasan al-Asyari 
dan Abu Manshur al-Maturidi. Sedangkan Salafi ber- 
pendapat, Ahlusunah adalah orang-orang yang mengiku- 
ti sunah Nabi dan salaf al-Shdlih. Parahnya, banyak yang 
mengaitkan nama Ahlusunah dengan sebuah hadis yang 


sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali. 


JII Ogamg og Urang LO de Giaa de Yl oja ol, 


saat sala al ja de "3 adl 8 Sbelag 


“Sungguh umat ini akan terpecah menjadi 73. Yang 72 
di neraka dan yang satu di surga. Mereka adalah jamaah” 
(H.R. Ahmad dan Abu Daud) 


Banyak dari kalangan awam Nahdliyin beranggapan, 
hadis di atas merupakan prediksi bahwa kelompok yang 
selamat adalah Ahlusunah wal Jamaah. Padahal, jika kita 
cermati redaksi hadisnya hanya menyebut “al-Jamd 'ah”. 
Artinya, di masa Nabi, nama Ahlusunah itu belum ada. 
Jadi, bisa dipastikan kata “al-Jamd 'ah” tidak menunjuk 
kepada kelompok tertentu. 


Seorang pakar hadis Alexandria, Syekh Muhammad 
Ibrahim Abdul Baits al-Kattani berkomentar, makna dari 
'hadzihi al-Ummah itu bukan umat Islam, tapi umat dak- 


wah. Dengan demikian, semua umat dari berbagai kelom- 
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pok dan agama masuk ke dalam makna hadis (al-Kattani, 1997: 
30). Hal ini dibuktikan dengan adanya hadis lain yang serupa, 


namun menggunakan redaksi agama, bukan kelompok. 


SE Jo Gel Goat Gada Gama OR Ie 3 Jalal ob 
JB Sat Sgp LS ya LB Bela Aha VI JUL BLS calo Casa 
San il da Gl ale LIL ds us gp 

“Sungguh Bani Israil telah terpecah menjadi 72 agama dan umatku 
akan terpecah menjadi 73 agama. Semuanya akan berada di nera- 
ka kecuali hanya satu agama. Mereka bertanya, siapakah dia wahai 


Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang 


mengikuti jalanku dan jalan sahabat-sahabatku” (HR. Tirmidzi) 


Kemudian, kesalahan selanjutnya dalam memahami hadis iftirdg 
al-Ummah adalah menilai sekte Islam selain Ahlusunah sebagai 
sekte sesat yang akan masuk neraka. Pandangan ini jika diajar- 
kan terus menerus akan menumbuhkan sikap ekstrem. Untuk 
menolak pemahaman hadis yang keliru tersebut, cukuplah saya 


menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan Amr bin Auf ini: 
BA IA USB Opa can de LARI Jill & OLI 
Urang Sel de ame Je c3al ana Uehara PNY 2Jela 
GEN ds OS NI (elang (OLI Ie, Vjalls LS Bp 


“Ingatlah, Bani Israel di masa Musa terpecah menjadi 70 golongan. 


Semuanya sesat kecuali satu, yaitu Islam beserta jamaahnya. Kemu- 
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dian di masa Isa terpecah menjadi 71 golongan. Semuanya sesat 
kecuali satu, yaitu Islam beserta jamaahnya. Kemudian kalian akan 
terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya sesat kecuali satu, yaitu 


Islam dan jamaahnya” 


Hadis ini secara tegas mengatakan yang akan masuk surga bu- 
kan kelompok tertentu tapi semua yang menjalankan syariat Is- 
lam. Maka dari itu, sangat tidak tepat Syiah atau Salah dianggap 
sesat dengan berpegang pada hadis iftirag al-Ummah. 


Contoh paling nyata dampak negatif kesalahpahaman dalam 
memaknai hadis iftirag al-Ummah adalah tragedi pembantaian 
komunitas Syiah Sampang di tahun 2011 dan 2012. Banyak 
korban dilarikan ke rumah sakit karena terkena bacokan, bah- 
kan beberapa harus meregang nyawa. Tempat tinggal mereka 
dibakar. Semua tindakan kriminal itu dilakukan karena keya- 
kinan, mereka benar dan yang lain salah mereka penghuni surga 


dan yang lain penghuni neraka. 


Atas dasar kesalahpahaman banyak orang, Grand Imam al- 
Azhar Ahmad at-Thayyib melakukan reaktualisasi terhadap 
makna Ahlusunah (at-Thayyib, 2019, 15), agar jangan sampai 


terma Ahlusunah justru menjadi penyebab ekstremisme. 


Sejauh referensi yang bisa dilacak, nama Ahlusunah baru mun- 
cul beberapa kurun setelah Abu Hasan al-Asyari wafat. Nama 
Ahlusunah merujuk kepada para pengikut Abu Hasan al-Asyari 
dan Abu Manshur al-Maturidi, yang mana ketika itu menjadi 
kelompok mayoritas. Ini bisa kita lihat misalnya dalam Syarh 
Jauharat al-Tauhid karya Imam al-Lagani (2016: 131) 


Imam Izzuddin ibn Abdissalam punya pandangan yang lebih 
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luas terkait definisi Ahlusunah. Ia berpendapat, Ahlusunah ti- 
dak hanya terbatas pada Asyariyah dan Maturidiyah saja. Ahli 
Hadis, para imam fikih seperti Imam Malik, Imam as-Syafti, 
Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah merupakan para pelopor 
Ahlusunah (as-Subuki, 1994: 3/365). Kelengahan para mu- 
takallimin dengan tidak memasukkan para imam fikih ke dalam 
Ahlusunah menunjukkan istilah ini memang belum ada di masa 


para imam fikih. 


Merasa ada golongan yang belum masuk dalam gerbong Ahlusu- 
nah, Imam Murtadha az-Zabidi memasukkan para sufi bersama 
Asyariyah, Maturidiyah dan ahli hadis. Menurutnya, Imam Ju- 
naid al-Bagdadi, Imam al-Gusyairi dan al-Muhasibi adalah para 
imam Ahlusunah (Az-Zabidi, 1311 H: 2/86). 


Melihat perbedaan definisi dari satu ulama ke ulama lain 
menunjukkan istilah Ahlusunah itu bukan berasal dari Nabi, 
dan bersifat ijtihadiah. Maka dengan demikian, istilah ini tidak 
ada hubungannya dengan hadis iftirag al-Ummah 


Dengan menelusuri asal-usul lahirnya istilah Ahlusunah, Syekh 
at-Thayyib juga menambah definisinya agar semakin luas. Be- 
liau berkata, golongan Ahlusunah adalah golongan mayoritas 
yang punya kontribusi dalam menegakkan agama Islam. Maka, 
selain kelompok yang sebelumnya disebut, para pakar nahu dan 


balaghah juga masuk di dalamnya. 


Yang menarik dari pendapat Grand Imam yang barang kali ber- 
beda dari mayoritas ulama adalah ketika ditanya apakah Sala- 
fi Wahabi termasuk Ahlusunah? Beliau menjawab, Salafi Waha- 


bi termasuk Ahlusunah. Mereka secara umum mengikuti jalan 
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ahli hadis (Ahmad at-Thayyib: “Al-Azhar bari'un min Mu'tamar 
al-Syisyin wa al-Salafiyyun min ahli al-Sunnah al-Jamdah, 16 
November, 2016). 


Dalam suatu seminar di gedung PBNU Jakarta, Grand Imam al- 
Azhar berkata, jika ditanya tentang bagaimana pandangan saya 
atas munculnya kelompok-kelompok Islam, ada kelompok sufi, 
ada kelompok wahabi, ada NU dan lainnya, semua itu merupa- 
kan fitrah dari Yang Maha Kuasa sebagaimana tercantum dalam 


Al-Guran: 


033 D2 005 035 oo II 5 Io SL geo E- 
ME) Gondiy Delia 135 Yy jd png MI Lab, 
“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu 


suka berdebat, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang 
kekuatanmu ...” (OS. Al-Anfal: 46) 


Perhatikan pesan Al-Guran | 3 N,, jangan suka berdebat, 
menginterogasi keyakinan orang, saya Muslim kamu kafir atau 
saya lebih benar kamu salah, bahkan sampai berkata kamu ha- 
lal dibunuh, hartamu halal dirampas, kehormatanmu halal di- 
jatuhkan. Sebagai seorang yang berilmu, terlebih yang menjadi 
pemimpin organisasi Islam, kita harus mencari titik persamaan 
antar kelompok Islam. Rasulullah menerima siapa pun yang ber- 
saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah 


utusan Allah tanpa menginterogasi keyakinan mereka. 


Kemudian, Grand Imam al-Azhar mengakhiri jawaban dengan 


mengutip satu hadis sahih: 
Al i03 Ad Gal Jul SN Le33 JM, Lela Jadul, lele do ya 
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“Barangsiapa yang salat seperti salat kita, berkiblat seperti kiblat 
kita, mau memakan hewan sembelihan kita, maka dia adalah seo- 
rang muslim yang mana dia berada dalam tanggungan Allah dan 
Rasul-Nya. Maka jangan mengkhianati Allah dengan menye- 
pelekan tanggungannya” (HR. Bukhari) 


Reaktualisasi Grand Imam al-Azhar terhadap terma Ahlusunah 
ini sangat cocok untuk kita jadikan sebagai pondasi Fikih Pera- 


daban. Alasannya: 


Pertama, mengembalikan ciri khas Ahlusunah yang humanis, 


toleran dan tidak bersikap ekstrem. 


Kedua, menekankan bahwa istilah Ahlusunah bukan nama 
dari Nabi dan tidak ada hubungannya dengan hadis iftirag 


al-Ummah. 


Ketiga, menjauhkan sikap sinis terhadap kelompok lain, alih- 


alih menganggapnya sebagai sekte penghuni neraka. 


Keempat, menjalin hubungan baik dan membuka dialog ke- 
pada komunitas Syiah dan Salafi yang sudah terlanjur ada di 


Indonesia. 


Dalam bersosial dengan kelompok Islam lain, kita perlu mem- 
bedakan antara ranah ilmu kalam dengan ranah fikih. Seperti 
interaksi kita terhadap pemeluk Kristen, jika berbicara dalam 
ranah ilmu kalam, kita akan kritis terhadap teologi trinitas Kris- 
ten. Namun, jika kita berbicara dalam ranah fikih, kita akan 


duduk bersama membicarakan toleransi, keberagaman, keber- 
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samaan dan nasionalisme. Seharusnya keberhasilan kita da- 
lam membina hubungan baik dengan non Muslim dapat kita 
aplikasikan dengan kelompok-kelompok Islam lain. Kita boleh 
tidak sependapat dengan Salafi atau Syiah. Tetapi, kita juga 
harus punya forum duduk bersama membahas bagaimana me- 


rawat perbedaan dalam kebinekaan. 


Disadari atau tidak, hubungan antar kelompok Islam, terutama 
Nahdliyin dengan Salafi semakin mengkhawatirkan. Kelompok 
Salafi melakukan framing sesat terhadap kelompok Nahdliyin. 
Salah satu caranya dengan menampilkan video Habib Abu Ba- 
kar Assegaf, seorang yang sering berpenampilan nyeleneh na- 
mun diyakini masyarakat sekitar sebagai wali jadzab. Banyak 
orang berebut untuk bersalaman dengannya mengharap berkah. 
Video itu lantas diunggah di media sosial dengan narasi: “Be- 
ginilah orang-orang yang lebih memilih mengkultuskan orang 


gila dari pada memilih jalan sunnah". 


Sebagai respons terhadap apa yang dilakukan kelompok Sala- 
fi, kelompok Nahdliyin juga melakukan hal yang sama. Mereka 
memotong video Ustaz Khalid Basalamah yang berpendapat, 
Allah punya bentuk fisik. Video ini kemudian diunggah dengan 
narasi olok-olok seakan-akan semua ceramah Ustaz Khalid Ba- 


salamah bermasalah. 


Yang perlu kita cermati di sini adalah aksi framing dari kedua 
belah pihak. Salafi hanya menampilkan video-video nyeleneh 
dari aktivitas warga Nahdliyin. Mereka tidak pernah menampil- 
kan ceramah Gus Baha atau Kiai Zulfa Musthafa. Sebaliknya, 
Nahdliyin juga hanya memotong video ustaz Salah yang kon- 
troversial. Padahal mereka punya banyak sumbangsih dalam 
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mengenalkan sejarah Nabi dan para sahabat kepada jamaah. 
Kebencian masyarakat Nahdliyin terhadap Salafi bisa kita li- 
hat dari semakin larisnya buku-buku kritik terhadap Salafi dan 
semakin banyaknya followers kader Nahdliyin yang suka meng- 
hujat Salafi di media sosial. Akhirnya, pengetahuan kelompok 
Nahdliyin terhadap Salafi menjadi reduktif dan tidak objektif. 


Mereka hanya tahu sisi negatifnya saja. 


Berawal dari saling olok di media sosial, gesekan kedua kelom- 
pok ini mulai merambah ke ranah lapangan. Banyak ulama Salafi 
yang dicekal pengajiannya di beberapa daerah. Jika tidak ada ke- 
sadaran dini, bukan tidak mungkin tragedi Sampang akan ter- 


ulang antara Salafi dan Nahdliyin. 


Dengan reaktualisasi Ahlusunah, diharapkan kelompok Nah- 
dliyin mau memulai hubungan baru, dengan Salafi terutama, 
maupun dengan Syiah. Para pemimpin lembaga NU, baik di 
tingkat daerah maupun di tingkat pusat, mau mengampanyekan 
persatuan Islam baik melalui mimbar-mimbar pengajian, forum 
diskusi maupun kanal Youtube. Para penulis buku dan pegiat 
media sosial juga diharapkan ikut membuka hati agar tidak lagi 
meruncingkan perbedaan, tetapi sebaliknya, merangkul semua 
kelompok atas nama Islam. Tentu yang dimaksud semua kelom- 
pok ini mengecualikan mereka yang punya misi politik meng- 


ganti sistem negara. 


Dengan spirit kebersamaan dan persatuan ini, diharapkan tum- 
buh sikap toleransi antar kelompok Islam dan mereka tidak lagi 
latah melihat perbedaan. Perseteruan dan saling olok di me- 
dia sosial tidak lagi mendominasi. Kelompok yang tidak suka 
maulid dan tahlilan akan mengganti tuduhan bidah atau syirik 
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dengan ucapan: “Saya tidak melakukannya, tetapi jika ada yang 


melakukannya itu bukan tanggung jawab sayz'. 
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Menuju Fikih Peradaban 
yang Komprehensif 
Sebagai Konstruksi Ideal 
Masa Depan 


Muhammad Al-Fayyadh Maulana 


Madan masa depan, imajinasi saya selaku ge- 


nerasi Z tentu menggambarkan banyak hal futur- 
istik menjadi kenyataan. Berbagai teknologi yang semula 
hanya fantasi di film-film Marvel, kelak akan menjadi hal 
yang lumrah dan dekat dengan kehidupan umat manusia. 
Mulai dari mobil-mobil beterbangan di langit, robot ber- 
basis artificial intelligence menguasai dunia industri, mu- 
dahnya rekayasa genetika, sampai perwujudan metaverse 
secara bebas. Sebuah peradaban canggih dimana manusia 


hidup mungkin tanpa batas. 


Meski terdengar seperti khayalan belaka, tidak bisa di- 
mungkiri bahwa manusia bergerak untuk merealisasikan 
itu semua. Perlahan pasar tradisional dan mall mulai 
tergantikan dengan e-market. Penggunaan bahkan ba- 
kar fosil berangsur-angsur beralih ke energi terbarukan 
yang ramah lingkungan. Sederet penemuan laboratorium 
visioner turut mengubah tatanan dunia medis manusia. 
Bahkan ruang kelas serta bangku perkuliahan selaku tem- 
pat transmisi keilmuan secara bertahap bertransformasi 
menuju platform digital. Dinamika yang sempurna dalam 


proses menuju masa depan. 


Kapankah tatanan dunia baru itu benar-benar terwujud? 
Tentu tidak ada yang bisa memastikan timeline-nya secara 
akurat. Setiap negara di dunia memiliki progresnya ma- 
sing-masing. Problem yang dihadapi serta potensi yang 
dimiliki berbeda satu sama lain. Ketersediaan dan kua- 
litas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama 


penentu kemajuan suatu negara. Sebab dari sanalah ori- 


FRAGMEN-FRAGMEN FIKIH PERADABAN 


entasi negara terbentuk lalu menciptakan konstruksi peradaban 


manusia, 


Kata peradaban (al-hadharah) sendiri bermakna fase pasca 
Badui', yaitu serangkaian konstruksi sosial yang tersusun atas 
perangkat kebudayaan dan pembangunan infrastruktur dalam 
bingkai yang sistematis (Ibnu Khaldun, 2004: 244). Hal ini be- 
rarti peradaban memiliki cakupan elemen yang luas dan masa 
yang spesifik dalam definisinya. Komponen itu menempatkan 
masyarakat sebagai subjek utama, sedangkan faktor agama, bu- 
daya, ekonomi, politik, teknologi, dan lain-lain adalah objek ka- 


jian implisitnya. 


Dalam konteks Fikih Peradaban (figh al-hadharah)?, sebagaima- 
na penjelasan KH. Yahya Cholil Staguf (Gus Yahya) bahwa di 
antara tujuan dari peluncurannya adalah menjawab problema- 
tika realitas baru masyarakat dengan kontekstualisasi khazanah 
keilmuan Islam klasik. Rupa-rupanya NU ingin menjadi pem- 
baharu peradaban Islam (khususnya di Indonesia) dengan me- 
rekonstruksi fikih sesuai aktualitas zaman. Ada lima tema be- 
sar yang dihadirkan pada pembahasan Fikih Peradaban, yakni 
Fikih Siyasah (politik) dan Kehidupan Berbangsa, Fikih Siyasah 


dan Tatanan Dunia Baru, Fikih Siyasah dan Kewarganegaraan, 


1, Badui adalah istilah untuk suku tradisional Arab yang hidup nomaden. Pada kon- 


teks ini, badui menjadi simbol ketertinggalan dan primtif. 


2. Fikih peradaban adalah konsep yang digagas Gus Yahya selaku Ketum PBNU be- 
rupaya mengharmoniskan turas dan realitas dengan membawa semangat menghidup- 
kan kembali diskusi antar kiai yang pernah subur di era Gus Dur. Peluncuran perta- 
ma fikih peradaban bertempat di Pesantren Krapyak Yogyakarta. Tempat yang sama 
dengan muktamar ke-29 tahun 1989, dimana KH. Ali Maksum bersama muktamirin 
kala itu menyepakati harus adanya kontekstualisasi teks fikih klasik. Sebanyak 250 
halakah akan digelar sejak Bulan Agustus lalu, puncaknya kemudian muktamar inter- 
nasional fikih peradaban yang diselenggarakan pada Februari 2023 mendatang. 
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Fikih Siyasah dan Kaum Minoritas, serta Fikih Siyasah dalam 


Perang dan Damai. 


Mengaca pada tema-tema yang diusung, saya rasa Fikih Pera- 
daban yang dihadirkan NU hanya berkutat pada politik dan 
pembahasan turunannya. Tema yang mestinya sudah final pem- 
bahasannya bersamaan dengan munculnya gagasan Fikih Pera- 
daban. Memang kebanyakan turast kita ditulis di abad perte- 
ngahan, dimana Islam menjadi pemenang juga pemimpin dunia. 
Namun ketika lahirnya NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 telah 
direstui NU, harusnya sudah cukup mewakili sikap dan panda- 
ngan NU terhadap status politik dan kewarganegaraan Indone- 
sia. Sehingga kalaupun diperlukan pembaruan, tidak perlu 250 
halakah juga, kali. 


Pelaksanaan halakah ini juga mengundang banyak pertanyaan 
bagi saya. Jika memang semangat yang dibawa adalah meng- 
hidupkan diskusi ala Gus Dur, saya rasa fakta di lapangan ber- 
tolak jauh. Melalui beberapa tayangan halakah Fikih Peradaban 
yang saya saksikan via Youtube, nampaknya ini mirip pengajian 
umum biasa. Lazimnya, majelis halakah ini diawali dengan pe- 
maparan materi oleh dua atau tiga orang narasumber dengan to- 
tal durasi 90-120 menit. Selanjutnya akan ada dua sampai empat 
peserta yang dipersilakan menyampaikan pertanyaan. Dimana 
letak diskusi kritis serta adu argumen yang tajam? Bukankah 


sistem bahsul masail lebih baik? 


Hal lain yang mengusik saya adalah komposisi peserta halakah. 
Mereka terdiri dari para kiai, bu nyai, santri, serta para aktivis 
dan akademisi muslim. Tentu tidak masalah halakah ini gelar 


di pondok pesantren sebagai basis terbesar nahdliyin, tetapi ti- 


43 


FRAGMEN-FRAGMEN FIKIH PERADABAN 


dak melibatkan elemen lain adalah kesalahan fatal. Bagaimana 
peran bagi para dokter, negarawan, filsuf, ilmuwan sains, pakar 
ekonomi, arsitek, dan berbagai elemen pembentuk peradaban 


lainnya? 


Tajuk tatanan dunia baru agaknya terlalu berlebihan bagi saya. 
Bila halakah-halakah Fikih Peradaban tetap berjalan dengan 
format tersebut, maka puncak muktamar internasional Fikih 
Peradaban sekalipun tidak akan membawa perubahan signifikan 
bagi peradaban dunia secara umum, atau bahkan Indonesia. 
Dunia luar mungkin memandang Indonesia sebagai role model 
perdamaian antar umat beragama, tapi masa depan jauh lebih 
kompleks dari itu. Maka saya rasa perlu adanya perombakan 


konsep Fikih Peradaban guna menjawab tantangan masa depan. 


Pada dasarnya, menurut saya perlu ada perluasan pembahasan 
Fikih Peradaban. Komponen peradaban lain seperti teknolo- 
gi, ekologi, sosial-budaya, dan ekonomi perlu mendapatkan 
perhatian lebih. Beriringan dengan itu, komposisi peserta juga 
perlu ditambahkan dengan melibatkan para pakar dan praktisi 
di bidang tersebut. Dengan demikian, rangkaian halakah Fikih 
Peradaban itu dapat menjadi lebih inklusif sehingga menghasil- 
kan putusan yang strategis dan komprehensif. Sebagaimana per- 
nah ada contohnya di muktamar ke-29 tahun 1994 di Cipasung 
(Mukaf Niam, 2021, hlm. 73). 


Ramuan berbagai kajian berbasis riset dipadukan dengan 


pendekatan magasid syariah akan menjadi formula baru yang 


3, Yang menjadi sorotan pada muktamar ini bukan upaya intervensi pemerintah dan 
panasnya kondisi saat itu, melainkan lahirnya jihad lingkungan hidup (jihad al-bi'ah). 
Ini menunjukkan kompleksnya perhatian NU terhadap berbagai isu-isu global. 
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bisa mengalahkan hegemoni barat dalam dinamika peradaban 
global. Tentu bukan dalam rangka sekadar "mengalahkan sema- 
ta, tapi mewujudkan konsep tatanan dunia baru yang berangkat 
dari para ilmuwan muslim (khususnya nahdliyin) adalah cita-ci- 
ta kita bersama. Maka diperlukan kerja ekstra dari seluruh ele- 


men masyarakat guna mewujudkannya. 


Tentu perjalanan mewujudkan Fikih Peradaban yang strategis 
dan komprehensif tidaklah singkat dan mudah. Proses panjang 
itu menuntut SDM yang mapan serta arah pergerakan yang ter- 
struktur, Sebagai langkah awal, para kiai NU bisa memulainya 
dengan reorientasi makna belajar dan hukum terlebih dahulu, 
terlebih di pondok pesantren. Kewajiban belajar ilmu kedokte- 
ran, ekologi, dan ekonomi misalnya, ini perlu dimasukkan dalam 
contoh kewajiban komunal (fardhu kifayah) supaya tidak melu- 
lu soal salat jenazah. Pola pikir nahdliyin perlu diperbarui, agar 
dapat memandang belajar ilmu umum dan agama sebagai suatu 


kesetaraan.” 


Selanjutnya, ketika mindset proporsional nahdliyin telah ter- 
bentuk, PBNU perlu menggariskan langkah sistematis menuju 
realisasi Fikih Peradaban. NU memiliki beberapa lembaga ber- 
basis profesi yang bisa dimanfaatkan. Masing-masing lembaga 
itu diberikan tugas riset berkala, yang mana hasilnya akan dija- 


dikan acuan merumuskan isu-isu strategis. Para pakar yang su- 


4. Kesetaraan yang dimaksud ialah proporsional. Tentu terlalu radikal mengatakan 
NU sekuler atau menuduhnya mendikotomikan diskursus keilmuan. Sedangkan 
pada faktanya, sebagai organisasi kumpulan para ulama dan santri jarang ditemukan 
pakar di bidang umum apalagi yang menduduki posisi strategis. Langkah kongkret 
NU sebenarnya sudah mulai dilakukan dengan mengirimkan delegasi beasiswa un- 
tuk belajar ilmu umum seperti kedokteran, ekonomi, hingga teknik di Universitas al- 
Azhar Kairo Mesir. 
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dah dimiliki NU kemudian turut dilibatkan dalam penyusunan 
draf Fikih Peradaban sesuai bidang keahliannya. 


Dalam menghadapi perubahan iklim misalnya, ada Lembaga 
Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul 
Ulama (LPBINU), Sebelum memasuki tahap kerja lapangan, 
perlu dipastikan mereka yang masuk pada lembaga itu memang 
orang-orang yang berkompeten dan ahli di bidang ekologi. Bu- 
kan sekadar pimpinan pesantren atau tokoh yang dihormati di 
NU. Profesionalitas dalam kerja lapangan perlu dikedepankan 


agar riset menjadi efektif dan tepat sasaran. 


Rumusan mengenai perubahan iklim itu kemudian dijadikan 
rekomendasi PBNU untuk langsung ditindaklanjuti. Misal 
kepada Bank Indonesia sebagai sentral keuangan negara, un- 
tuk memprioritaskan program-program yang pro pelestarian 
lingkungan. Pihak pengusaha besar serta pemilik pabrik juga 
perlu dilibatkan, karena merekalah yang memegang peran besar 
dalam pengelolaan limbah yang berpotensi merusak lingkungan 
secara masif. Peran seperti ini tentu hanya bisa dilakukan oleh 
kaum elitis yang memiliki wewenang dan pengaruh besar. Maka 
beban itu sekaligus menjadi kewajiban bagi siapa pun mereka. 


(Jumah, 2014, hlm. 46) 


Dalam taraf edukasi dan pengenalan, seluruh pondok pesantren 
yang berada di naungan RMI juga sepatutnya turut diberda- 
yakan. Melalui proses belajar di sanalah lahir kader santri yang 
paham fikih ekologi. Sehingga nantinya tercipta makin banyak 
pesantren yang berwawasan lingkungan hidup. Di sinilah NU 


harus mengambil porsi strategis untuk optimalisasi pencegahan 


5. Lembaga ini lahir pada muktamar ke-32 tahun 2010 di Makassar. 
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dan penanganan kerusakan lingkungan sebagai sebuah ormas 


terbesar di Indonesia. 


Selain permasalahan iklim, tentu ada masih banyak lagi pro- 
blematika kontemporer yang seharusnya bisa diakomodasi NU 
dalam membangun peradaban, Pada esai singkat ini, selain mem- 
bahas perubahan iklim, saya akan membahas sekilas mengenai 
sains dan teknologi (saintek). Dua isu yang penting dan terus 
berkembang di era modern ini. Apabila NU ingin membangun 
peradaban tanpa memberikan perhatian pada tema-tema seperti 


ini, tentu wacana itu hanya menjadi angan-angan belaka. 


Bicara tentang saintek, sebagian Nahdliyyin mungkin merasa 
agak asing. Hal itu kemungkinan NU memang jarang menonjol- 
kan saintek sebagai grand tema yang dibahas di berbagai forum 
diskusi. Tentu saya tidak menafikan beberapa Institusi Teknolo- 
gi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) yang belakangan ini 
banyak didirikan. Saya juga mengapresiasi bahsul masail wagi'i 
yang sudah membahas kasus-kasus seperti bayi tabung, operasi 
plastik, bahkan cangkok organ tubuh. Meski demikian, hal sema- 
cam ini masih sangat jarang dan NU masih dianggap tertinggal. 


Ketika Elon Musk sudah mewacanakan membangun koloni 
manusia di Mars, NU masih berdebat mengenai status warga 
non-muslim. Ini satu dari beberapa permisalan nyata bukti ke- 
tertinggalan NU. Untuk bangkit dari sana, saya kira NU harus 
mulai berinvestasi di bidang saintek secara masif dan sistematis. 
Rencana ini bisa dimulai dengan memberikan beasiswa berkon- 
trak kepada kader-kader terbaik NU untuk mempelajari diskur- 
sus sains tertentu. Baik di kampus dalam negeri, ataupun luar 


negeri terutama Eropa dan Amerika sebagai sentral perkemba- 
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ngan teknologi. 


Mewujudkan rencana semacam ini memang tidaklah mudah. 
Menggabungkan malakah keilmuan umum dan agama adalah 
pekerjaan berat yang tidak sembarang orang bisa melakukannya. 
Secara sistematis NU bisa mulai menjaring kadernya dari masa 
sekolah. Pada konteks ini tidak diperlu dipertimbangkan kema- 
hiran sang kader dalam masalah agama, yang penting ia loyal dan 
kelak siap mengabdi di NU. Setelah mereka menempuh masa 
studinya, di sanalah peran NU memetakan peran kadernya. Ide- 
alnya mereka harus berjalan bersama ulama yang mampu meng- 
kontekstualisasikan turats. Sehingga ramuan fikih teknologi 
yang dihasilkan benar-benar lahir dari para pakar di bidangnya. 


Begitulah seharusnya konsep integrasi-interkoneksi diterapkan. 


Menyinggung integrasi-interkoneksi, agaknya prototipe kon- 
sep miliki Prof. Amin Abdullah ini dapat sedikit diadopsi NU 
dalam merumuskan Fikih Peradaban. Pada konsep ini, ada tiga 
wilayah pokok dalam ilmu pengetahuan, yakni natural sciences, 
social sciences, dan humanities.S Ketiganya ialah unsur tak terpi- 
sahkan dari setiap peristiwa dalam umat manusia. Bila diterap- 
kan dengan baik, akan menjadikan dikotomi keilmuan menjadi 
nol (Siswanto, 2015, hlm. 390). Hal ini dapat menyelaraskan 
berbagai unsur yang harusnya ada pada Fikih Peradaban. 


Fikih Peradaban sejatinya adalah terobosan yang baik dari NU. 
Namun sebagaimana ide cemerlang lainnya, ia tidak dikenal 


khalayak umum tanpa pemasaran media digital yang baik. Se- 


6. Natural sciences adalah konsep alamiah logis (agama) sebagai sentral segala hukum. 
Dari sana kemudian melahirkan social science (konsekuensi komunal) yang berbasis 
pada humanities (kemanusiaan) 
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bagaimana bagian dari unsur peradaban lainnya, NU nampak- 
nya masih luput dari ini. Padahal, ruang digital sudah mendo- 
minasi media komunikasi masyarakat sekarang. Maka dari itu 
materi agama perlu disesuaikan agar dapat bertahan nilai dan 
eksistensinya di ruang publik. (Larsson, 2011, hlm. 168) 


Selain pemaparan di atas, jelas masih ada banyak sekali faktor 
pembentuk peradaban yang belum dibahas. Bagaimana NU 
menyikapi pasar bebas dunia? Bagaimana pandangan NU ter- 
kait NFT dan kripto? Apa solusi yang ditawarkan NU untuk 
problematika kesehatan mental? Sadarkah NU bahwa Indone- 
sia kekurangan pakar dan praktisi di bidang medis? Fikih Pera- 
daban lazimnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas 
secara komprehensif sebagai tatanan baru konsep masa depan 
yang ideal. Langkah praktisnya juga harus dapat memberikan 
solusi dan inovasi atas segala perubahan yang cepat dalam pera- 


daban manusia modern. 


Kembali pada Fikih Peradaban yang hanya membahas tema-te- 
ma klise dengan metode yang tidak efektif. Seharusnya NU 
dapat berbenah dan lebih meluaskan cakupan pembahasannya. 
Sehingga Fikih Peradaban benar-benar menjadi solusi atas tan- 
tangan dunia di masa depan, bukan hanya produk formalitas 
kejar tayang belaka. Tentu kita tidak ingin suatu saat mobil-mo- 
bil sudah terbang di angkasa dan robot-robot menguasai dunia, 


sedangkan warga NU hanya bisa kowa-kowo. 
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Masa Depan 

Fikih Peradaban 

di Era Pembangunan 
Berkelanjutan 

Muhammad Ghifari 


Prolog 
Sr kini, Fikih Islam masih saja dinilai sebagai 


ilmu yang mengajarkan anti peradaban, intoleransi, 
eksklusif, radikal, anti Barat, bahkan sumber dari gerakan 
teroris, Asumsi sebagian masyarakat dunia terhadap pe- 
nilaian ini memang berdasarkan fakta dan realitas yang 
terjadi di sebagian masyarakat Muslim sendiri. Betapa ti- 
dak, hasil penelitian Global Terrorism Index 2022 (2022: 
2) menunjukkan lebih dari 588 jumlah kematian akibat 
gerakan Muslim ekstremis di Nigeria oleh Boko Haram 
dan Al-Shabaaby, Dengan demikian, sangatlah wajar 
adanya asumsi buruk demikian terhadap citra Fikih Is- 


lam di dunia saat ini. 


Oleh karena itu, dalam rangka melihat realitas ma- 
syarakat Muslim di dunia ini, maka benarlah sebuah 
langkah progresif yang ditawarkan oleh PBNU (Pengu- 
rus Besar Nahdlatul Ulama) melalui apa yang dinamakan 
dengan “Fikih Peradaban” yang dipromosikan oleh Gus 
Yahya Cholil Staguf, selaku Ketua Umum PBNU peri- 
ode 2022-2027. Perspektif Gus Yahya saat memberikan 
penjelasan mengenai salah satu agenda Fikih Peradaban” 
menjadi menarik karena melihat realitas Islam dan Fikih 
klasik Islam yang digunakan di era sekarang sangat tidak 
harmonis, kaku, bahkan mengandung konsep takfiri de- 
ngan teori ahl al-dzimmah. Uniknya beliau juga menegas- 
kan bahwa konsep moderasi Islam (wasathiyyah) omong 
besar, seakan-akan menunjukkan ada Islam yang tidak 


moderat. Lebih lanjut dia juga menerangkan bahwa de- 
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ngan realitas fikih klasik Islam, apakah mungkin mewujudkan 
Islam rahmatan lil “Alamin di tengah dunia yang tidak damai saat 
ini? Di sinilah gagasan Fikih Peradaban yang diusulkan hadir 
untuk menjawab semangat kompatibilitas dengan perkemba- 
ngan zaman, termasuk juga tantangan masa depan di era pem- 


bangunan berkelanjutan nanti di tahun 2030. 


Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ 
SDGs) sendiri merupakan upaya membangun stabilitas ke- 
hidupan manusia dalam masyarakat dunia internasional. Untuk 
mencapai hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) me- 
rumuskan sekitar 17 rencana tujuan pembangunan berkelanju- 
tan di tahun 2030 nanti. yaitu: 1). Pemberantasan Kemiskinan, 
2). Peniadaan Kelaparan, 3). Kesehatan dan Hidup yang Baik, 
4). Pendidikan Berkualitas: 5). Kesetaraan Gender, 6). Air 
Bersih dan Sanitasi, 7). Energi Bersih dan Terjangkau, 8). Kerja 
Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: 9). Industri, Inovasi, dan In- 
frastrukturj 10). Pengurangan Kesenjangan, 11). Kota dan Ma- 
syarakat Berkelanjutan, 12). Kosumsi dan Produksi Yang Ber- 
tanggung Jawab, 13). Aksi Perubahan Iklim, 14). Lingkungan 
dan Kehidupan Bawah Air: 15). Lingkungan dan Kehidupan di 
Darat, 16.) Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan Yang Kuat, 
dan. 17). Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (United Nations, 
2022). Demikianlah 17 tujuan bersama dunia internasional 
yang disusun dalam rangka untuk mencapai stabilitas kehidupan 


global umat manusia. 


Dalam konteks ini, mungkinkah Fikih Peradaban kompatibel 
dengan semangat perubahan dalam menjawab tantangan era 


kehidupan manusia baik dalam konteks temporal maupun lo- 
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kalitas? Namun yang menjadi persoalan adalah benarkah Fikih 
Peradaban itu sendiri kompatibel untuk era pembangunan 
berkelanjutan sendiri? Bagaimana bentuk Fikih Peradaban yang 
mesti ditawarkan? Bagaimana konsepnya? Lalu mesti dibawa 
kemanakah atau “@uo Vadis” Fikih Peradaban untuk menjawab 
tantangan era ini? Dalam upaya mencari sisi relevansi Fikih 
Peradaban dengan era pembangunan berkelanjutan, maka he- 
mat saya perlu bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu me- 
ngenai substansi fikih Islam dan syariat Islam, kemudian episte- 
mologi dari peradaban Islam itu sendiri. Hal ini perlu dijelaskan 
agar Fikih Peradaban memiliki pondasi konseptual dan filosofi 
yang kokoh. Tidak hanya itu, lalu melangkah dengan menyusun 
strategi implementasi model fikih peradaban yang dikontekstu- 
alisasikan dengan semangat tujuan pembangunan berkelanjutan 
di tahun 2030 nanti. 


Fikih Islam dan Syariat Islam 


Masyarakat Muslim sampai saat ini, terlebih sebagian besar dari 
mereka masih terjebak terhadap sakralitas dengan produk yang 
dinamai dengan “Syariah” ataupun simbolisme keislaman. Pers- 
pekrtif ini sejatinya benar karena bagaimanapun syariah merupa- 
kan prinsip hidup (way of life) bagi umat Islam yang menuntun 
laku dalam tatanan kehidupan di muka bumi. Namun persoa- 
lannya adalah, apa yang dipandang syariah, justru pada faktanya 
ialah hasil produk atau ijtihad dari para ulama terhadap syari- 
ah itu sendiri atau yang biasa dikenal dengan istilah turas, fikih 
mazhab, atau fikih Islam. Persoalan ini lebih serius lagi tatkala 
produk pemikiran ulama Muslim ini sering kali dianggap final, 


sakral, dan absolut. 
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Oleh karena itu, hemat saya perlu bagi kita mengikuti diferensi- 
asi yang diusulkan oleh Prof. Muhammad Kamal Imam, mantan 
penasihat Grand Syaikh al-Azhar mengenai diferensiasi antara 
“Fikih Islam” dan “Syariat Islam”. Syariat Islam menurutnya ialah 
sesuatu yang berasal dari teks Al-Guran dan As-Sunah lalu 
keduanya bersifat absolut, sakral, dan kekal. Sedangkan Fikih 
Islam ialah produk istinbath oleh para ahli Fikih yang mereka 
semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan ma- 
nusia (mashalih al-nis) dan tidak bertentangan dengan tujuan 
pokok syariat (magisid al-Syariah) yang bersifat relatif, tidak 


sakral, dan mungkin berkembang. 


Dalam konteks Fikih Peradaban, maka konsep secara diferensi- 
al ini mengajarkan bahwa Fikih Peradaban merupakan produk 
ijtihadi yang harus sesuai dengan perkembangan zaman, men- 
junjung tinggi maslahat umat manusia, dan bersifat inklusif. 
Dengan demikian fikih tersebut selalu bersifat open minded ter- 
hadap segala kontribusi untuk kemajuan umat, bangsa, negara, 
dan agama Islam sendiri, Di sinilah Fikih Peradaban harus siap 
merevisi bahkan menolak warisan-warisan (turdts) fikih Islam 
klasik yang sudah tidak relevan dengan semangat kemajuan dan 
dinamika zaman yang kompleks dan baru, Lebih dari itu, Fikih 
Peradaban sendiri harus mampu menciptakan warisan-warisan 
baru untuk generasi mendatang di masa depan, terlebih di era 


pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. 


Epistemologi Peradaban Islam 


Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme' 


berarti pengetahuan dan 'logos yang berarti teori. Secara termi- 
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nologi dalam perspektif Tafsir (2016: 23) “Epistemologi” ialah 
sebuah teori yang berbicara seputar sumber pengetahuan dan 
bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Sedangkan 
istilah peradaban dalam Islam salah satunya dikenal dengan 
kata “hadhdrah" yang memiliki arti “diddhul badawah” (lawan 
kata dari pedalaman) yaitu “tingkatan tertinggi dari tingkatan 
perkembangan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan 
mutu keilmuan, seni, sastra, sosial pada era tersebut” (Majma' 
Al-Lughah Al-Arabiyyah, 2011: 183). Sedangkan menurut Ibn 
Mandzur (2003: 845-846) kata “Hadharah” bermakna “mendi- 
rikan dalam kehidupan urbanisasi (al-igamah fi al-hadar) se- 
dangkan kata al-hadar, al-hadrah dan al-hadhirah merupakan 
lawa kata dari badiyah (pedalaman) yaitu kota, negara dan desa. 
Dinamai demikian karena penduduknya hadir di perkotaan dan 
perumahan yang mereka jadikan sebagai pijakan. Sedangkan 
badiyah (pedalaman) merupakan isim musytag (berasal) dari 
kata badi-yabdu yang memiliki arti tampak dan muncul. Maka 
"Epistemologi Peradaban” berupaya melacak asal-usul atau sum- 
ber nilai, kebudayaan, pengetahuan, dan filosofi ajaran dari suatu 


peradaban tertentu. 


Dalam konteks ini, sumber ilmu setiap orang, kepercayaan, bu- 
daya atau peradaban memiliki pandangan hidupnya (worldview) 
masing-masing. Implementasi terhadap interpretasi terhadap 
makna kebanaran dan realitas itu, dikembalikan kepada ben- 
tuk worldviewnya sebagai yang melatar belakangi frame work 
(kerangka kerja berpikir) tersebut. Peran worldview memiliki 
pengaruh terhadap implementasi “kepercayaan” mengenai aspek 
realitas yang fundamental. Oleh karena itu, dengan worldview, 


bisa ditemukan perspektif mengenai standarisasi terhadap suatu 


57 


FRAGMEN-FRAGMEN FIKIH PERADABAN 


hal baik secara metafisika maupun empiris. Dalam konteks 
peradaban Islam, maka jelaslah bahwa peradaban sangatlah di- 


warnai oleh cara pandang Islam (Islamic worldview) itu sendiri. 


Atas dasar cara pandang Islam, maka peradaban Islam berdiri 
di atas risalah atau pesan fundamental yang diambil dari aja- 
ran Al-Guran dan As-Sunah (Al-Hafidz, 2017: 110). Kedua 
sumber ini menciptakan peradaban Islam yang tidak menghan- 
curkan budaya kultur tetapi mentransformasikannya ke dalam 
realitas Islam (Nasr, 2003: xv-xvi). Uniknya juga peradaban ini 
secara esensial tidak hanya menyatukan (diversity) antara seni 
dan ilmu pengetahuan, melainkan juga antara filsafat dan agama 
sehingga keduanya tidak bertentangan (Nasr, 2003: xviii). De- 
ngan demikian Islam tidak menafikan peranan akal sama sekali. 
Namun perlu disadari bahwa akal tidak dapat menjangkau se- 
gala sesuatu seperti keimanan terhadap hari akhir, hal-hal gaib 
atau yang lainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ke- 
mampuan akal manusia itu terbatas. Hal ini, sebagaimana yang 
dimaksudkan oleh Syed Muhammad Naguib al-Attas bahwa 
terdapat sesuatu pengetahuan yang tidak dapat terjangkau na- 


mun hal tersebut harus diterima, menurutnya: 


“there are things whose ultimate meanings can not be grasped by 
intellect and those deeply rooted in knowledge accept them as they 
are through true belief which we call iman. This is the position of 
truth: in that there are limits to the meaning of things, and their 


places are profoundly bound up with the limits of their significance.” 
(Al-Attas, 1995: 138) 
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Ouo Vadis Fikih Peradaban? 
Sebuah Strategi Implementasi 


Sekarang bagaimanakah implementasi Fikih Peradaban dalam 
menghadapi agenda pembangunan berkelanjutan nanti di tahun 
2030? Dalam konteks ini, kita mesti berupaya untuk melihat ti- 
tik temu kontribusi antara gagasan "Fikih Peradaban” dan "Pem- 
bangunan Berkelanjutan” itu sendiri. Dalam konteks ini, hemat 
saya setidaknya ada 4 klasifikasi utama dari 17 tujuan agenda 
tersebut yang dapat diklasifikasikan sekaligus menjadi orientasi 


Fikih Peradaban sebagai berikut: 


Pertama: Aspek Hubungan Manusia dan Alam. Di antaranya, 
yaitu: No. 6. Air Bersih dan Sanitasi, No. 7. Energi Bersih dan 
Terjangkau, No. 13 Aksi Perubahan Iklim: No. 14. Lingku- 
ngan dan Kehidupan Bawah Air, dan No. 15. Lingkungan dan 
Kehidupan di Darat. Tujuan-tujuan ini jika kita perhatikan, 
cukup populer dalam diskursus perkembangan fikih kontem- 
porer seperti Fikih Agraria, Fikih Air, Fikih Bencana, Fikih 
Darurat Perubahan Iklim, dan lain-lain, Di sinilah peran Fikih 
Peradaban dapat direalisasikan dengan mendialogkan kajian 
produk pemikiran Islam kontemporer, warisan fikih klasik de- 
ngan tujuan-tujuan itu, sehingga melahirkan produk fikih-fikih 
kontemporer yang kompatibel dan mendukung pembangunan 


berkelanjutan. 


Kedua: Aspek Hubungan Kemanusiaan (Filantropi). Di antara 
17 tujuan tersebut, yaitu: No. 1. Memberantas Kemiskinan, No. 
2. Peniadaan Kelaparan, dan No. 3. Kesehatan dan Hidup yang 
Baik. Dalam konteks ini, Fikih Peradaban mesti melahirkan pro- 
duk-produk ijtihad baru seperti fikih kesehatan, fikih filantropi, 
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bahkan fikih zakat negara. Ketiga tujuan ini melalui produk fikih 
peradaban dapat terealisasikan dengan gerakan filantropi untuk 
semua masyarakat dunia, baik Muslim maupun non-Muslim, 


seperti optimalisasi peran zakat, infak, dan sedekah. 


Ketiga: Aspek Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan 
Institusi. Di antara agenda tersebut, yaitu: No. 4 Pendidikan 
Berkualitas: No. 6. Kesetaraan Gender: No. 16. Perdamaian 
Keadilan dan Kelembagaan Yang Kuat, dan No. 17. Kemitraan 
Untuk Mencapai Tujuan. Dalam mencapai tujuan ini, gagasan 
Fikih Peradaban mendorong para ulama untuk melahirkan pro- 
duk fikih yang sesuai dengan tujuan ini, seperti Fikih Pembangu- 
nan Masyarakat (figh bind al-Mujtami”) bahkan Fikih Politik Is- 
lam yang baru dan mengatur formatur institusi ideal-demokratis 


seperti piagam Madinah atau mitsagan ghalidzan. 


Keempat: Aspek Ekonomi dan Industri. Di antaranya, yaitu: No. 
8. Kerja Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: No. 9. Industri, Ino- 
vasi, dan Infrastruktur, No. 10. Pengurangan Kesenjangan, No. 
11. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: dan No. 12. Kosumsi 
dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Dalam berbagai tujuan 
tersebut, Fikih Peradaban di sini mesti mendorong perkem- 
bangan masif terhadap ekonomi syariah seperti Fikih Trading 
Islam, Fikih Kripto, bahkan Fikih Uang Digital, dan lain-lain. 
Tidak hanya itu, dalam sektor industri, Fikih Peradaban mesti 
ikut kontribusi dengan menghadirkan Fikih Industri 4.0 (Figh 
al-Shanaah 4.0) yang mengatur hubungan proyeksi pengemban- 
gan industri halal yang mengikat manusia, alam, dan teknologi 
sehingga dapat berdampak baik terhadap dinamika kehidupan 


manusia dan iklim bumi. 
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Semua klasifikasi tersebut, dalam implementasinya mesti di- 
sertai dalam dua bingkai utama. Pertama, Integrasi Islam dan 
Ilmu Pengetahuan (al-Takdmul al-Marify). Di sini Muslim 
moderat khususnya para ulama dan pemikir mesti melakukan 
pendekatan multidisipliner atau integratif-interkonektif dalam 
memahami esensi Islam sehingga ruh Fikih yang bersifat dina- 
mis akan selalu relevan dengan proyek pembangunan berkelan- 
jutan. Sedangkan kedua, Demonstrasi Moderatisme (Madzahir 
al-Wasathityah). Syeikh Muhammad Al-Madini (2016: 40-68), 
sosok ulama besar Al-Azhar Al-Syarief dalam Wasathiyyah 
al-Islam menyebutkan sekitar ada 5 madzdhir (demonstrasi), 
yaitu: 1). Membaguskan tingkah laku manusia, 2). Menerima 
realitas kehidupan, 3). Menyesuaikan fitrah dan menyucikan 
jiwa, 4). Menyederhanakan keyakinan dan mempermudah ke- 
wajiban, dan 5). Menyesuaikan dengan tujuan pokok syariat. 
Tidak hanya itu, demonstrasi karakteristik moderasi Islam bagi 
Hasyim (2014: 9-15) lebih terletak dalam tiga hal, yaitu: mo- 
derasi akidah, moderasi syariat, dan moderasi etika dan akhlak. 
Semua karakteristik fenomena ini menuntut Fikih Peradaban 
agar menunjukkan sikap manifestasi atau demonstrasi moderat 


dalam melihat dinamika manusia dengan realitas kehidupannya 


Untuk memudahkan semua penjelasan sebelumnya terkait 
strategi implementasi Fikih Peradaban dalam menunjang pem- 


bangunan berkelanjutan, Saya buatkan diagram sebagai berikut:. 
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Fikih Peradaban & 17 SDGs 
Baldtuak | Aoa 2 lol asa 


Aspek Kualitas Hubungan Manusia Hubungan Manusia 
Sumber Daya Mansuia dengan Kemanusiaan: dengan Alam: 1. Fikih 
(SDM) & Institusi: 1). 1). Fikih Kesehatan, 2). Airs 2. Fikih Bencana, 

Figih Pengembangan Fikih Filantropi, dan 3). || 3. Fikih Energi, 4.Fikih 
Masyarakat Sosial, dan Fikih Zakat Negara Agriaa, 5. Fikih 
2). Fikih Politik Perubahan Iklim, dll. 


Aspek Kualitas 
Sumber Daya Mansuia 
(SDM) & Institusi: 1). 

Figih Pengembangan 
Masyarakat Sosial, dan 
2). Fikih Politik 


Implementasi dalam 
bingkai Integrasi Agama- 
Sains & Demonstrasi 


Moderatisme Islam 


Epilog 


Bagaimanapun Fikih Peradaban merupakan produk ijtihad yang 


memiliki unsur dan komponen dinamis bagi perkembangan 
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kontekstualisasi fikih Islam dan nilai-nilai luhur peradaban Is- 
lam dengan pola pikir khas, yaitu cara pandang ala Islam (Islamic 
worldview). Implementasi Fikih Peradaban ini diharapkan selalu 
berada dalam bingkai koridor integrasi agama-sains dan mani- 
festasi wujud moderasi Islam. Hal ini sangat penting karena aja- 
ran Islam sendiri tidak hanya berpusat kepada teks-teks wahyu 
saja atau teologi-sentris, melainkan rekonsiliasi antara teks-teks 
wahyu atau ketuhanan dan peranan akal manusia. Di sinilah sisi 
dinamis (al-mutaghayyirat) dalam Islam melewati gagasan Fikih 
Peradaban mesti diorientasikan untuk menjawab tantangan di- 
namika kehidupan umat manusia baik dalam konteks temporal 


maupun lokal. 


Dalam konteks tujuan pembangun berkelanjutan di tahun 2030 
nanti, sejatinya gagasan Fikih Peradaban mampu ikut andil da- 
lam membangun stabilitas kehidupan global. Persoalan-persoa- 
lan dalam tujuan membangun stabilitas kehidupan global seputar 
isu air, perubahan iklim, industri, ekonomi, gender, dan lain-lain 
sejatinya tidaklah terlepas dari ajaran Islam. Hemat penulis, 
gagasan ini dapat menghadirkan Islam kepada dunia internasi- 
onal. Artinya bahwa asumsi sebagian masyarakat terkait ajaran 
Islam yang stagnan, kaku, anti-ilmu, anti peradaban, anti-Barat, 
anti ilmu pengetahuan itu sama sekali tidak objektif. Di sisi lain 
masyarakat dunia sering kali menjelaskan Islam secara beragama 
baik itu dari sisi positif maupun negatif. Maka dengan hadirnya 
Fikih Peradaban dalam upaya membangun tujuan pembangu- 
nan berkelanjutan dapat menunjukkan kehadiran Islam sebagai 


agama rahmat untuk semuanya (rahmatan lil alamin). 


Mudah-mudahan hadirnya gagasan Fikih Peradaban nanti di 
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tahun 2030 dapat mewujudkan kehadiran Islam dengan etos 
semangat dakwah diutusnya Nabi Muhammad Saw, yaitu rah- 
mat untuk semesta alam. Hal ini tentunya sebagaimana firman 
Allah SWT: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan un- 
tuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (O.S. Al-Anbiya: 107). 
Tidak hanya itu, implementasi gagasan besar Fikih Peradaban 
ini mesti diperjuangkan menjadi Undang-Undang Internasion- 
al yang mesti disampaikan dengan penuh rahmat, inklusif, dan 
harmoni sebagaimana firman-Nya: “Serulah (manusia) kepada 
jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan ban- 
tahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Di- 
alah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan- 
Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk” (O.S. An-Nahl: 125). 
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Public Religion 

dan Tantangan Fikih 
Peradaban 

M. Reza Ahsan Tudzoni 


etika PBNU menggagas wacana Fikih Peradaban, 
Kam, dominan dari banyak kalangan berfokus 
pada pertanyaan terkait esensi wacana ini, tujuannya dan 
persoalan segmentasi tema yang hanya berfokus pada 
fikih siyasah saja. Namun, terdapat hal lain yang juga 
menarik untuk diamati secara mendalam, yaitu karakter 
narasi tema yang diwacanakan Fikih Peradaban. Secara 
umum, tema yang diusung oleh Fikih Peradaban me- 
mang relevan dalam konteks beragama di era sekarang, 


namun karakter narasi yang diwacanakannya merupakan 


narasi klasik dan sudah banyak dibahas. 


Salah satu tema yang diangkat dari wacana Fikih Pera- 
daban adalah relasi antara Islam dan negara bangsa (na- 
tion state). Maka, diskusi yang dinarasikan dalam tema 
ini tentunya tidak lepas dari narasi seperti “Islam versus 
Sekuler” atau Islam di dalam ruang publik dan ruang 
privat. Perspektif yang digunakan dalam mendiskusikan 
agama dan negara selalu dikaitkan dengan dikotomi dua 


kubu yang saling berlawanan. 


Narasi-narasi tersebut biasanya memunculkan tipolo- 
gi-tipologi kelompok yang masing-masing mempunyai 
argumentasinya sendiri. Tipologi yang muncul biasanya 
tidak lepas dari tiga paradigma, yaitu paradigma sekula- 
ristik, paradigma formalistik dan paradigma substansia- 
listik (Zaprulkhan, 2014), atau dengan istilah yang ber- 
beda namun secara substansial sama, seperti paradigma 
sekuler, teokrasi dan gabungan antara keduanya (Sadzali, 
2018). 
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Sementara itu, dalam penelitian-penelitian mutakhir mun- 
cul fenomena baru yang secara global masih mempunyai irisan 
dengan relasi antara agama dan negara. Fenomena ini banyak 
disebut oleh para peneliti sebagai fenomena public religion. Feno- 
mena public religion melampaui cara pandang dikotomis antara 
teokrasi vs sekuler karena realitas ideal dari dua oposisi biner 
tersebut tidak terjadi di dunia nyata. Semua diatur oleh agama 
(teokrasi) atau agama tidak terlibat sama sekali di dalam ruang 
publik pada kenyataannya tidak terjadi (Effendy, 2009: 22). Da- 
lam fenomena ini, agama tidak lagi hanya menjadi urusan privat 
namun agama sudah masuk dan menjadi bagian ruang publik 
(Suaedy, 2020). 


Dengan adanya fakta ini, fenomena public religion bisa diadop- 
si dalam diskusi terkait relasi antara agama dan negara. Per- 
tanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa didiskusikan dalam per- 
soalan ini adalah apa konsekuensi dari fenomena public religion 
terhadap diskursus relasi agama dan negara dan, bagaimana se- 


harusnya agama berperan di dalam ruang publik. 


Fenomena Public Religion 


Dalam sejarah agama-agama di dunia, baik ruang publik maupun 
ruang privat, keduanya merupakan ruang berekspresi bagi pesan 
agama. Sementara timbangan posisi agama dalam ruang privat 
dan ruang publik, sepanjang perjalanan sejarah agama, tidak ada 
yang pasang atau surut secara absolut. Tesis ini disimpulkan dari 
penelitian Jose Casanova terkait fenomena keagamaan di lima 


negara yang menjadi objek penelitiannya (Effendy, 2009: 19). 


Di kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara, agama Protestan 
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dan Katolik tidak mempunyai timbangan posisi yang bersifat 
absolut, baik dalam ruang privat maupun ruang publik. Ada- 
kalanya peran agama dalam ruang publik di suatu waktu mem- 
punyai peran yang sangat menonjol, adakalanya di lain waktu 
justru melemah. Namun, ketika posisi agama mempunyai peran 
kuat di dalam ruang publik, tidak berarti agama tidak hadir di 
dalam ruang privat sama sekali. Sebaliknya, ketika posisi agama 
sedang melemah di dalam ruang publik, hal ini tidak berarti 
agama sama sekali tidak hadir di dalam ruang publik. Menurut 
Casanova, dalam situasi seperti ini, yang selalu muncul adalah 
dinamika untuk mencari keseimbangan seperlunya terkait posisi 


agama di dalam dua ruang privat dan publik. 


Di Amerika Serikat misalnya, baik Protestan sebagai agama 
mayoritas maupun Katolik sebagai agama minoritas di sana, 
keduanya tidak pernah memiliki posisi yang absolut pada kedua 
ruang tersebut. Sama seperti kasus sebelumnya, yang terjadi 
adalah keduanya sama-sama mengalami pasang surut dalam 
meletakkan posisi mereka di ruang privat maupun publik. De- 
mikian pula agama Katolik di Spanyol, Polandia dan Brasil (Ef- 
fendy, 2009: 20). 


Studi Casanova atas negara-negara tersebut menunjukkan 
adanya geliat menuju apa yang disebutnya sebagai deprivatisa- 
si agama. Istilah deprivatisasi agama ini ia maksudkan untuk 
menunjukkan fenomena bahwa agama-agama yang ada di dunia 
secara keseluruhan menolak untuk hanya dikungkung dalam ru- 
ang privat saja seperti yang diramalkan” oleh teori sekularisme. 


Inilah yang disebut sebagai public religion (Casanova, 1994: 5). 


Di Indonesia sendiri, agama dan kepercayaan menjadi unsur 
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penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan sejak dahulu. 
Posisi agama yang menduduki posisi penting dalam sejarah In- 
donesia bisa dilacak dari awal mula terbentuknya konsep Bhine- 
ka Tunggal Ika. Pada awalnya, Bhineka Tunggal Ika merupakan 
konsep pencarian titik temu antar agama untuk menuntun 
masyarakat pada kehidupan yang harmonis di masa Majapa- 
hit. Bhineka Tunggal Ika muncul sebagai jawaban atas problem 
bagaimana menyatukan Hindu-Budha, sehingga tidak terjadi 
konflik dalam perubahan dan peralihan dari Budha ke Hindu 
(Suaedy, 2020). Pada era Islam abad 18, tradisi sintesa Bhineka 
Tunggal Ika ini masih berlangsung antara Hindu-Budha dengan 
Islam. Namun bedanya sintesa pada era Islam hanya terjadi pada 
ranah profan saja, karena Islam memiliki karakteristik teologi 
yang berbeda dengan Hindu-Budha. Di era sekarang, agama 
memenuhi ruang publik di Indonesia dan bahkan masuk dalam 


sebagian sistem negara dan pemerintahan (Suaedy, 2021). 


Fenomena public religion secara langsung juga bersinggungan 
dengan tesis sekularisme yang cukup dominan disetujui oleh 
para peneliti terutama peneliti Barat. Tesis ini banyak didukung 
oleh ilmuwan-ilmuwan sosiolog agama ternama sebut saja Will 
Herberg, Peter Berger dan Bryan Wilson (Effendy, 2009: 17). 
Fenomena public religion ini menjadi kritik atas teori sekula- 
risme. Fenomena ini menunjukkan bahwa laju modernisasi dan 
kemajuan zaman tidak kemudian menghilangkan fungsi agama 
atau memprivatisasi agama hanya terbatas pada ruang privat saja 
seperti apa yang dikatakan teori sekularisme. Fenomena terbaru 
justru menunjukkan sebaliknya, yaitu agama sampai sekarang 
masih eksis berperan di ruang publik dalam skala global, baik di 


negara-negara yang belum secara total tersekulerkan maupun di 
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negara-negara Barat sekalipun. 


Menurut Bachtiar Effendy, tesis sekularisme ini bermasalah 
bukan hanya dilihat dari sisi teologis saja, namun juga dari sisi 
sosiologis. Secara teologis, jelas bahwa Islam bukan saja mem- 
bicarakan terkait kehidupan individual. Islam dalam banyak 
ayat dalam Al-Guran juga berbicara terkait konteks sosial. 
Agama-agama lain juga kurang lebih mempunyai dua karakteris- 
tik yang sama, yaitu mempunyai pesan untuk kehidupan indivi- 
du ataupun sosial. Secara sosiologis, agama didefinisikan sebagai 
sebuah perangkat ilahiah yang digunakan oleh pemeluknya se- 
bagai suatu jalan untuk memahami dunia. Dalam narasi Islam, 
Al-Guran atau Islam itu sendiri diyakini oleh pemeluknya se- 
bagai jalan petunjuk hidup (hudan). Maka, dengan paradigma 
semacam itu, jelas saja bahwa upaya privatisasi agama atau seku- 
larisme bermasalah. Namun hal ini juga tidak kemudian secara 
otomatis menjadikan teokrasi sebagai jalan yang tanpa masalah, 
apalagi dalam sebuah negara dalam konteks negara modern de- 
ngan kondisi demografis yang beragam. Terutama ketika agama 
dipahami dengan penafsiran yang tekstual tanpa mempertim- 
bangkan aspek-aspek perubahan khususnya dalam persoalan 


sosial-politik (Effendy, 2009: 16). 


Maka dari itu, persoalannya adalah bagaimana agama menyikapi 
tantangan posisinya di ruang publik. Atau dengan kalimat lain, 
bagaimana agama seharusnya tampil di ruang publik. Di sisi 
lain, keberadaan agama di ruang publik membuka keran kecen- 
derungan agama yang hanya formalistik atau simbolis untuk 


ikut berekspresi di dalam ruang publik. 


Dalam konteks Indonesia, Ahmad Suaedy menyimpulkan bah- 
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wa bentuk kehadiran agama di dalam ruang publik terbagi men- 
jadi dua kecenderungan. Kecenderungan pertama merupakan 
kecenderungan beragama yang mengagendakan identitas poli- 
tik agama eksklusif yang kemudian ia istilahkan sebagai kecen- 
derungan imagined identities. Sementara kecenderungan kedua 
merupakan kecenderungan beragama yang mengagendakan plu- 
ralitas. Dua kecenderungan inilah yang sebetulnya terjadi dalam 
konteks Indonesia. Kelompok yang memperjuangkan Bhine- 
ka Tunggal Ika bukanlah representasi dari kelompok sekuler. 
Kelompok ini juga berangkat dari perangkat agama. Sementara 
kelompok yang memperjuangkan identitas agama eksklusif juga 
bukan satu-satunya kelompok yang merepresentasikan Islam 
(Suaedy, 2020). 


Dari realitas Indonesia, setidaknya bisa dibayangkan bah- 
wa agama yang muncul di dalam ruang publik tidak seragam. 
Agama muncul dengan berbagai macam ekspresi yang bisa jadi 
memunculkan ekspresi yang tidak ramah bagi ruang publik. 
Kembali ke pertanyaan sebelumnya, maka peran seperti apa 
yang seharusnya ditampilkan agama di ruang publik ini? Di 
sinilah Fikih Peradaban bisa diuji seberapa akomodatif ter- 
hadap perkembangan-perkembangan realitas baru. Wacana 
Fikih Peradaban, sebagai suatu wacana kontemporer juga harus 
menyentuh persoalan ini dan memberikan sintesa-sintesa kreatif 


terkait bagaimana seharusnya peran agama di ruang publik. 


Eksperimentasi Intelektual dan Kolektif 


Para intelektual muslim di seluruh dunia sudah mencoba mem- 


berikan rumusan bagaimana seharusnya agama menampilkan 
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diri di ruang publik. Kerja-kerja intelektual ini dilakukan baik 
secara mandiri maupun secara kolektif. Tema-tema yang dibahas 
dalam upaya ini bukan lagi topik-topik keislaman klasik, me- 
lainkan topik-topik yang terkait erat dengan ruang publik. Hal 
ini menjadi konsekuensi yang lumrah, sebab dengan masuknya 
agama ke dalam ruang publik maka mau tidak mau agama di- 
tuntut untuk bisa merespons realitas baru yang mungkin tidak 


pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam. 


Dalam pengamatan Masrukhin, munculnya fenomena public re- 
ligion akan membuka ruang bagi agama untuk mengekspresikan 
dirinya dengan bentuk yang bermacam-macam. Salah satu yang 
paling menonjol adalah menjamurnya simbol-simbol keagamaan 
yang dianggap lebih penting dari pada esensi agama itu sendiri. 
Seorang muslim lebih peka dan merasa terpanggil terkait perso- 
alan jenggot panjang, celana cingkrang, jubah, peci putih, jilbab 
dan simbol-simbol agama lainnya. Simbol-simbol agama diang- 
gap lebih penting dari esensi Islam yang berupa ajaran-ajaran 
yang mendasar seperti menolong kepada yang membutuhkan, 
saling menghormati dan perilaku-perilaku sosial lain yang bisa 
memberi kemanfaatan dan kebaikan. Fenomena ini kemudian 
bisa berujung pada labelisasi buruk terhadap kelompok muslim 
lain yang tidak sependapat dengan mereka. (Masrukhin, 2020: 
140) 


Di sisi lain, kemunculan beragama secara simbolik semakin 
mendapatkan panggung dengan kebebasan yang disediakan oleh 
medsos. Medsos memberikan ruang sebebas-bebasnya terhadap 
siapa pun untuk berbicara apa saja yang ia mau, termasuk per- 


soalan agama, Maka dalam kondisi sepeti ini, terbukalah ru- 
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ang selebar-lebarnya kepada siapa saja untuk berbicara tentang 
agama di ruang publik, tanpa adanya sistem yang bisa menyelek- 
si kelayakannya (Masrukhin, 2020: 141). 


Dampak selanjutnya dari fenomena tersebut adalah mulai 
melemahnya otoritas-otoritas keagamaan lama dan munculnya 
otoritas keagamaan baru. (Masrukhin, 2020: 142). Fenomena 
ini sangat mudah kita temui dengan munculnya sumber rujukan 
baru dalam laku beragama seperti fenomena munculnya ustaz- 
ustaz di medsos yang sering kali tidak jelas kualifikasi intelek- 
tualnya. Sebagian muslim lebih memilih “bertanya” kepada med- 
sos dibandingkan dengan bertanya langsung kepada ulama yang 
sudah jelas kecakapannya dalam persoalan agama. Kecenderu- 


ngan semacam ini semakin hari semakin menguat. 


Fenomena kemunculan agama di dalam ruang publik dengan 
ekspresi seperti di atas pada gilirannya akan menampilkan ke- 
berislaman di ruang publik yang dangkal dan cenderung tidak 
ramah. Bentuk fenomena kedangkalan dan tidak ramah ini mi- 
salnya mewujud dalam labelisasi oleh sebagian kelompok ter- 
hadap kelompok lain sebagai muslim yang tidak kafjah karena 
tidak begitu menampilkan simbol-simbol keagamaan. Begitu 
juga mudahnya labelisasi sesat oleh sebagian kelompok terhadap 
kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda. Fenomena ini 
kemudian bermuara menjadi politik identitas keagamaan (Mas- 
rukhin, 2020: 143). 


Fenomena ini direspons oleh kalangan intelektual Sunni misal- 
nya dengan membangun pola kemoderatan baru. Yang dimaksud 
pola kemoderatan baru di sini adalah menyikapi persoalan-per- 


soalan baru dengan perspektif nalar moderat Sunni. Persoa- 
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lan-persoalan baru ini memang tidak ditemui dalam literatur 
klasik sehingga butuh format kreatif baru dalam menyikapinya. 
Salah satu bentuk respons itu adalah membangun perspektif ke- 
salehan publik berdasarkan kesalehan teologis. 


Kesimpulan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kesalehan 
merupakan perilaku seorang muslim yang dianggap mencer- 
minkan kekukuhannya dalam meyakini ajaran Islam. Keyakinan 
seorang muslim yang baik, tercermin pada laku sehari-hari da- 
lam bentuk kesalehan. Kesalehan yang dimaksud adalah kesale- 
han yang mencerminkan karakteristik Islam itu sendiri sebagai 
agama yang mempunyai visi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini 
merupakan respons terhadap kemunculan orang-orang yang 
mengaku muslim namun malah mencerminkan sikap yang jauh 
dari keramahan, menebar kebencian dan ketakutan di mana-ma- 
na, Fenomena ini juga mempunyai kaitan dengan fenomena yang 
bermuara pada politik identitas keagamaan sudah dijelaskan di 


atas. 


Pembahasan konsep kesalehan ini menjadi aspek penting bagi 
kalangan Sunni dalam berbagai pertemuan dan konferensi. Al- 
Azhar misalnya dalam beberapa muktamar terkait fenomena 
menguatnya gerakan radikalisme atas nama agama, sering kali 
menegaskan pentingnya menghadirkan Islam yang ramah yang 
berbasis pada kesalehan teologis. Islam yang ramah ini adalah 
bentuk kesalehan seorang muslim yang bisa memberikan efek 
kebaikan secara praktis terhadap masyarakat (Masrukhin, 2020: 
158-159). 


Dalam konteks Indonesia, salah satu gagasan fikih sosial Kiai 


Sahal bisa dimasukkan dalam eksperimen intelektual ini. Kiai 
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Sahal dalam fikih sosialnya mencoba untuk menghadirkan fikih 
bukan sebagai hukum positif formal negara, namun justru fikih 
sebagai basis etika sosial (Muhammad, 2019: 223-227). 


Dalam kerja intelektual secara kolektif, salah satu upaya meng- 
hadirkan agama di ruang publik adalah upaya Grand Syekh al- 
Azhar Ahmad al-Tayeb dan Paus Fransiskus untuk menyetujui 
watsigah al-ukhuwah al-insaniyah (Document on Human Fraterni- 
ty). Dalam dokumen persetujuan ini, Ahmad al-Tayeb dan Paus 
Fransiscus mencoba menghadirkan agama sebagai solusi dari 
persoalan kemanusiaan. Masalah yang disikapi oleh dokumen 
ini bukan hanya masalah yang timbul dari persoalan keagamaan 
saja, namun masalah kemanusiaan secara global. Persaudaraan 
kemanusiaan yang digagas dalam dokumen ini melampaui sekat 
agama, yang artinya bukan hanya antar umat beragama saja, na- 
mun juga menggandeng kalangan yang tidak beragama sekali- 


pun. 


Watsigah al-ukhuwah al-insaniyah ini mempunyai visi global 
yang sangat terasa. Ahmad al-Tayeb bahkan dalam dokumen ini 
mewacanakan penyampaian pesan persaudaraan kemanusiaan 
terhadap para pemegang kebijakan di seluruh dunia. Dokumen 
ini juga telah diterjemahkan ke dalam dua belas bahasa berbeda 
(Al-Lajnah al-Ulya li al-Ukhuwah al-Insaniyah, 2021). 


Upaya-upaya menghadirkan agama di ruang publik masih terus 
menunjukkan geliat yang terus berkembang. Inilah tantangan 
wacana Fikih Peradaban. Fikih Peradaban sebagai sebuah wa- 
cana yang masif dan mempunyai visi global harus bisa menang- 
kap semangat dan mengakomodir pola-pola Eksperimentasi 


semacam ini. Hanya dengan secara cermat memperkaya pers- 
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pektif semacam ini, Fikih Peradaban bisa benar-benar membe- 


tikan kontribusi dunia secara nyata, 


Daftar Pustaka 


Al-Lajnah al-Ulya li al-Ukhuwah al-Insaniyah. 2021. Watsigah 
al-Ukhuwah al-Insaniyah (cet. 1). Marshad al-Azhar Li Mu- 
kafahat al-Irhab. 


Casanova, Jose. 1994, Public Religions in the Modern World (cet. 
1). The University of Chicago Press. 

Effendy, Bahtiar. 2009. Agama Publik dan Privat Pengalaman Is- 
lam Indonesia (cet. 1). Penerbit UIN Press. 

Masrukhin, Yunus. 2020. Menjadi Muslim Moderat Teologi 
Asyariah di Era Kontemporer (cet. 1). OIAA Cabang In- 
donesia. 

Muhammad, Husein. 2019. Islam Tradisional Yang Terus Berge- 
rak (cet. 1). IRCiSod. 

Sadzali, Ahmad. 2018. Relasi Agama dan Negara Teokrasi Seku- 
ler Tamyiz (cet. 1). Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 

Suaedy, Ahmad. 2020, 4 Juli. Moderasi Beragama: Antara Nega- 
ra dan Masyarakat Sipil. https://fin.unusia.ac.id/modera- 
si-beragama-antara-negara-dan-masyarakat-sipil/. 

Suaedy, Ahmad. 2021, 1 Juli. Respons Agama terhadap Perubahan 
Masyarakat di Era Disrupsi dan Post-Truth: Merencanakan 


Jawaban Masa Depan Indonesia. https://fin.unusia.ac.id/re- 


spons-agama-terhadap-perubahan-masyarakat-di-era-dis- 
rupsi-dan-post-truth-merencanakan-jawaban-masa-de- 


77 


FRAGMEN-FRAGMEN FIKIH PERADABAN 


pan-Indonesia/. 
Zaprulkhan, Z. 2014. Relasi Agama dan Negara dalam Perspek- 


tif Islam. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 


221), 105-132. https://doi.org/10.21580/ws.22.1.261. 


78 


FRAGMEN-FRAGMEN FIKIH PERADABAN 


19 


Fikih Peradaban 
di Era Society 5.0: 
Aktualisasi Laku 
Sufistik Praktis 
sebagai Sampel 


Syamsudin Asrofi 


ejak berakhirnya abad 20 ruang lingkup “peradaban” 

menjadi sangat luas dan menyatu bagaikan satu 
bahtera yang besar karena efek globalisasi (J. Timmons 
Roberts & Amy Hite, 2000). Maka analisis yang digu- 
nakan untuk melihat fikih peradaban harus luas dan ber- 
sifat kolektif pula, yakni dengan menelaah definisi pera- 
daban itu sendiri dalam kerangka filsafat revolusi terbaru 
yang sedang menggeliat di dunia saat ini: revolusi Society 
5.0. 


Perkembangan teknologi yang pesat rupa-rupanya tidak 
selamanya membawa dampak positif bagi kemanusiaan. 
Ketika para agamawan dan intelektual menyimpulkan 
bahwa dunia ini sedang dalam kondisi yang sakit, baik 
sakit di sini dimaknai dengan adanya konflik antar se- 
sama manusia maupun karena lingkungan alam yang ru- 
sak, itu berarti secara tidak langsung menandakan bahwa 
teknologi, yang merupakan karakteristik kemajuan abad 
ini, tidak digunakan untuk kepentingan positif yang se- 
mestinya (at-Thayyib, 2021, hal. 10-28). 


Dari sini nalar agama bisa menjadi solusi dari carut-marut- 
nya peradaban saat ini, khususnya pada krisis jati diri 
kemanusiaan, setelah akal murni manusia terbukti gagal 


untuk menanggulanginya (Guenon, 2016, hal. 55-135). 


Dari sekian banyaknya ajaran Islam, saya kira laku su- 
fistik praktis yang disesuaikan dengan perkembangan 
teknologi bisa menjadi solusi riil. Sisi praktis dipilih kare- 
na melihat kenyataan bahwa karakter masyarakat masa 
kini cenderung lebih menyukai hal-hal sederhana dari 
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pada teori yang rumit dan filosofis. Oleh sebab itu, solusi yang 
ditawarkan hendaknya juga bersifat mudah dan praktis: laku ta- 
sawuf praktis. 


Peradaban Dunia dan Nalar Society 5.0 


Peradaban adalah seluruh hasil akal budi manusia yang menca- 
kup seluruh aspek kehidupan, baik fisik (bangunan, jalan, ben- 
tuk kota, dst) maupun non-fisik (pola pikir, nilai-nilai, dst). 
Masyarakat yang maju dalam kebudayaan berarti memiliki 
peradaban yang tinggi. Jika kita menerima definisi ini, maka 
dapat dipahami bahwa bentuk kecil dari peradaban adalah ber- 
budaya, dan bentuk terkecil dari berbudaya adalah berakal budi, 
kemudian makhluk yang bisa berpikir sebagaimana definisi 
Aristoteles hanyalah manusia. Jadi, tema peradaban pada dasar- 
nya adalah mendudukkan manusia dengan pemaknaan luasnya 


untuk dijadikan objek kajian. 


Lalu bagaimana nasib manusia di era sekarang? Apakah ia masih 


menjadi subjek mutlak dari peradaban? 


Menyoal “subjek-objek” dalam perkembangan revolusi industri 
dan posisi manusia sebagai titik tolak dari perubahan itu, pada 
kenyataannya tidak bersifat statis dan rigid. Oleh sebab itu, saya 
akan menelaah lebih dalam nalar di balik perubahan revolusi so- 
sial tersebut melalui beberapa dimensi wujud agar dapat dipa- 
hami secara sistematis oleh setiap pembaca, pun dengan solusi 


praktisnya. 
1- Dimensi Benda 


Pada awalnya manusia berkeyakinan bahwa mereka adalah sub- 
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jek di dunia ini, sedangkan alam yang ada di sekitarnya adalah 
objek yang bisa dimanfaatkan sekehendak hati mereka. Barang- 
kali atas dorongan itu, mereka mulai membentuk suatu kelom- 
pok menjadi masyarakat, hidup nomaden, bertahan dengan cara 
berburu, dan menggunakan kekuatan alam seperti api untuk 
melindungi diri. Nah, sistem kehidupan masyarakat seperti ini 


disebut Society 1.0 (hunting and gathering). 


Setelah itu masyarakat mulai bertempat di suatu daerah secara 


Alam 


permanen, mengubah pola pikirnya dengan membuka lahan 
persawahan dan perkebunan, mulai fokus untuk mengembang- 
kan ilmu pengetahuan, lalu membangun sistem sosial yang lebih 
kompleks, sehingga muncul berbagai kerajaan dan kota-kota be- 
sar. Perubahan ini ditandai sebagai bentuk dari Society 2.0 (agri- 
cultural). Pada era ini posisi manusia masih sebagai subjek-peng- 


guna, alam sebagai promotor dan teknologi sebagai perantara 


Alam 
# Promotor 


Semakin kompleksnya dinamika sosial dengan inovasi teknolog- 


antara keduanya. 


inya, yakni dengan ditemukannya peralatan industri-pabrik, 
termasuk kereta api dan mobil, maka pola pikir masyarakat di- 
tuntut untuk semakin modern, peluang pekerjaan baru yang si- 
fatnya mekanik pun banyak bermunculan. Inilah era Society 3.0 


(industrial). Dengan semakin berkembangnya teknologi, alam 
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tidak lagi menjadi promotor bagi kehidupan manusia tetapi 
teknologi lainnya yang lebih canggih, sedangkan eksistensi alam 
sendiri seolah hilang terlindas oleh hegemoni zaman bernama 
kapitalisme. Di era ini manusia mulai ketergantungan dengan 


kecanggihan teknologi. 
Ema 


Perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dilanjutkan 
dengan ditemukannya listrik, komputer, internet, pesawat dan 
sebagainya, membawa masyarakat menuju era informasi yang 
mana aliran data informasi berjalan begitu cepat, dunia seakan 
terhubung semua sehingga tidak ada lagi batasan demografis. 
Perubahan pola sosial kemasyarakatan pada era ini dikenal se- 


bagai Society 4.0. 


Di era Society 4.0 posisi manusia tiba-tiba saja bergeser secara 
radikal, dari yang dulunya merasa sebagai subyek atas alam dan 
teknologi kemudian keluar secara tanpa sadar dari lingkaran re- 
alitas empirik, menjadi obyek dari perkembangan teknologi itu 


sendiri (dehumanisasi). 


Seperti yang terlihat di negara-negara maju sekarang, otomati- 
sasi sudah merambah ke segala bidang, yang berarti teknologi 
sudah mempunyai algoritma dan kehendaknya sendiri secara 
otomatis, sehingga teknologi mengambil posisi pengguna, pe- 
rantara dan promotor sekaligus, sedangkan pengguna awalnya 
(manusia) tersingkir dari proses itu alias menjadi obyek yang 
“pasif” (Floridi, 2014, hal. 50). Tidak heran jika ada selorohan, 


“kontennya teknologi adalah manusia itu sendiri”. 
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2- Dimensi Ruang 


Perubahan sosial pada dimensi benda di atas merupakan 
dampak dari perubahan dimensi ruang yang telah diakuisisi oleh 
ruang maya bernama internet. Dulu ruang gerak manusia ha- 
nya ada satu dimensi yang tak lain adalah dunia riil kita sendiri, 
sedangkan dunia maya internet (nantinya akan menjadi dimen- 
si “infosphere”) hanyalah bayangan belaka dari realitas yang ada, 
makanya tidak heran jika fenomena dualitas dimensi ruang ini 
memunculkan dua pola hidup yang berbeda pula: disebut offline 
jika kita tidak bermain medsos, dan disebut online jika kita log 
in dan berselancar di medsos/internet. Jadi, pada awalnya, ada- 
nya dualitas berbeda antara dunia riil dan medsos sangat nyata, 
dan sering kali tidak ada dampak signifikan yang saling meme- 


ngaruhi di antara keduanya. 


Tapi seiring melejitnya arus informasi, masyarakat kemudian 
cenderung mengubah pola hidupnya dari yang sebelumnya 
memperhatikan realitas riil menjadi lebih sering bercermin pada 
dunia ideal di internet, Platform sosial media memang dirancang 
untuk menarik perhatian, membuat penggunanya tetap online, 
membujuknya agar berulang kali memeriksa layar dengan no- 
tifikasi-notifikasinya. Hal ini memberikan beberapa dampak 
negatif yang cukup mengkhawatirkan (Lararenjana, November 
2020). 


Fenomena ketergantungan internet tidak hanya pada platform 
hiburan sosial media, tetapi hampir merambah segala lini ke- 
hidupan manusia mulai dari ranah sosial, ekonomi, pendidikan, 
politik hingga arah agama. Secara teknis kehadiran smartphone 


seolah dapat mengatasi segalanya. 
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Atas dasar tersebut, bisa dikatakan bahwa pola hidup manusia 
relatif tidak lagi bisa terlepas dari realitas media sosial. Alur di- 
mensi ruang telah berubah dari dualitas antara dunia riil dan 
dunia medsos menjadi satu dunia tunggal yang utuh: infosphere, 
sebagaimana hasil penelitian (Floridi, 2014), “We have moved 
into the infosphere. Kemudian pola offline-online tidak lagi ada, 
digantikan dengan fenomena onlife/over online, yakni di mana 
pengguna medsos “dipaksa” untuk selalu terhubung dengan in- 
ternet/dunia digital pada setiap detiknya, dari bangun tidur 


sampai tidur lagi. 
NN TN 


3- Dimensi Waktu 


Revolusi industri 4.0 juga mengubah dimensi waktu psikologis. 
Karena pengguna teknologi cenderung selalu berada di “masa 
depan” secara psikologis. Fenomena ini memberi dampak pada 
realitas riil. Oleh sebab itu, ada fenomena "setinggi dan sebanyak 
apa pun usaha kita dalam membuat karya akan tenggelam se- 
cara cepat dalam memori masyarakat yang mengalami banyak 


distraksi informasi” 


Jika dulu figur sekelas presiden akan mudah diingat jasa-jasanya 
sepanjang hayat, untuk sekarang hal seperti itu relatif hanya di- 
ingat sekilas saja, karena dimensi kesejarahan sudah berubah 
akibat ritme hidup yang serba cepat dan instan. Dimensi waktu 
antara masa lalu, masa kini dan masa depan seakan menyatu. 


Memori masyarakat menjadi pendek. 


86 


FRAGMEN-FRAGMEN FIKIH PERADABAN 


« Mulai menggeliatnya tradisi 
tulis menulis. 


rehistory 
# Belumada teknologi 
informasi. 


Dari dimensi-dimensi yang telah saya paparkan di atas bisa di- 


« Dimensi waktu mengkerut 
secara psikologis. 


simpulkan bahwa karakter dan tantangan dari revolusi industri 


4,0 dalam lanskap pembentukan peradaban adalah: 


Pertama, pola kebudayaan yang nantinya membentuk pera- 
daban tunggal sangat dipengaruhi oleh dualitas dari dunia 
nyata dan dunia maya (digital). Jadi secara teknis, teknologi 
dan informasi sangat menentukan arah peradaban di abad 21 


ini. 


Kedua, efek negatif dari berkembangnya teknologi yaitu umat 
manusia semakin dibuat sibuk, serba cepat, mengerutnya wak- 
tu, krisis pemaknaan diri sebagai manusia, munculnya gang- 
guan psikologis seperti megalomania, nomophobia (ketergan- 


tungan terhadap gadget) dan gaming disorder, 


Society 5.0 (Era Masyarakat Baru) 


Definisi dari Society 5.0 menurut versi resmi pemerintah Jepang 
adalah “Sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia, yang 
menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi/teknologi dengan 
kehidupan sosial kemasyarakatan melalui sebuah sistem yang 


menyatukan antara ruang siber dengan ruang fisik" 


Konsep yang ingin dibawakan adalah harmonisasi dan bagaima- 
na perubahan atau revolusi dalam kehidupan masyarakat dalam 
memanfaatkan teknologi juga mempertimbangkan aspek manu- 


sia (Subagio, 2021). Jadi, konsep dasarnya merupakan antitesis 
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parsial dari Society 4.0. 


Tujuan dibentuknya Society 5.0 sangat mulia, tetapi bentuk fil- 
safat/nalar berpikirnya belum sepenuhnya matang sebagaima- 
na revolusi sosial sebelumnya. Dari sini kita bisa memasukkan 
nilai-nilai keislaman sebagai nalar filosofis untuk mematangkan 
arah baru pola peradaban yang ada itu. Kira-kira nilai keislaman 
seperti apa yang bisa kita aplikasikan untuk mengembalikan ma- 


nusia ke fitrah asalnya? 


Aktualisasi Laku Sufistik 
untuk Peradaban Society 5.0 


1- Abstraksi Istilah “Manusia” 


Islam menyajikan definisi yang tuntas tentang manusia dan 
mendudukkannya dalam porsinya yang proporsional antara iba- 
dah kepada Tuhan dan memakmurkan bumi sebagaimana yang 
tertuang dalam firman-Nya O.S. az-Zariyat: 56 dan al-Anbiya': 
105. 


Al-Guran menyebutkan kata “manusia” dengan terminologi 
yang berbeda-beda, istilah al-basyar disebut 35 kali dalam ben- 
tuk mufrad dan sekali dalam bentuk mutsanna. Sebutan al-ins 
sebanyak 18 kali, al-insan 65 kali, an-nas 240 kali, bani Adam 
7 kali dan dzuriyah Adam satu kali. Setiap kata tersebut meski- 
pun merujuk pada satu arti “manusia” tetapi mempunyai sisi se- 
mantik dan signifikansi definitifnya yang khusus pada ayatnya 
masing-masing yang membentuk kultur peradaban madani (Su- 
laiman, 2018). Tapi sayangnya kita tidak bisa mengeksplornya 


satu persatu dalam tulisan yang sangat terbatas ini. Pada intinya 
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Islam melihat manusia dari sisi jasad, jiwa dan ruh sekaligus. Hal 
seperti ini tentu berbeda dengan peradaban lain yang hanya me- 


lihat manusia dari sisi jasadnya saja. 


Sejak awal Islam memang sudah mengabstraksikan worldview 
“Manusia” secara lengkap baik dalam bentuk filosofis maupun 
praktisnya (Schimmel, 2017). Dalam tulisan ini, lagi-lagi kare- 
na keterbatasan, saya pun hanya mengambil sisi nalar praktis- 
nya. Meskipun terbatas tapi setidaknya data-data tersebut te- 
lah menunjukkan bahwa Islam sangat siap untuk mengarungi 
fenomena Society 5.0 yang mana menjadikan manusia sebagai 
titik tolaknya. 


2- Pola Pikir Islami dalam Melihat Manusia 


Kemuliaan ajaran Islam bisa terlihat, di antaranya, ketika ia me- 
mandang dan memosisikan manusia sebagai bentuk perwujudan 


dari teofani Tuhan di bumi-Nya (khalifah fi al-ardhi). 


Kemudian secara teknis, dari kata kunci “manusia” yang tertuang 
dalam dalil-dalil syariat, kita mendapati berbagai macam bentuk 
penghormatan atasnya kurang lebih sebagai berikut (Busyaikhi, 
2009): 


Pertama, memandang manusia sebagai “manusia” tanpa adanya 
pelabelan lain seperti agama, ras, jabatan, dan tanpa melihat 
kondisinya di dalam dimensi ruang dan waktu tertentu, Pengan- 
daian pada poin pertama ini merupakan pandangan paling dasar 


dari kata kunci “manusiz, 


Secara garis besar Islam memandang manusia sebagai makhluk 


yang dimuliakan Tuhan. Kemuliaannya adalah manifestasi dari 
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kemuliaan-Nya. Secara teologis posisi manusia dikeramatkan 
dan disucikan dalam pandangan-Nya. Hanya dengan satu label 
“manusia, tanpa embel-embel lain di belakangnya, sebenarnya 
sudah membuat hati seorang muslim bergetar dan mawas diri 


untuk tidak memperlakukan manusia secara sembarangan. 


Kedua, kehormatan manusia sebagai bagian dari umat manusia. 
Di sini kata “manusia” sudah diberi satu label tambahan dengan 
diposisikannya sebagai "umat manusia. Dalam hal ini Islam 
mengafirmasi positif adanya pluralitas umat manusia yang terdi- 
ri dari berbagai macam suku, gender, ras, budaya, kewarganega- 
raan dan agama. Kemudian mengimbau umatnya untuk melihat 
perbedaan itu dalam koridor "untuk saling mengenal” sekaligus 
memberi motivasi: "Orang paling mulia di antara kamu sekalian 
adalah orang yang paling bertakwa”, Artinya, adanya perbedaan 
dalam kehidupan umat manusia harus dipahami sebagai sesama 
makhluk Tuhan yang saling melengkapi satu sama lainnya, bu- 
kan diandaikan sebagai "jenis lain” yang dibentuk untuk saling 
menghujat, memersekusi, bulliying yang berujung hal negatif dan 


semacamnya, 


Ketiga, menghormati manusia sebagai pemeluk agama tertentu. 
Pandangan Islam mengenai umat beragama, khususnya kepa- 
da ahli kitab, sangat manusiawi dan proporsional. Tapi sayang 
sekali persaudaraan antar umat beragama ini sering kali dibawa 
oleh beberapa oknum ke dalam koridor-koridor yang cenderung 
mengarah pada relasi negatif: "rival abadi', sentimen agama, dan 
“relasi kafir” (at-Thayyib, 2021, hal. 177). Pola pikir yang de- 
struktif seperti ini tercipta karena tidak memahami ajaran Islam 


secara utuh khususnya ilmu magashid Al-@ur'an (as-Syahrani, 
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2011). 


Keempat, kemuliaan manusia sebagai orang Islam. Dalil 
kemuliaan seorang muslim dan tata cara berinteraksi dengan 
sesamanya ada banyak dan bermacam-macam. Misalnya, ada 
riwayat hadis yang mengatakan bahwa Tuhan lebih merelakan 
Kabah-Nya hancur (dalam satu riwayat: “dunia ini hancur”) 
daripada seorang muslim dibunuh tanpa hak yang semestinya. 
Jika Tuhan menghargai nyawa orang yang beriman sedemikian 
mahalnya, maka pandangan kita kepada sesama muslim juga se- 


harusnya dilandasi atas pengandaian itu. 


Kemudian perbedaan pendapat di dalam tradisi Islam adalah hal 
yang lumrah baik pada masalah kalimiyyah maupun fighiyyah. 
Semua itu merupakan fakta historis yang tidak bisa dihindark- 
an. Jadi, di antara banyaknya perbedaan itu hal yang dibutuhkan 
adalah akhlak yang baik dan pilihan yang cerdas (as-Shughair, 
2017). 


Kelima, umat muslim sebagai umat terbaik. Poin ini juga ada dalil 
penghormatannya tersendiri yang sedikit banyak akan mengu- 
bah pandangan kita mengenai kemuliaan manusia menurut Is- 
lam. Tapi label sebagai umat terbaik ini mempunyai syarat dan 


ketentuannya tersendiri yang membutuhkan keterangan cukup 
panjang. 


Keenam, kemuliaan muslim dengan beragam pelabelan tertentu 
yang disahkan oleh syariat. Dalam poin ini ada banyak dalilnya, 
sesuai dengan latar belakang hidup, perbedaan gender, profesi, 


dst, 


Dari kata “tetangga” misalnya, itu berarti kita harus melihatnya 
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tidak hanya sebagai tetangga, tapi juga melihatnya sebagai citra 
ketuhanan, dia sebagai manusia, dia sebagai umat manusia dan 
umat beragama, dia sebagai saudara sesama muslim (jika ia mus- 
lim) dan dia sebagai tetangga itu sendiri. Semua pelabelan ini 
hendaknya dilihat dalam satu pandangan mata ketika mengan- 
daikan kata'"tetangga”. Oleh sebab itu, jika tetangga kita melaku- 
kan satu keburukan, tidak lantas menafikan penghormatan 
kita pada sifat/label positif lainnya yang secara integral masih 
melekat pada kediriannya. 


Dari kata “anak, tentunya kita tidak hanya melihatnya sebagai 
anak, tetapi penghormatan kita kepadanya berbanding lurus 
dengan dalil-dalil yang berhubungan dengan “keseluruhan nalar 


kemanusiaan” dan juga “keseluruhan makna anak' 


Begitu juga dengan kata kunci lainnya menyoal manusia: 'ibu, 
suami, istri, presiden, guru, orang sakit, dst. Hal seperti ini tidak 
lain merupakan pengejawantahan dari salah satu misi terbesar 
Rasulullah Saw, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempur- 


nakan akhlak mulia” (HR. Al-Baihagi). 
Aktualisasi Laku Sufistik 
untuk Peradaban Society 5.0 


Bagaimana praktik kesufian merespons kondisi manusia yang 
sudah hanyut dalam lautan teknologi ini? 


Dalam terminologi tasawuf ada tiga fase amalan: 


At-takhalli, yakni fase pembersihan diri dari sifat-sifat yang 


tercela, 
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At-tahalli, yakni menghias jiwa dengan sifat-sifat yang mulia. 
At-tajalli, yakni fase ketersingkapan akan hakikat ketuhanan. 


Ketiga fase ini pada dasarnya saling melengkapi, tetapi saya 
mencukupkan diri untuk membahas fase al-takhalli dan at-tahal- 
li, yang merupakan fase paling dibutuhkan untuk memasuki So- 
ciety 5.0. 


Dua fase tersebut berhubungan dengan tujuh anggota tubuh 
manusia: mata, tangan, lisan, telinga, kaki, perut dan kelamin. 
Setiap anggota tubuh ini dibersihkan secara sufistik memalui 


dua fase: fase pembersihan dan fase pencahayaan (al-Hasani, 
2020, hal. 23). 


Berikut ini jadwalnya secara praktis (saya menyebutkan 3 anggo- 


ta badan saja sebagai contoh): 


Contoh: Cara menggunakan jadwal TAZKIYAH 


JADWAL TAZKIYAH LISAN. A: Tingkat Pembersihan (Marhalah Tathhir) 


basa D2 sesal eos efaafaafasjas nas faofao an 2 sarang 
Tema|" Y Yo En nee n 
oran 

22102019 | v v 
06112019 | v “v 


SISTEM PERATURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN LISAN 


1. Ghibah (3. Mengucapkan kalemat sihir 15. Bersumpah palsu dengan nama Allah SWT 
15. Memuji diri sendiri 


17. Berbicara tentang akidah tanpa Imu 


2. Berbohong 19. Bernyayi dengan lagu yang bersyahwat 

3. Menipu 10. Memuji orang sombong dan egois dihadapan manusia 
4. Adu Domba 11. Nifag seperti memilki dua wajah 

5. Berbicara berlebihan 12. Janji palsu 

6. Saksi Palsu 13. Tidak menerima nikmat Allah SWT dan mengingkarinya 
7. Berdebat 


18. Mengolok olok manusia dan mencelanya 
19. Berbicara jelek dan celaan 

20. Mensifati Alah SWT, Rusul, malaikat, para sahabat 
RA yang tidak berhubungan dengan sifatnya 


14. Membuka aib orang lain 
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JADWAL TAZKIYAH LISAN B : Tingkat Pencahayaan (Marhalah Tanwir) 


1. Berbicara dengan lemah lembut. 15. Menggunakan Isan dalam berdakwah kepada Allah Swt. 
2. Membaca al-Ouran dan diikir. 6. Tersenyum dalam susah dan senang, maka ketika manusia. 
3. Berbicara ketika diperlukan dan tidak berlebihan. melihatmu, niscaya mereka melihat padamu terdapat 

7 sunnah Rasulullah Saw. 


JADWAL TAZKIYAH LISAN B : Tingkat Pencahayaan (Marhalah Tanwir) 


1. Berbicara dengan lemah lembut. 15. Menggunakan Isan dalam berdakwah kepada Allah Swt. 
12. Membaca al-Ouran dan dzikir. 16. Tersenyum dalam susah dan senang, maka ketika manusia. 
3. Berbicara ketika diperlukan dan tidak berlebihan. melihatmu, niscaya mereka melihat padamu terdapat 

L: sunnah Rasulullah Saw. 


ATURAN PENGGUNAAN TANGAN DALAM HAL POSITIF 


1. Menggunakan tangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. — TS. Gunakan kedua tanganmu untuk menulis sesuatu yang dirdhai oleh 
Alah Swt. 
2. Bersedekah dan memberi kebaikan. & Jadikan setiap sentuhan tangan sebagai pengingat akhirat: panasnya 


3. Bersyukur kepada Alah Swt atas rikmat indra penyentuh, dua tangan, jari-jari kentuhan sebagai pengingat api neraka dan lembutnya sentuhan sebagai 
dan telapak tangan. ketenangan yang akan diperoleh di surga. 


4. kmajinasikan bahwa kedua tanganmu bertasbih kepada Allah Swt selalu. 
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JADWAL TAZKIYAH MATA A: Tingkat Pembersihan (Marhalah Tathhir) 


SISTEM PERATURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MATA 


1. Menjaga mata dari memandang hal duniawi yang melalaikanmu dari mengingat Allah Swt. 
2. Berangan-angan secara berlebihan dalam perkara dunia. 

3. Memandang hina kepada manusia atau kepada perkara. 

4. Menjaga mata dari memandang dengan syahwat atau gairah kepada lawan jenis. 

5. Menjaga mata dari memandang gambar haram dalam majalah, video atau televisi. 


JADWAL TAZKIYAH MATA B : Tingkat Pencahayaan (Marhalah Tanwir) 


ATURAN PENGGUNAAN MATA DALAM HAL POSITIF 


1. Menundukan pandangan meskipun dalam hal mubah. 
2. Tidak talah-toleh. 
3. Berusaha tidak memberikan waktu terhadap melihat perkara haram. 
4. Ketika kamu melihat alam maka gunakan untuk bertalak kur dan mengingat nikmat Alah Swt. 
5. Setiap mata melihat dengan tafakkur. 
6. Lihatlah dengan kasih sayang dan toleran, ingatlah kita semua memiliki kekurangan masing masing (tidak melihat kepada aib, lihatlah 
cahaya dan kebaikan terdapat pada yang lain. 
7. Ketika membuka mata dan menutupnya, berfikir dan rasakan sifat dan asmaul husna Allah Swt yang 99 nama itu. Berusahalah hidup dan merasakan 
sebagaimana Rasulullah Saw hidup. Jadikan setiap kedipan menjadi tafakkur dalam asma Allahdan penantian berjumpa dengan-Nya, rindu 
untuk berjumpa dengan-Nya dan dengan Rasulullah Saw. 


Keterangan: 


Jadwal laku sufistik ini bisa dilakukan secara pribadi ataupun 
kolektif dengan pengawasan seorang guru yang amanah. Misal- 
nya, bisa diterapkan di pondok-pondok pesantren agar santrinya 
mempunyai akhlak yang baik dengan cara yang mandiri ataupun 
lewat pengawasan pengurus. Lewat jadwal seperti ini pendidikan 


karakter bisa diaktualisasikan secara lebih tersistem dan terukur, 
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Jika jadwal sufistik ini dirasa kurang praktis karena sifatnya yang 
manual, bisa dialihkan ke dalam bentuk digital dengan membuat 
aplikasi “tasawuf praktis”, Proyek ini bisa dilakukan oleh mereka 
yang paham teknologi. 


Sistem dan tata cara yang disebutkan di dalam jadwal ini ber- 
sifat opsional. Artinya, kita bisa mengurangi, menambahi dan 


melakukan inovasi sesuai kebutuhan yang hendak dicapai. 


Penutup 


Pada akhirnya, tujuan esai ini adalah agar manusia yang hidup 
di era teknologi tetap bahagia dalam pemaknaan religiusnya, 
sebagai muslim bisa mempertahankan fitrah kemanusiaannya 
sebagai hamba Tuhan, mampu bersikap proporsional antara 
melakukan inovasi-inovasi untuk tatanan peradabannya yang 
lebih baik (at-tahalli) dan menghindari beragam hal negatif yang 
muncul dari sikap berlebih-lebihan (at-takhalli). Ya, kita harus 


terus belajar beradaptasi dan terus bergerak untuk masa depan. 
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Wacana Tajdid dan 
Turats dalam Tinjauan 
Fikih Peradaban 


Hikam Atgiaarrahman 


Pendahuluan 


dalah sebuah ironi, ketika Islam dinilai tidak mam- 

pu berbuat banyak dalam peradaban dunia. Ajaran 
Islam disebut hanya bersifat dogma yang rigid dan tidak 
bisa mengikuti perkembangan zaman. Turats Islam yang 
selalu menjadi pijakan para pemeluknya dianggap stag- 
nan dan hanya berujung pada surga-neraka, pahala-dosa. 
Terlebih mereka yang tidak menyukai Islam dan ingin 
menghancurkan Islam dari luar dan dalam, selalu menga- 
du domba masyarakat dunia dengan memfitnah Islam se- 
bagai sumber kegaduhan dunia ini. Apakah klaim terse- 


but benar adanya? 


Tidak bisa kita tampik, apa yang mereka katakan ter- 
kadang memang benar adanya, sebagaimana fenome- 
na-fenomena mancanegara maupun domestik yang justru 
memperlihatkan kemunduran Islam itu sendiri. Seperti 
kasus, kebiadaban ISIS yang memperbudak perempuan 
dan mengintimidasi siapa saja yang tidak sepaham de- 
ngan mereka. Ada juga kematian seorang wanita dalam 
tahanan polisi Iran, ia ditahan karena dianggap melang- 
gar aturan wajib hijab di negara Iran. Belum lagi kasus 
pemboman yang dilancarkan oleh sekeluarga orang kaya 
India yang memorak-porandakan satu hotel yang ber- 
isikan para pemeluk Kristen India yang tak bersalah, 
dengan motif balas dendam karena sebagian anggota ke- 
luarganya telah menjadi korban pembantaian di Selandia 
Baru. Semua didasari atas motif agama yang sangat tidak 


dibenarkan adanya. 


FRAGMEN-FRAGMEN FIKIH PERADABAN 


Sementara konflik-konflik domestik yang mengatasnamakan 
agama tak kalah banyak, seperti serangan acak wanita bercadar 
terhadap institusi polisi dalam kedok jihad, pemboman gereja, 
pelabelan thagut yang dilakukan HTI kepada pemerintahan In- 
donesia yang harus diperangi, dll. Dari fenomena-fenomena di 
atas dapat menimbulkan stigma negatif bahwa fatwa-fatwa keras 
dari kalangan fundamentalis hanyalah memantik api perselisi- 
han antarbangsa. Islam dianggap sebagai agama yang kolot, rigid 


dan radikal. Sebenarnya apa yang melatarbelakangi semua itu? 


Latar Belakang Kejumudan Pemikiran Islam 


Sejenak kita tengok pendapat seorang pemikir Islam dan pionir 
pembaharu Islam dari al-Azhar, Muhammad Abduh yang no- 
tabene teori pembaharuannya tentang diskursus Islam sangat 
segar dan dapat diterima oleh banyak kalangan. Mengenai ke- 
munduran berpikir seorang muslim ia memiliki sebuah perspek- 
tif berpikir bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam 
secara umum dan individu seorang muslim secara khusus adalah 
adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam se- 
bagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tun- 


tutan dunia Islam modern. 


Selama beberapa abad di masa silam, umat Islam telah mengha- 
dapi kemunduran dan sebagai hasilnya mereka tidak mendapat- 
kan dirinya sebagai pemeran yang siap sedia untuk menghadapi 
situasi yang cukup pelik di dunia modern ini. Ia berpendapat 
bahwa sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah 
bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap 


jumud di tubuh umat Islam. Jumud yaitu keadaan berpikir seo- 
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rang muslim secara statis, sehingga umat tidak mau menerima 
perubahan, yang dengannya membawa bibit kepada kemundu- 


ran umat saat ini, 


Padahal telah kita ketahui bersama, ajaran Islam yang merujuk 
pada Al-Guran dan Sunah terbagi menjadi dua, ajaran yang 
bersifat statis (tsawdbit) dan ajaran Islam yang bersifat dinamis 
(tathawwur). Ironisnya masih banyak dari kalangan kita yang ti- 
dak dapat membedakan mana saja diskursus Islam yang masuk 
ke dalam statis dan mana saja yang masuk dalam diskursus Is- 
lam yang dinamis. Mereka yang jumud pemikirannya hanya me- 
nganggap bahwa ajaran yang mereka terima dari para leluhur gu- 
runya yang bersumber dari turats tidak bisa diamendemen dan 


kebenarannya bersifat absolut. 


Sebagai contoh dalam permasalahan fikih klasik yang notabe- 
ne masuk ke dalam klasifikasi hukum dinamis, sebagian ma- 
syarakat muslim kita berpandangan bahwa setiap individu yang 
tidak meyakini ajaran Islam dan tidak mengimani Allah sebagai 
Tuhannya, secara aksioma mereka anggap sebagai orang 'kafir' 
yang harus dimarginalkan dari tatanan kehidupan Islam, bah- 
kan tatanan negara. Padahal bila kita cermat dalam membaca 
perkembangan zaman pada era ini, mereka yang tidak berkeya- 
kinan Islam tidak bisa kita langsung memvonisnya dengan label 
'kafir, melainkan cukup kita istilahkan dengan term non-Mus- 
lim yang mana pelabelannya tidak bersifat arogan dan lebih bisa 
diterima oleh semua kalangan yang tidak memeluk agama Islam. 
Mereka tetap berstatus warga negara yang masih bisa menda- 
patkan hak kelayakan hidup bersama di negara kita selama me- 


reka masih mau menaati semua aturan negara, 
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Ya, memang benar adanya, kita sebagai umat Islam tidak akan 
pernah lepas dari apa yang namanya turats Islam, karena dengan 
turats-lah pemahaman Islam yang sahih dan komprehensif bisa 
kita dapatkan dengan mudah. Apalagi kita semua yang hidup 
di masa modern ini tidak mampu menjangkau kapabilitas kita 
sampai pada level seorang mujtahid yang dapat beristidlal (men- 
cari dalil) dalam merumuskan suatu hukum dan membaca seti- 
ap permasalahan hidup yang kita hadapi langsung merujuk pada 
nas Al-Guran dan Hadis. Lalu sejauh mana kita dapat memaha- 


mi turats Islam itu sendiri? 


Penghayatan Makna Turats Islam 


Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai pembaharuan 
turats dalam tatanan kehidupan modern ini, alangkah baiknya 
kita memahami terlebih dahulu mengenai penghayatan makna 
turats Islam. Dr. Taha Abdurrahman (2015: 59) melalui karya- 
nya Sudl al-Manhaj, mendefinisikan turats Islam sebagai berikut: 
"turats Islam adalah setiap kandungan pemikiran dan perang- 
kat-perangkat wacana keislaman yang dapat merepresentasikan 
peradaban Islam, baik berupa nas-nas asli ataupun yang sifatnya 


ijtihadi, baik berupa tulisan maupun perkataan yang diucapkan.” 


Hal ini senada dengan definisi yang diutarakan oleh Syekh Ali 
Jumah (Goma, 2021: 17), Grand Mufti Mesir tahun 2003-2013 
yang menyatakan bahwa turats Islam adalah: “setiap produk pe- 
mikiran manusia yang disampaikan melalui lisan dan tulisan 
yang berkaitan langsung dengan peradaban umat Islam dalam 


kurun waktu seratus tahun sebelum masa sekarang.” 


Hemat penulis, turats Islam sendiri tidak hanya terpaku pada 
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naskah-naskah klasik tertulis seperti kitab kuning, namun peng- 
hayatannya memiliki jangkauan pembahasan yang lebih kom- 
pleks, bahkan bisa sampai pada peninggalan dan pemikiran 
orang-orang non-muslim sekalipun, selama itu berhubungan 
dengan peradaban Islam, maka dapat dikatakan dengan turats. 
Tidak pula terbatas pada peninggalan ulama yang berhubu- 
ngan dengan diskursus Islam yang bersifat syar'i, namun juga 
mencakup segala hal yang berhubungan dengan berbagai aspek 
keilmuan seperti: ilmu kedokteran, astronomi, arsitektur, psi- 
kologi, sastra, seni dll. Lalu bagaimana penghayatan selanjutnya 
dan bagaimana korelasinya dengan fikih peradaban yang saat ini 


sedang menjadi wacana besar Nahdlatul Ulama? 


Turats merupakan identitas atau jati diri kita sebagai muslim 
yang sudah sepatutnya kita rawat dan jaga sebaik mungkin. 
Bagaimana tidak, koloni yang tidak dapat menjaga identitasnya, 
maka koloni tersebut bisa dikatakan sebagai bayi yang baru lahir. 
Jika Islam tak mau berpedoman dengan turats-nya, maka dapat 
dipastikan Islam hanyalah sebatas agama yang baru lahir yang ti- 
dak memiliki identitas dan integritas. Salah besar jika ada kaum 
modernis yang mengatakan turats Islam hanyalah peninggalan 
yang usang dan tak dapat selaras dengan perkembangan zaman, 
karena menurut hemat penulis, tidak ada modernitas yang diba- 
ngun tanpa adanya orisinalitas. Modernitas yang lepas dari nilai 
dan tradisi masa lalu bermakna melepas identitas sendiri dan 
menukarkannya dengan identitas liyan. Seyogianya kita bisa 
menilai bahwa turats merupakan sarana penting dan moderni- 
tas adalah tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kita harus 
bangga dengan adanya turats, namun juga sudah barang tentu 


kita pun harus bijak dalam menghayati nilai-nilai turats Islam, 
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tentu dengan cara merevitalisasi dan reinterpretasi makna-mak- 


na yang sifatnya dinamis dan terkandung di dalamnya. 


Wacana Pembaharuan Turafts Islam 


Pembaharuan turats atau pemikiran Islam adalah keniscayaan 
bagi umat Islam. Hal tersebut sudah disebutkan dalam hadis 
Nabi yang artinya sebagai berikut: “Sesungguhnya Allah Swt. 
mengutus untuk umat ini setiap seratus tahun orang-orang yang 


akan memperbaharui agama ini (dari pada segala penyimpangan)" 


(HR. Abu Daud). 


Turats dan pembaharuan mengekspresikan sikap yang seyo- 
gianya dilakukan dan merupakan dua komponen yang ada da- 
lam sosio-kultural umat Islam dalam menyikapi realitas sejarah 
masalah lalu dan realitas kehidupan kontemporer. Grand Syekh 
al-Azhar, Dr. Ahmad al-Tayeb dalam kesempatan pidatonya di 
acara Al-Azhar International Conference on Renovation of Islamic 
Ihought mengatakan bahwa pembaharuan (modernitas) turats 
dapat dianalogikan seperti kita membangun dan merenovasi 
kembali rumah kita yang eksistensinya masih tampak dan ko- 
koh, bukan dengan cara merobohkannya terlebih dahulu kemu- 
dian membangun pondasi dan rumah dengan corak bangunan 
yang baru. Dalam hal ini perilaku pertama bersifat konstruktif 
dan yang kedua bersifat destruktif. 


Kemudian bagaimana konsep pembaharuan turats dapat diinter- 
pretasikan ke dalam kehidupan umat Islam? Dr. Hassan Hanafi 
telah menyinggung banyak hal mengenai wacana pembaharuan 
turats dalam karyanya “At-Turats wa at-Tajdids Maugifund min 


at-Turdts al-Oadim”. Salah satu gagasannya adalah bagaimana 
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pembaharuan turats dapat terealisasi selaras dengan perkem- 
bangan zaman. Ia mengatakan bahwa pembaharuan turats dapat 


dilakukan melalui tiga tataran sebagai berikut: 


1, Menganalisa latar belakang pembentukan dan perjala- 


nan turats dari segi sosio-kultural dalam suatu peradaban. 


2. Menganalisa struktur psikologi masyarakat dan mengkaji 
lebih mendalam mengenai pengaruh peninggalan masa lalu 


dalam realitas kehidupan mereka. 


3. Menganalisa realitas sosial masyarakat yang melingkupi 
pembentukan turdts (Hanafi, 2002: 26). 


Kiranya penulis perlu menjelaskan poin ketiga secara terperinci, 
karena poin ini menjadi sebuah pembahasan yang sangat krusial 
dalam interpretasi pembaharuan turats. Menganalisis realitas 
sosial masyarakat yang melingkupi pembentukan turats berarti 
menengok sejarah bagaimana turats tersebut dapat terbentuk. 
Sebagai contoh, turats Islam dalam diskursus fikih, kita tidak 
serta merta hanya mempelajari fikih sebatas pada hukum salat, 
bagaimana tata caranya, dan sebagainya tanpa mengetahui apa 
yang melatarbelakangi munculnya ilmu tersebut. Sudah barang 
tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu perangkat Usul 
Fikih yang dapat merumuskan kaidah-kaidah hukum beserta 
dalilnya hingga dapat menyajikan hukum-hukum ibadah dan 
muamalah yang sudah matang seperti sekarang ini, bagaimana 
sejarah kodifikasi kedua ilmu tersebut, serta hal apa saja yang 
dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan sebuah hukum 
yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana 
kondisi realitas masa lampau ketika turats fikih klasik menya- 


takan suatu hukum dapat diberlakukan. 


105 


FRAGMEN-FRAGMEN FIKIH PERADABAN 


Kemudian kita bisa menyelaraskannya ke dalam realitas sosial 
yang ada pada masa sekarang. Semisal dalam permasalahan hu- 
kum seorang muslim hijrah ke suatu negara yang dikuasai orang 
non-muslim, pada masa kejayaan Islam hal tersebut diharamkan. 
Namun, setelah kejayaan Islam sirna pasca runtuhnya kedig- 
dayaan Turki Usmani, ada pembaharuan fatwa yang dilakukan 
oleh ulama asal Hadramaut yang bernama Sayid Abdurrahman 
Baalawi yang menyatakan bahwa hukum seorang muslim hijrah 
ke negara yang dikuasai oleh orang-orang non muslim adalah 
boleh. Fatwa ini muncul ketika banyak ulama Yaman yang ter- 
paksa melakukan eksodus ke Nusantara yang pada saat itu se- 
dang dikuasai oleh Hindia Belanda akibat pengejaran dan pem- 
bantaian yang dilakukan oleh kaum Wahabi di Hijaz. 


Selain tiga tataran di atas, kiranya kita juga perlu merevitalisasi 
turats dengan mencetak ulang kitab-kitab turats untuk lebih lan- 
jut ditahkik, dikaji dan dijadikan sarana untuk berdialog meru- 
muskan teori-teori baru yang bisa kita selaraskan dengan pro- 
blematika kehidupan kita di masa sekarang. Seperti mentajdid 
fikih dengan melakukan bahtsul masdil, menyelenggarakan dia- 
log kebangsaan dalam perspektif turats Islam, menyelenggarakan 
muktamar kemanusiaan dan perdamaian dunia yang semuanya 
harus didasari oleh turats Islam yang tentunya sudah diperba- 
harui dan dikaji secara mendalam berdasarkan kebutuhan dan 


tuntutan perkembangan zaman. 


Pembaharuan Turats sebagai Sarana 
Fikih Peradaban 


Sudah kita ketahui bersama bahwa Fikih Peradaban merupakan 
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salah satu “senjata” advokasi sosial di tingkat global dalam men- 
capai kesepakatan dan kemaslahatan universal dengan jalan me- 
nutup peperangan sama sekali. Termasuk dalam hal ini perang 
proksi seperti sosialisme dengan kapitalisme, Sunni dengan 
Syiah atau sipil dengan militer. Selain itu, Fikih Peradaban juga 
membuka ruang kolaborasi para penggerak dunia Islam demi 
menyelamatkan umat Islam dari industrialisasi islamophobia 


dan umat manusia dalam polarisasi 


Pemikit kenamaan Mesir Muhammad Imarah dalam bukunya 
Figh al-Hadharah al-Islamiah menyebut syariat Islam tidak hanya 
berkontribusi bagi umat Islam, melainkan juga bagi umat ma- 
nusia keseluruhan. Titik tolaknya adalah spirit ijtihad yang di- 
salurkan melalui koridor fikih dan fitrah keseimbangan manusia 
antara akal, nas, eksperimen dan intuisi. Menurutnya, proses me- 
mahami sunah Nabi SAW dalam membangun fikih peradaban 
semestinya ditempuh dengan kesadaran sejarah bukan sekadar 
“pembacaan? sejarah. Dirinya mengutip pesan Imam Ali bin Abi 
Thalib ketika bertanya kepada Nabi Muhammad Saw tentang 
sunahnya, Nabi SAW menjawab, “Akal adalah dasar agamaku”. 


Dari kalangan Syiah, Sayed Sistani menggaungkan fikih pera- 
daban secara aplikatif melalui metodologi fatwa. Menurutnya, 
tuntutan manusia terus berkembang dan pintu ijtihad tetap ter- 
buka dengan mencairkan kebekuan berfikir yang tidak relevan 
dengan kebutuhan. Perpustakaan umat Islam perlu diperkaya 
dengan kajian-kajian fikih peradaban sebagai bentuk kecembu- 
ruan agama, terlebih kalangan muda yang intens berinteraksi 
dengan masalah kontemporer (Huda, 2022). 


Dari wacana tersebut, tentu saja Islam butuh sarana turats dan 
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pembaharuannya demi mencairkan kebekuan berfikir yang tidak 
relevan dengan kebutuhan. Turats adalah piranti utama dalam 
menjawab segala problematika kehidupan. Umat Islam harus 
dengan bangga menunjukan kepada dunia bahwa Fikih Pera- 
daban mampu membawa misi kemaslahatan manusia secara 
umum berdasarkan konteks turats yang sudah matang untuk di- 
jadikan induk yang dapat membawa perubahan dunia. Dengan 
begitu, dunia akan sadar bahwa khazanah keislaman tidak dapat 
dipandang sebelah mata. Islam dengan turatsnya tidak akan 
pernah usang dan akan selalu eksis selaras dengan perkemba- 
ngan zaman, Islam dengan turatsnya akan menjadi pelopor per- 
damaian dunia dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. 
Islam dengan turatsnya dapat menghentikan berbagai konflik 
pertumpahan darah. Islam dengan turatsnya dapat menghapus 
diskriminasi dan kesenjangan sosial antar negara. Islam dengan 
turatsnya akan membangun ekonomi yang sehat dan tidak tim- 
pang antar negara. Islam dengan turatsnya akan menjadi sorotan 


dunia dengan keabadian nilai universalitasnya. 
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Pemenang Keempat 


Jalan Tengah 
Pergesekan Siyasah- 
Syariah di Indonesia 
Muhammad Alfin Ghozali 


ika mengulik perjalanan historis peradaban Islam, kita 

akan menjumpai fakta menarik bahwa pada setiap era, 
politik (siyasah) selalu memiliki semacam pengaruh— 
cenderung ke arah dominasi—tersendiri terhadap syari- 
ah.' Beberapa aspek syariah yang dipengaruhi oleh siyasah 
cukup beragam, bisa pada ranah hukum atau selainnya. 
Di sini saya akan mencoba menyelisik bagaimana aktivi- 
tas politik dapat memengaruhi syariah, baik itu politik 
pada era kekhalifahan Islam, maupun pada masa pasca 
runtuhnya kekhalifahan terakhir, Turki Usmani, Lalu, 
seperti apa bentuk determinasi siyasah terhadap syariah 


dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Membincang politik pada masa khilafah, yang sering 
disebut sebagai sistem pemerintahan ala syariah (siydsah 
syar'iyyah), menarik diketahui bahwa ternyata masih saja 
ada unsur dominansi politik atas syariah di dalam sistem 
ini. Sebut saja konsep kepemimpinan (wilayah atau 
imamah). Dalam sistem khilafah, sering kali pemimpin 
(ulul amri) diposisikan secara berlebihan. Ketaatan ter- 
hadap ulul amri hampir-hampir bersifat absolut. Sehing- 
ga konsekuensinya, segala bentuk oposisi, perlawanan 


apalagi pemberontakan (bughat) adalah haram. 


Meskipun konsep taat terhadap pemimpin secara jelas 
tercantum dalam Al-@uran surah an-Nisa ayat 59, na- 


mun ketika sikap patuh tersebut disifati secara berlebi- 


1, Fazlur Rahman dalam bukunya, Islam mendefinisikan syariah sebagai se- 
suatu yang memiliki nas gathi, dan berisikan tuntunan Allah kepada manu- 
sia. Ia meliputi berbagai hal: keyakinan, praktik, transaksi hukum dan sosial 
serta semua tingkah pribadi, selama hal-hal tersebut berarti panduan hidup 
yang diajarkan Tuhan kepada manusia. 
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han justru bisa menjadi reduksi terhadap pemaknaan ayat ini. 
Perlu diperhatikan pula, pada redaksinya, perintah taat kepada 
ulul amri tidak digandengkan dengan kata athii sebagaimana 
taat kepada Allah dan Rasul. Prof. Guraish Shihab berkomen- 
tar bahwa tidak disebutkannya kata taat memberi isyarat bahwa 
ketaatan kepada ulul amri tidaklah absolut seperti ketaatan ter- 


hadap Allah dan Rasul-Nya. 


Hal ini, bila kita cermati, merupakan salah satu contoh dominasi 
politik terhadap syariah pada masa kekhalifahan Islam. Kedudu- 
kan pemimpin yang terlalu superior justru menggeser makna 
surah an-Nisa ayat 59 dan menyingkirkan nilai-nilai syura dalam 
ajaran syariah Islam. Jika pada masa khilafah bentuk pressure si- 
yasah terhadap syariah lebih ke arah reduksi pada beberapa aja- 
rannya, maka pada masa setelahnya, hingga kini, siyasah mem- 
berikan pengaruh pada penerapan beberapa aspek dalam syariah 
khususnya hukum (tathbig ahkam asy-syari'ah). 


Bagaimana penerapan syariah dapat dipengaruhi oleh siyasah 
tidak terlepas dari fenomena runtuhnya imperium Islam tera- 
khir, Turki Usmani. Dampaknya, beberapa wilayah pecahan im- 
perium tersebut berdiri sendiri menjadi negara-negara indepen- 
den, yang sebagian besar justru menganut sistem pemerintahan 
sekuler”, Situasi politis tersebutlah yang pada nantinya menjadi 
faktor atas kurangnya penegakkan hukum syariah, bahkan pada 


negara yang mayoritas penduduknya muslim. 


Secara teoretis, hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat 


2. Sekuler yang dimaksud di sini adalah pemisahan agama dari urusan negara (Ilmdni- 
yyah al-juz'iyyah), bukan pemisahan agama dari segala aspek kehidupan (“Ilmaniyyah 
asy-syGmilah). 
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kausal-alami. Dalam ekosistem ketatanegaraan, politik (siyasah) 
dan hukum (syariah) akan selalu berkelit kelindan. Sering terja- 
di perdebatan, manakah di antara keduanya yang memiliki posi- 
si paling atas. Golongan pertama, yang memandang hukum se- 
cara das sollen?, menganggap hukum sebagai instrumen tertinggi 
dalam mengatur kehidupan bernegara. Oleh sebab fungsinya 
sebagai kontrol, ia harus berhasil menundukkan berbagai aspek 


kehidupan dalam suatu bangsa, termasuk aktivitas politiknya. 


Sementara golongan kedua, yang cenderung melihat hukum 
secara das sein, berpendapat sebaliknya. Bagi mereka, hukum 
adalah aspek yang akan selalu terpengaruh (dependent variabel) 
oleh kondisi luarnya, khususnya situasi politik. Sebagai contoh, 
undang-undang. Ia merupakan produk lembaga legislatif. Yang 
artinya, ia merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak poli- 


tik dan aspek terpengaruh darinya (Mahfud MD, 1999). 


Pada konteks pembahasan ini, pendapat kedualah yang dapat 
menjawab alasan sulitnya penerapan hukum syariah pada ber- 
bagai negara Islam (berpenduduk mayoritas muslim) di dunia. 
Ketika memandang hukum syariah sebagai das sein, kita akan 
mendapati bahwa ia akan selalu terpengaruh oleh kondisi lu- 
arnya, lebih-lebih latar belakang politiknya. Sehingga, hukum 
syariah akan selalu sulit diterapkan pada negara-negara yang 
menganut sistem pemerintahan sekuler. Hal ini sekaligus meng- 
gambarkan bagaimana siyasah mengambil pengaruh terhadap 


syariah pada masa modern ini. 


3, Das sollen adalah hukum dilihat sebagai sebuah cita-cita, serta bagaimana seharus- 
nya hukum hidup dan tegak di tengah masyarakat. 


4. Das sein adalah hukum dilihat sebagai fakta. Bagaimana ia berkembang dan ber- 
proses di tengah masyarakat. 
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Selanjutnya saya akan membawa diskursus ini kepada realitas 
yang paling dekat dengan kita, Negara Kesatuan Republik Indo- 
nesia. Bagaimana dinamika politik di Indonesia —sebagai negara 
dengan jumlah muslim terbesar di dunia— berhasil 'mengelimi- 


nasi hukum syariah sebagai sistem perundang-undangannya. 


Tersimpan rapi dalam catatan sejarah, bahwa pada awal ke- 
merdekaan Bangsa Indonesia terjadi perdebatan sengit antara 
golongan nasionalis kebangsaan (sekuler) dengan golongan na- 
sionalis Islami. Satu hal yang menjadi bahasan pokok pada saat 
itu ialah dasar Negara Republik Indonesia. Apakah Indonesia 
akan dijadikan negara hukum yang berlandaskan syariah Islam 
atau justru sekuler. Silang pendapat yang terjadi dalam Sidang 
Konstituante tersebut berakhir pada keputusan bahwa Negara 
Indonesia adalah negara berlandaskan Undang-Undang Dasar 
1945, dan bukan syariah Islam (Anshari, 1968). 


Dalih utama penolakan syariah Islam sebagai dasar negara Indo- 
nesia adalah Proyeksi kehidupan demokratis yang mengkristal 
dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika-nya. Dengan keragaman 
agama yang ada, penerapan syariah Islam sebagai dasar negara 
(konstitusi) adalah hal yang diskriminatif (Anshari, 1968). Hal 
tersebut sekali lagi menggambarkan bagaimana dinamika so- 
sio-politik memberikan pengaruh terhadap penerapan hukum 
syariah (tathbig ahkam asy-syari ah). Sekarang pertanyaannya, 
bagaimana kita memandang kekalahan syariah oleh siyasah da- 


lam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? 


Perlu diketahui, meskipun Indonesia bukan merupakan negara 
yang berlandaskan syariah Islam, namun konstitusi negara In- 


donesia tidak sekalipun menyalahi ajaran syariah Islam. Hal 
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ini senada dengan yang disampaikan Dr. Ibrahim Allam, Mufti 
Mesir. Ia berkomentar mengenai negara mayoritas muslim yang 
tidak menerapkan syariah Islam sebagai sumber hukumnya se- 
perti Mesir, Indonesia dan lain sebagainya. Menurutnya, syariah 
Islam pasti akan hadir mewarnai perundang-undangan mereka. 
Dalam konteks Indonesia misalnya, syariat dapat dihadirkan 
melalui perwakilan umat Islam di dalam parlemen atau melalui 
seluruh masyarakat muslim yang selalu mengawal dan merawat 
undang-undang agar selalu selaras dengan syariah. Sehingga ti- 
dak ada alasan kuat untuk terus menggaungkan berdirinya ne- 


gara Islam di Indonesia. 


Namun demikian, ada sebuah kaidah fikih, m4 I& yudraku kul- 
luhu fala yutraku kulluhu, sesuatu (hal baik) yang tidak dapat 
dilakukan sepenuhnya, setidaknya jangan ditinggalkan sama 
sekali. Ketika hukum-hukum syariah (seperti had, rajam dan 
sebagainya) tidak dapat dilaksanakan, bukan berarti kita ting- 
galkan sama sekali. Artinya, ada satu hal yang masih dapat kita 
lakukan, yaitu mengambil asrar di balik hukum tersebut. Semisal 
hukum jindyah pencurian. Ketika kita tidak bisa melaksanakan 
hukuman potong tangan yang tujuannya membuat orang takut 
untuk mencuri, setidaknya kita masih dapat mencegah hal terse- 
but dengan alternatif lain. Misalnya dengan ancaman hukuman 
tahanan atau yang lainnya. Nah, pada tulisan ini, saya menawar- 
kan alternatif lain mengenai hal tersebut dalam desentralisasi 


syariah. 


Desentralisasi pada umumnya diartikan sebagai penyerahan 
wewenang politik dan perundang-undangan dari pemerintah 


(pusat) kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah). Keti- 
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ka disandingkan dengan kata syariah maka hal ini berarti ke- 
wenangan sebuah daerah perihal penegakkan syariah Islam di 
lingkungannya. Salah satu contoh yang ada di Indonesia adalah 
penegakkan hukum syariah di Aceh. Selain itu, ada pula desen- 
tralisasi syariah dalam bentuk perda-perda syariah, seperti yang 
dilakukan pada beberapa kota di Tanah Air. Ketika pemerintah 
dirasa belum mampu menegakkan hukum syariah atau alterna- 
tifnya, seperti dalam permasalahan zina, minuman beralkohol 
dan sebagainya, maka beberapa daerah mencoba mengambil alih 
kewenangan untuk menindak hal-hal tersebut. Singkatnya se- 


perti itulah gambaran desentralisasi syariah. 


Namun tawaran desentralisasi syariah yang saya maksud di sini 
agak berbeda. Bukan dalam bentuk undang-undang formal se- 
perti di atas, melainkan dalam aturan tak tertulis yang menyatu 
dengan kearifan lokal masyarakat Nusantara, Masyarakat kita, 
khususnya di daerah pedesaan terkenal dengan karakter keber- 
samaan dan budaya gotong royong. Beberapa budaya tersebut 
dapat dijadikan instrumen penerapan syariah di lingkungan 
masyarakat. Saya akan memberikan beberapa permisalan untuk 


menggambarkan hal tersebut. 


Pertama, hukuman bagi orang yang tidak salat. Hampir semua 
ulama sepakat hukumannya adalah dibunuh, dengan catatan 
hakim telah memerintahkannya untuk menggada namun ia 
menolak. Prosedur tersebut tentu tidak mungkin dijalankan 
di Indonesia karena berbagai alasan. Di sinilah budaya gotong 
royong khas masyarakat kita dapat dijadikan sebuah solusi. 
Misalnya, dalam sebuah komunitas (sebut saja dalam lingkup 


satu desa) disepakati sebuah aturan tak tertulis bagi yang tidak 
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pernah mendirikan salat, para warga tidak perlu ikut mensalati 
jenazahnya ketika ia meninggal, cukup pak modin dan keluar- 
ganya saja yang melakukannya. Hal tersebut, bisa menjadi tin- 
dakan preventif yang ampuh. Orang akan berpikir dua kali jika 
malas salat. Pasti memalukan jika tidak disalati ketika mening- 


gal, 


Lalu contoh selanjutnya orang yang menolak membayar zakat. 
Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang menolak memba- 
yar zakat, harta zakat tersebut harus diambil secara paksa oleh 
imam. Kenyataannya, protokol seperti itu akan sangat sulit di- 
terapkan di tempat kita. Namun, dalam komunitas desa, ada al- 
ternatif untuk menanggulangi hal tersebut, dengan menerapkan 
sanksi sosial terhadap orang yang enggan zakat. Entah dengan 
melakukan diskriminasi tertentu terhadap orang itu ataupun 
dengan mengucilkannya. Situasi tersebut sedikit banyak akan 
membuat orang yang menolak membayar zakat menjadi jera. 
Beberapa contoh di atas adalah sebagian gambaran dari desen- 
tralisasi syariah yang dapat menyatu dalam kearifan khas ma- 
syarakat kita. Tentunya, masih banyak bentuk lain yang perlu 


dirumuskan dan dimatangkan bila sistem tersebut diterapkan. 


Bukankah menjadikan budaya sebagai pintu masuk agama Islam 
telah dicontohkan pendahulu kita, wali sanga. Maka seharusnya 
desentralisasi syariah ala kearifan masyarakat Nusantara sudah 
menjadi hal biasa bagi kita. Satu hal penting yang diperlukan 
untuk menegakkan sistem tersebut adalah sosok yang dapat 
menjadi figur "wali sanga. Sosok yang dapat membaur dengan 
masyarakat dan memiliki kekuatan penggerak. Ya, para tokoh 
agama, khususnya kiai kampung pada konteks ini berada pada 
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posisi yang paling sesuai. Dengan catatan, ia adalah kiai kam- 
pung yang cemerlang dan progresif, sehingga mampu menanam- 


kan syariah Islam ke dalam budaya khas masyarakatnya. 


Terakhir, sebagai kesimpulan, siyasah selalu saja mempunyai cara 
menundukkan syariah. Sepanjang perjalanan peradaban Islam, 
ada saja aspek syariah yang berhasil direduksi oleh laku siyasah, 
khususnya aspek hukum. Dalam konteks NKRI pun demikian, 
syariah Islam tidak diberi tempat untuk mengisi konstitusi neg- 
ara, Hal tersebut bukan sebuah masalah, toh semua konstitusi 
memiliki tujuan yang sama, kemaslahatan. Tapi, sering kali pada 
akhirnya pemerintah masih kurang maksimal menindak bebe- 
rapa hal yang cukup urgen bagi umat Islam. Seperti pelanggaran 


zina, minuman beralkohol dll, 


Sebagai solusi, permasalahan tersebut dapat dibawa serta dita- 
ngani oleh komunitas yang berada di bawah pemerintahan da- 
lam wujud desentralisasi. Dan sebuah upaya terbaik adalah 
dengan mencoba memadukan penegakkan syariah tersebut 
melalui karakter dan budaya yang melekat pada masyarakat kita. 
Sehingga pada akhirnya, meskipun siyasah berhasil mengambil 
alih syariah, kita masih dapat menjalankan syariah Islam dalam 
sebuah bungkus yang berbeda. Sebuah balutan yang khas de- 
ngan masyarakat kita. Sebagaimana yang telah dilakukan para 


wali sanga ketika membawa Islam masuk ke bumi Nusantara. 
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Fikih Peradaban 
dan Kemanusiaan 


Pemenang Pertama 
Menuju Fikih 
Advokasi HAM 


Ikrom Mausuli 


eradaban manusia telah berumur tua, namun perma- 
Pem kemanusiaan masih menjadi permasalahan 
akut yang tak pernah usai. Meskipun deklarasi HAM 
(Hak Asasi manusia) telah digaungkan oleh PBB dan 
gerakan advokasi terhadap HAM ramai digelorakan, 
nyatanya hal demikian belum cukup menanggulangi kri- 
sis kemanusiaan yang ada. Buktinya, krisis HAM malah 
menjadi persoalan yang kian seksi diperbincangkan. Ter- 
lebih satu tahun terakhir, dunia dihadapkan pada dua 
tragedi besar yang mengancam eksistensi kemanusiaan 
beserta haknya, pertama, represi pemerintahan Taliban 
terhadap hak-hak sipil warga negara Afghanistan teruta- 
ma wanita, dan kedua, peperangan Rusia dengan Ukraina 


yang masih menagih korban jiwa. 


Naasnya, agama sedikit-banyak memberikan andil dalam 
melahirkan krisis HAM pada kedua kasus di atas. Sejak 
menguasai Afghanistan pada Agustus 2021, Taliban me- 
netapkan aturan yang berdasarkan syariat Islam secara 
represif. Laporan mengenai pelanggaran hak-hak asasi 
terus membanjiri ruang riset dan media sosial pengamat 
dan aktivis HAM. Dewan HAM PBB mengeluarkan 
sebuah laporan yang menerangkan kasus pelanggaran 
HAM yang terjadi di Afghanistan yang dirangkum da- 


lam 97 poin,' Dari poin-poin tersebut, perempuan dan 


1, Laporan tersebut dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB dengan judul lapo- 
ran Situations of Human Rights in Afghanistan, A/HRC/51/6, 17 Sep- 
tember-7 Oktober 2022. Selain melaporkan pelanggaran HAM yang terja- 
di, dibahas juga mengenai dukungan dan langkah PBB terhadap pemerintah 


seluruh dunia untuk membantu penyelesaian konflik tersebut. 
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anak merupakan isu yang paling krusial.? Adapun dalam konflik 
Rusia-Ukraina, pertarungan kekuasaan antara Gereja Ortodoks 
Kyiv dan Moskov memperkeruh pertarungan identitas kedua 
sub-etnis tersebut—Kyiv Rus dan Muscovite Rus—yang sebe- 


narnya berasal dari satu bangsa yang sama. 


Benturan HAM dan Politik Syariat 


Pada era modern, di mana sistem politik dunia termanifestasikan 
dalam bentuk negara-bangsa, HAM merupakan komponen 
dasar pembentuk legal formal, baik berskala domestik maupun 
internasional. HAM merupakan hak-hak individual tentang hu- 
kum alam yang berkembang dari pemikiran Eropa. Lambat laun 
hak ini berkembang menjadi standar institusional-legal melalui 
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB hingga men- 
jadi hukum internasional. HAM, demokrasi, dan aturan hukum 


pada akhirnya secara intrinsik saling berkaitan satu sama lain. 


Upaya formulasi hak-hak kemanusiaan sebenarnya telah dimulai 
sejak era peradaban Mesopotamia melalui Traktat Eannatum. 
Setiap fase peradaban manusia kemudian merumuskan aturan 
moral serupa. Meskipun demikian, upaya perumusan tersebut 
masih berkutat pada ruang lingkup kajian kemanusiaan yang 
sempit dan dalam skala domestik yang amat terbatas. Hak-hak 
tersebut juga lebih banyak dibangun atas pandangan tradisi dan 


teologi, tidak berangkat dari paradigma dasar tentang nilai-nilai 


2. Isu perempuan di Afghanistan sejak penguasaan Taliban terus mendapatkan per- 
hatian yang sangat besar dari para aktivis. Taliban mewajibkan penggunaan cadar bagi 
perempuan, melarang anak perempuan menduduki bangku sekolah menengah, dan 
pelanggaran hak asasi lainnya. Bahkan baru-baru ini, terdapat laporan yang menya- 
takan banyaknya para ibu menganastesi anaknya yang kelaparan untuk menghentikan 
tangisan. 
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kemanusiaan, Baru pada abad XVII di mana masyarakat inter- 
nasional memulai babak baru dengan menjadikan negara-bangsa 
sebagai subjek utamanya. Formalisasi hukum internasioal sema- 
kin konkret, berperan lebih praktis, dan mampu menjangkau 


tiap aspek kehidupan antar negara secara diplomatis. 


Melalui sejarah panjang perjuangan hak-hak kemanusiaan, 
Deklarasi Universal HAM PBB menjadi upaya konkret pengha- 
pusan alienasi setiap hak kemanusiaan, Alinea pertama deklara- 
si tersebut menyebutkan bahwa pengakuan atas martabat dan 
hak-hak yang sama setiap manusia adalah dasar dari kebebasan, 
keadilan, dan perdamaian dunia, Deklarasi tersebut memili- 
ki kedudukan tinggi dalam perwujudan pembelaan terhadap 
HAM mengingat posisi PBB yang sangat strategis dalam pena- 
nganan permasalahan perdamaian. Karena deklarasi ini bersifat 
universal, maka peran negara sangat penting untuk mewujudkan 
cita-cita perdamaian tersebut melalui pembentukan legal formal 
dan arah kebijakan yang menjunjung tinggi semangat pembelaan 


terhadap hak-hak asasi tersebut. 


Upaya perwujudan cita-cita HAM melalui negara masih meng- 
hadapi jalan berliku. Bangkitnya gerakan Islam politis juga men- 
jadi batu karang bagi perjuangan HAM. Upaya pengaplikasian 
syariat melalui jalur konstitusi secara demokratis maupun repre- 
sif selalu menyisakan tragedi pelanggaran HAM. Hal itu terja- 
di karena materi hukum yang terkandung dalam syariat secara 


eksplisit akan bertentangan dengan hukum internasional. 


Akhirnya, hukum internasional seolah-olah mengalienasi kaum 
muslim taat dari komunitas Barat dan internasional sehingga 


antara syariat dan hukum internasional—termasuk di dalamnya 
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HAM-akan selalu berada pada posisi yang saling berhadap-ha- 
dapan. Di sisi lain, pandangan fundamentalis masih banyak 
menguasai alam pikir kaum muslim, mereka mengamini rivalitas 
HAM versus syariat, menganggap syariat sebagai hukum Allah 


yang harus diterapkan dan mengabaikan hukum internasional. 


Spirit kaum muslim untuk mengaplikasikan syariat yang begi- 
tu tinggi disebabkan pada dua hal. Pertama, ajaran Islam yang 
komprehensif meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, tak 
terkecuali politik. Beberapa ayat al-Guran secara tegas berbicara 
tentang politik dan prinsip-prinsip hukum. Pembahasan politik 
jumlahnya lebih banyak lagi ditemukan dalam hadis Nabi, bah- 
kan terdapat hadis yang spesifik berbicara tentang sistem. Hadis 
sebagai sumber syariat kedua setelah al-@uran dianggap memi- 
liki sakralitas yang tinggi dan pada era-era akhir Khulafaurra- 
syidin banyak bermunculan hadis-hadis palsu yang digunakan 
untuk kepentingan politik praktis. 


Faktor kedua yang menyebabkan kaum muslim memiliki spi- 
rit tinggi untuk mengaplikasikan syariat Islam adalah keterasi- 
ngan kaum muslim dari agenda internasional terkait hukum dan 
perdamaian, Hal itu dibuktikan dengan adanya rivalitas antara 
HAM sebagai hukum internasional dengan syariat sebagai hu- 
kum Tuhan yang dianggap lebih unggul dan wajib untuk di- 
laksanakan. HAM terus saja dihadap-hadapkan dengan syariat 
dan dianggap bertentangan. HAM sebagai produk Barat diang- 


gap permisif sehingga tidak sesuai dengan syariat. 


Rekonsiliasi HAM Melalui Dekonstruksi Syariat 


Abdullahi Ahmed an-Naim, cendekiawan Islam kelahiran 
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Sudan, mengkritisi corak pemikiran yang berkembang dalam 
menanggapi isu kontemporer di atas, yakni penentangannya 
terhadap fundamentalis yang selalu mempertentangkan HAM 
dan kaum liberal yang berusaha memarginalisasi syariat untuk 
penyelesaian problem sosial. Upaya yang diketengahkannya ialah 
dengan mendekonstruksi syariat. Dekonstruksi syariat adalah 
frasa yang tepat menggambarkan pemikiran an-Na'im meskipun 


ia tidak pernah menggunakan kata tersebut. 


Bagi an-Na'im hubungan yang bersifat transenden antara Is- 
lam sebagai agama dengan syariat harus ditangguhkan terlebih 
dahulu. Syariat menurutnya bukanlah keseluruhan Islam itu 
sendiri, akan tetapi merupakan interpretasi terhadap nas yang 
bersinggungan dengan historisitas. Dengan demikian, an-Na'im 
menolak setiap formulasi tradisional dari hukum Islam yang 
berkembang di abad pertengahan. An-Na'im juga menentang 
usaha kaum modernis untuk mereformasi struktur abad per- 
tengahan, sebab pada dasarnya mereka akan tetap terperangkap 
pada asumsi epistemologi yang berkembang pada zaman perten- 


gahan itu sendiri. 


Keresahan an-Na'im di atas disebabkan karena syariat histo- 
ris yang berkembang dan dipahami oleh muslim selama ini di- 
dasarkan hanya pada ayat-ayat dan realita masyarakat Islam di 
Madinah pascahijrah. An-Na'im tidak menyangkal bahwasanya 
syariat tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Madinah dan 
peradaban Islam era pertengahan. Akan tetapi, sepatutnya hal 
demikian tidak menafikan adanya kemungkinan alternatif lain 
yang dapat dijadikan sebagai dasar perubahan hukum Islam 


agar sesuai dengan konteks modernitas. Dasar tersebut ialah 


127 


FRAGMEN-FRAGMEN FIKIH PERADABAN 


wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW era Makkah. 
Menurut an-Na'im pesan Makkah justru merupakan pesan Is- 


lam yang abadi dan fundamental. 


Pada era Makkah, pesan tauhid yang menjadi paradigma uta- 
ma menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat 
manusia, tanpa perbedaan gender, keyakinan keagamaan, dan 
ras. Secara singkat, bagi an-Na'im prinsip pada pesan Makkah 
adalah 'ishmah, yakni kebebasan untuk memilih tanpa paksaan. 
Sedangkan prinsip pada pesan Madinah ialah kompromi praktis 
dan realistis. Oleh karenanya, ayat-ayat yang turun pada periode 


Makkah bersifat universal-egaliterian-demokratik. 


Semisal pesan Makkah dalam ayat al-Hujurat ayat 13 Allah 
SWT berfirman, “Sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari 
laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bang- 
sa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal, dan orang yang 
paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa.” 
Adapun ayat-ayat Madinah bersifat sektarian-diskriminatif, se- 
misal Surat at-Taubah ayat 73 “Wahai orang-orang yang beriman, 
perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap 


tegaslah kepada mereka.” 


Berangkat dari pemikiran di atas, an-Naim berusaha untuk 
mentransformasikan pemahaman dasar-dasar hukum Islam tra- 
disional, Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan 
mendekonstruksi makna syariat dan merobohkan kandungan 
materi syariat yang terikat dengan realita histori masyarakat 
abad pertengahan. An-Na'im mengusulkan sebuah sistem baru 
hukum Islam yang lebih menyeluruh dan diyakini memberikan 


dasar yang lebih cocok dengan kehidupan Islam di dunia kon- 
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temporer dalam menghadapi realita peradaban negara-bangsa. 
Pada peradaban ini, pesan Makkah sebagai dasar syariat yang 
direvitalisasi harus mampu mengafirmasi konstitusionalisme 
sebagai jalan utama menghadapi struktur politik baru, tatanan 
sosial, hukum pidana, hukum internasional, dan hak-hak asasi 
manusia. Dari sinilah kemudian syariat baik secara substansial 
maupun praktis mampu berperan aktif dalam penyelesaian kri- 
sis HAM. 


Dekonstruksi Fikih: Fikih Peradaban dalam 
Penyelesaian Konflik HAM 


Dalam menghadapi krisis global, di umurnya yang mencapai 
abad ke-1 ini, Nahdlatul Ulama (NU) menawarkan gagasan 
penting berupa Fikih Peradaban. Di antara isu krusial dalam 
penanganan krisis global ialah intoleransi dan permasalahan 
HAM. Melalui gagasan ini, dapat dilihat bahwa terdapat se- 
buah kesadaran kolektif di kalangan umat muslim dan kala- 
ngan Nahdliyin khususnya untuk meningkatkan kembali fungsi 
agama sebagai pemecah problem sosial dan kemanusiaan alih- 
alih penyumbang koflik. Fikih sebagai khazanah keilmuan khas 
Islam dirasa perlu direvitalisasi kembali agar umat Islam mam- 
pu menghadapi kemajuan zaman dan peradaban di era disruptif 


dengan perkembangan yang sangat cepat. 


Konsep dasar Fikih Peradaban sejatinya sama dengan upaya 
dekonstruksi syariat yang digagas oleh an-Naim. Keduanya 
sama-sama mengupayakan adanya upaya transformasi materi 
muatan hukum Islam. Hanya saja, upaya transformasi yang 


digagas an-Na'im sangat radikal hingga menyentuh konsepsi 
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syariat. An-Na'im memahami syariat sebagai upaya interpretasi 
risalah Tuhan yang melingkupi realita masyarakat-historis. Ini 
lah yang menjadi titik tolak perbedaan antara Fikih Peradaban 
dengan Dekonstruksi Syariat. 


Sedangkan syariat yang lumrah dipahami kaum muslim ialah 
apa yang didefinisikan oleh Syekh Syaltut dalam Islam Agidah 
wa Syariah bahwa syariat adalah segala aturan dan prinsip yang 
diturunkan oleh Allah agar diamalkan oleh manusia, yang me- 
nyangkut hubungan kehambaannya secara vertikal (dengan Tu- 
han) maupun horizontal (sesama manusia), hematnya al-amal 
al-salih. Dalam pandangan an-Naim syariat itu merupakan pro- 
duk manusia sehingga berkaitan dengan historisitas, sedangkan 


dalam pengertian Mahmud Syaltut syariat bersifat transenden. 


Dikarenakan syariat bersifat transenden, maka upaya de- 
konstruksi syariat adalah upaya yang sangat sulit dilakukan, 
sehingga terlebih dahulu harus mendudukkan keilahian syariat. 
Hal ini berbeda jika objek yang perlu ditransformasikan adalah 
fikih, yang dipahami secara luas sebagai produk manusia. Fikih 
adalah upaya interpretasi hukum syariat berdasarkan nas. Se- 
hingga upaya dekonstruksi lebih tepat jika dilakukan terhadap 
fikih, bukan terhadap syariat. Alasannya adalah karena pertama, 
fikih merupakan hasil daya cipta para ulama muslim mengenai 
nas dan kedua, fikih berkaitan erat dengan urf sehingga bersifat 


historis. 


Untuk memahami dan menjadikan fikih peradaban mampu 
menjawab tantangan umat, maka perlu adanya upaya trans- 
formasi makna dan muatan hukum yang terdapat dalam fikih 


klasik. Pertama-tama, makna fikih yang telah mapan dipaha- 
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mi ruang lingkupnya sebatas pada hukum syariat yang prak- 
tis (amali) perlu dirobohkan terlebih dahulu. Pandangan fikih 
semacam ini menjadikan ajaran Islam yang teramu dalam syariat 
hanya dipahami sebagai amal praktis saja (ritual-oriented), pada- 
hal syariat juga membawakan nilai, etika, dan prinsip ketuhanan, 


kehambaan, dan kemanusiaan. 


Kedua, materi muatan yang terdapat dalam fikih-fikih klasik 
tidak lagi relevan untuk diamalkan oleh masyarakat modern 
terutama yang menyangkut bidang politik. Era modern sudah 
memasuki babak baru sistem negara-bangsa. Hukum internasi- 
onal sangat mempengarui kebijakan sistem negara-bangsa. Agar 
Islam bisa menjawab krisis HAM, maka fikih politik harus ber- 


dasarkan asas demokratis dan konstitusionalisme, 


Fikih harus melahirkan produk hukum yang berkutat pada pe- 
mecahan terhadap permasalahan global. Materi muatan fikih 
ini harus berpusat pada maslahat kemanusiaan global terki- 
ni, bagaimana penyelesaian konflik, perang, dan krisis HAM. 
Syariat sebagai al-amal al-sdlih harus melahirkan turunan yang 
memberikan maslahat, yaitu fikih. Maslahat tidak lagi diartikan 
hanya kebaikan, akan tetapi maslahat harus didefinisikan se- 
bagai solusi, sehingga fikih adalah ilmu yang aktif-solutif alih- 
alih pasif-reaktif. 


Dari pembahasan di atas, maka Fikih Peradaban sebagai fikih 
baru, adalah langkah konkret dan nyata menjadikan agama se- 
bagai solusi global dengan melakukan langkah-langkah di atas. 
Fikih Peradaban harus berani menyingkirkan kemapanan pa- 
radigma kaum muslim tentang fikih dan hukum Islam yang saat 


ini stagnan dan tidak mampu memberikan sumbangsih nyata 
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pada permasalahan HAM. Syariat yang diturunkan oleh Allah 
SWT untuk manusia, seharusnya menjadi solusi bagi manusia 
manakala upaya refleksi syariat berlaku sebagaimana mestinya. 
Fikih peradaban sebagai upaya interpretasi syariat adalah fikih 
kemanusiaan, bahwa fikih dari manusia, untuk manusia, dan 


oleh manusia, 
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Pemenang Kedua 

Fikih Minoritas 

dalam Fikih Peradaban 
dan Kesetaraan 


dalam Politik Demokrasi 
Ahmad Faishol Abimanyu 


Bs pada tahun 1990an fikih minoritas atau figh 
al-agalliyat menjadi wacana yang cukup ramai 
diperbincangkan. Fikih minoritas digagas pertama kali 
oleh Thaha Jabir al-Alwani dan Yusuf al-@ardhawi, kemu- 
dian dirumuskan dan dikembangkan lebih luas. Fikih mi- 
noritas dikonsepsikan sebagai fikih yang memungkinkan 
umat Islam yang tinggal di negara-negara yang 
mayoritas penduduknya non-Muslim untuk dapat hidup 
berdampingan secara damai, tanpa harus mengorban- 
kan unsur-unsur syariah. Distingsi minoritas/ mayoritas, 
kemungkinan minoritas Muslim hidup bersama mayo- 
ritas non-Muslim, dan keterlibatan mereka dalam ruang 
publik yang plural erat kaitannya dengan kehidupan ber- 
politik. Sehingga hal ini mendorong pembacaan kembali 
khazanah fikih siyasahj seperti relevansi istilah darul Is- 
lam dan darul harbi, penetapan jizyah dan lain sebagainya. 
Di sisi lain, fikih siyasah dalam khazanah Islam berpijak 
pada kenyataan bahwa ia lahir dari umat Muslim sebagai 
mayoritas. Oleh karena itu, bukan hal yang mengheran- 
kan jika fikih minoritas menjadi salah satu lokus pem- 
bahasan penting dalam halakah Fikih Peradaban, yang 
mana pada tahun ini berkonsentrasi pada rekontekstua- 


lisasi fikih siyasah. 


Namun, sejauh mana fikih minoritas berperan dalam 
kehidupan berpolitik kini, masih belum mendapatkan 
banyak perhatian pemikir-pemikir Islam. Fikih minori- 
tas sekedar mengakomodasi kemungkinan ritual Muslim 
minoritas berdampingan dengan mayoritas non-Muslim. 


Ia bersinggungan dengan mayoritas yang lain sejauh ri- 
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tual diandaikan untuk tampil di ruang publik, persoalan mengu- 
mandangkan azan dan status hukum makanan, misalnya. Fikih 
minoritas memang mengakomodasi tatanan sosial-etis dalam 
kehidupan bermuamalah dan berkeluarga. Namun itu tidak 
meniscayakan bahwa fikih minoritas benar-benar memikirkan 
kehidupan berpolitik, sementara kedua kehidupan itu tak jarang 
diandaikan sebagai bagian dari ritual. Pada satu waktu pernah 
Thaha Jabir al-Alwani bicara tentang politik elektoral, namun 
hanya sebatas fatwa kebolehan menyumbang suara pemilu un- 


tuk pemimpin non-Muslim. 


Fikih minoritas di sisi lain, juga belum merumuskan landasan 
yang kokoh dalam mengeluarkan hukum dan aturan-aturan ber- 
masyarakat, atau setidaknya nilai-nilai etis, jika umat Muslim 
digeser posisinya sebagai mayoritas dan non-Muslim sebagai mi- 
noritas dalam konteks negara modern, khususnya dalam negara 
demokrasi. Pemikiran tentang hal ini sebenarnya sudah pernah 
dirumuskan oleh Abd Mogsith al-Ghazali (2012) dengan kon- 
sepsi Fikih Aktsariyat dan Rizky Maradhatillah Umar (2019) 
dengan menggeser perspektif mayor dan mengubah namanya 


menjadi Fikih Aghlabiyat. 


Pada umumnya, minoritas ditentukan secara kuantitatif, jumlah 
individu yang terhimpun lebih sedikit dibandingkan kelompok 
lain. Oleh karena jumlahnya yang lebih sedikit, minoritas se- 
ring kali menampilkan wajah yang rentan terhadap diskriminasi 
kelompok lain yang menjadi mayoritas. Ukuran kuantitas dalam 
konsepsi ini menandai batas-batas objektif sebuah kelompok 
disebut sebagai minor. Ukuran ini juga digunakan oleh al-Gar- 


dhawi untuk mendefinisikan minoritas dan mengembangkan 
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Figh al-Agalliyat (2001). al-@ardhawi memang merumuskan 
keberadaan minoritas sebagai akibat dari globalisasi dan arus- 
balik migrasi, namun setelah itu, ukuran kuantitas tetap ia ja- 
dikan faktor utama dalam mengidentifikasi sebuah kelompok 
dikategorikan sebagai minor. Kemudian, topologi minoritas ia 
dasarkan pada demografi ilustratif umat Muslim di negara ter- 


tentu dan persebarannya di negara lain. 


Ukuran kuantitatif memang dapat memberikan persepsi objektif 
dalam menentukan sebuah kelompok sebagai minoritas maupun 
mayoritas. Namun ia problematis, karena dalam banyak kasus 
identifikasi itu justru menjadi penyalur ketegangan rasa primor- 
dial yang dimiliki kelompok satu terhadap kelompok lain. Ketika 
identifikasi itu dilakukan dan dijatuhkan sebagai nama "minori- 
tas” terhadap Muslim, misalnya, segala upaya memperjuangkan- 
nya justru seolah hanya memperkuat identitas yang mereka mi- 
liki sebagai Muslim, dan menegangkan persepsi “salah” terhadap 
non-Muslim yang menjadi mayoritas. Begitu juga sebaliknya 
mayoritas terhadap minoritas. Menggunakan distingsi minori- 
tas/mayoritas dalam batasan ini, sama halnya melanggengkan 
sentimen identitas dalam kehidupan bernegara. Definisi mayor 
dan minor yang ditentukan berdasarkan kuantitas tidak cukup 
memadai jika dihadapkan pada persoalan politik dan ekonomi. 
Sementara identitas primordial yang dimiliki kelompok tertentu 
mengalami penguatan seiring dengan peningkatan jumlah indi- 
vidu yang terhimpun, maka bukan hal yang mengherankan jika 


minoritas senantiasa berada dalam konflik dengan mayoritas. 


Oleh karena kuantitas tidak cukup memadai, minoritas/mayori- 


tas perlu digeser pemaknaannya. Jumlah kuantitas hanya sekilas 
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pandang untuk mengenali minoritas sebagai kelompok yang 
lemah. Kuantitas memang dapat menjadi indeks rerata yang 
menunjukkan kerentanan yang dimiliki oleh minoritas terha- 
dap perlakuan diskriminatif mayoritas. Namun dalam praktik 
demokrasi Indonesia kini, justru hanya segelintir orang —mi- 
noritas— yang berdaulat atas negara, sekalipun demokrasi Indo- 


nesia mendaku mendaulatkan negara untuk seluruh rakyat. 


Sebagai upaya membebaskan diri dari jerat kolonialisme, In- 
donesia pada pertama kali pendiriannya dikonsepsikan dan 
ditegaskan sebagai negara bangsa, melindungi seluruh elemen 
bangsa tanpa melibatkan sentimen minoritas/mayoritas', Ne- 
gara, artinya, adalah bangsa itu sendiri. Sekalipun pendirian 
Indonesia mengambil demokrasi sebagai sebuah asas, namun 
begitu negara menyadari bahwa dirinya disokong oleh kekuatan 
ekonomi, pada saat itu juga kelas menjadi faktor penting. Ek- 
sistensi negara mendorong eksistensi kelas tertentu, yaitu kelas 
“pemodal”, Hal ini tampak dalam upaya konsolidasi Soeharto 
terhadap kelas-kelas tertentu (Winters, 2011). Semenjak Orde 
Baru, Indonesia menjelma menjadi negara kelas, menegasikan 
dirinya sendiri dan memutuskan kemendakuan bangsa darinya. 
Pada titik ini, Indonesia menciptakan kelas baru yang melam- 


paui minoritas/ mayoritas. 


Distingsi minoritas/mayoritas, karena ia berdasar kepada 
ketegangan rasa primordial dan dengan itu melanggengkan 


politik identitas, ironisnya justru menyokong keberlanggengan 


1, Dalam perumusan sila pertama Pancasila, umat Muslim harus legawa dengan 
konsensus yang ditentukan dengan standar terendah (lowest common denominator). 
Alih-alih “Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam, standar terendah harus 
diambil: Ketuhanan yang Maha Esa. 
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segelintir “kelas” dalam negara demokrasi. Distingsi ini menya- 
lurkan sentimen minoritas/mayoritas ke dalam persepsi rakyat, 
memisahkan "yang sama” dari yang lain” pada kelompok-kelom- 
pok plural berdasarkan watak-watak primordial seperti agama, 
ras dan gender, kemudian mengambil suatu jarak yang bertenta- 
ngan antara keduanya. Orang-orang eks PKI sebagai yang dila- 
beli minoritas akan mendapat tekanan dan represi dari mayoritas 
dengan ketersempitan akses untuk menghidupi diri mereka 
sendiri. Sementara itu, mayoritas secara tidak langsung menyo- 
kong keberlangsungan “kelas” pemodal dengan merasa lega dan 
cukup sebagai mayoritas yang memiliki akses menghidupi diri 
—dengan mendekatkan diri kepada “kelas” pemodal-yang lebih 
leluasa dibandingkan dengan minoritas eks PKI. “kelas” yang 
dipelihara oleh negara, merancang agar sentimen ini terus ber- 
gulir dan membuat orang-orang untuk memikirkan minoritas/ 
mayoritas sebagai “masalah utama” dalam kehidupan bernegara, 
sekaligus membuat orang-orang luput terhadap masalah yang 


sebenarnya, yaitu watak “kelas” dalam negara itu sendiri. 


Distingsi minoritas/ mayoritas, kebertentangannya justru men- 
jadi promosi yang cukup bekerja dengan baik bagi “kelas” yang 
dipelihara negara. Secara makro, seluruh kelompok yang dapat 
dianggap sebagai mayoritas "rakyat" justru dirugikan oleh “kelas” 
yang hanya segelintir orang. Oleh karena itu, mayoritas/minori- 
tas perlu digeser pemaknaannya, jika tidak ingin secara radikal 


dihapuskan. 


Dalam diskursus kritik sastra, Deleuze dan Guattari membe- 


rikan ilustrasi yang menarik tentang istilah minor menangga- 


2. Meminjam istilah kaum pluralis. 
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pi karakteristik yang dilakukan oleh Kafka tentang komunitas 
sastra kecil. Observasi Kafka membuktikan bahwa dalam sastra 
minor, tidak ditemukan figur-figur megah, seperti Shakespare di 
Inggris atau Goethe di Jerman, yang mendominasi lanskap kesu- 
sastraan dan dengan demikian, menghambat pembaharuan (Sti- 
vale dkk, 2005). Dalam sastra minor, diskusi sastra berlangsung 
dengan intens, masalah politik dan pribadi saling berpenetrasi, 
dan pembentukan tradisi sastra menjadi perhatian langsung 
masyarakat. Deleuze dan Guattari melanjutkan bahwa sastra 
minor ditandai dengan laku deteritorialisasi bahasa dan hubu- 


ngan langsung bahasa dengan politik tanpa mediasi apa pun. 


Deteritorialisasi bahasa dalam sastra minor hanya dapat dipaha- 
mi melalui keterkaitan bahasa dengan politik. Menurut Deleuze 
dan Guattari, bahasa adalah mode bertindak, cara mengolah 
tindakan menggunakan kata-kata (Stivale dkk, 2005). Fungsi 
primer bahasa bukan saja untuk mengkomunikasikan informasi 
yang netral, melainkan untuk mengukuhkan tatanan sosial de- 
ngan kategorisasi, organisasi, membangun dan melakukan deco- 
ding atas dunia yang ditinggali, persis seperti laku hakim dalam 
persidangan yang memutuskan salah terhadap terdakwa. Ar- 
tinya, dalam menggunakan bahasa baik disadari maupun tidak, 
pembicara selalu menghadapi lawan bicara dalam tatanan sosial 
yang telah dibayangkan. Bahasa selalu ada sebagai mode bertin- 
dak, seluruh elemen bahasa-fonemik, morfemik, sintaksis dan 
semantik—selalu terlibat dalam pusaran relasi kekuasaan. Oleh 
karena itu, sastra mayor cenderung menampilkan suara unik se- 
bagai individu dan melakukan reteritorialisasi berdasarkan ga- 
gasan monolitik dalam suara mereka. Sementara sastra minor 


selalu diproyeksikan sebagai kelompok yang melakukan deteri- 
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torialisasi bahasa dengan meleburkan diri mereka sendiri dalam 
artikulasi kolektif dan mematahkan konvensi bahasa maupun 


sastra yang berlaku saat itu. 


Bagi Deleuze dan Guattari deteritorialisasi bahasa bukan de- 
ngan bersastra menggunakan lidah-lidah orang asing, bukan 
berarti bahasa yang digunakan oleh mayor atau minor berbeda 
sama sekali. Minor/mayor dalam sastra hanya cerminan dari 
dua penggunaan fungsi bahasa yang berbeda satu sama lain. Mi- 
noritas/mayoritas didasarkan pada posisi masing-masing dalam 
relasi kekuasaan (Stivale dkk, 2005). Posisi mereka ditentukan 
oleh fungsi masing-masing kelompok dalam konstruk sosial 
yang ada, alih-alih melalui karakteristik tertentu seperti statis- 
tik, religius, etnis, rasial maupun biologis. Sebuah sastra minor 
melalui laku deteritorialisasi bahasa menghendaki keruntuhan 
relasi kekuasaan yang dominan sebagai sebuah ekspresi pergula- 
tan hidup mereka. Minoritas bukan saja semata diukur dengan 
kuantitas-statistik jumlah individu yang lebih sedikit, melainkan 
minimnya akses pada kekuasaan dan ekonomi dapat menjadi ba- 
rometer alternatif sebuah kelompok dikatakan minoritas sekali- 
pun jumlah individu yang terhimpun di dalamnya lebih banyak 
dari kelompok lain, bahkan seandainya mereka termasuk dalam 


mayoritas. 


Jika deteritorialisasi bahasa adalah praktik pergulatan minor 
yang bermuara pada cara bertindak menggunakan kata-kata, 
bagaimana pergulatan ini dilakukan dalam tindakan sebagai 
tindakan itu sendiri? Sebuah alternatif laku minor, pergulatan 
tindakan sebagai tindakan itu sendiri dalam kehidupan ekonomi 


dan politik dapat penulis pinjamkan dari Jacgues Ranciere, 
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Ranciere membedakan dua jenis politik, yang politis (the poli- 
tical) dan police?. police merupakan sistem koordinat organisasi 
yang mendistribusikan persepsi atau hukum yang membelah 
komunitas menjadi kelompok-kelompok, posisi kelas dan fung- 
si. Dalam pandangan ini, negara termasuk dalam tatanan police, 
praktik yang memisahkan kelompok sebagai yang memerintah 
dan diperintah. Negara memisahkan mereka yang dianggap se- 
bagai “bagian” dan mereka yang dianggap sebagai" bukan bagian” 
dari komunitas (Ranciere, 1983). Yang politis adalah kontras 
dari police, segala aktivitas yang memutuskan keterikatan de- 
ngan police. Yang politis muncul dari hitungan "bagian komuni- 
tas, yang selalu merupakan hitungan yang salah, hitungan ganda, 
atau salah hitung (Ranciere, 1983). 


Namun, perlu dipahami, esensi police tidak terletak pada fungsi 
sosialnya yang memisahkan antara “bagian” dan “bukan bagiar'. 
Police hanyalah konstitusi sosial yang bekerja secara simbolis. 
Esensinya terletak pada distribusi persepsi: kemampuannya 
memisahkan antara yang sensibel dan tak sensibel, antara yang 
didengar dan tak didengar. Inilah yang disebut Ranciere (2010) 
sebagai “partage du sensible”. Police mengalokasikan cara bertin- 
dak, cara mengada, cara berwicara. Police dalam filsafat-politik 
Aristoteles memisahkan antara intelegensi budak dan bukan 
budak. Bagi Aristoteles, budak tak terlibat dalam tindak-wicara, 


mereka layaknya hewan yang hanya dapat bersuara dan mema- 


3. Saya tetap menggunakan istilah inggrisnya, menghindari pemaknaan yang pe- 
yoratif atas penerjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai 'polisi. Ranciere mengisti- 
lahkannya sebagai police merujuk kepada polisi yang menjadi jelmaan tatanan secara 
umum yang mengatur realitas nyata dan didistribusikan dalam komunitas tertentu. 
Ia juga merujukkan istilah tersebut kepada Foucault yang memperlihatkan bahwa di 
setiap pemerintahan, police dalam kesusastraan abad 17 dan 18 selalu berkait erat de- 


ngan “seorang laki-laki” dan “kebahagiaan” yang ia miliki. 
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hami bahasa sejauh itu adalah instruksi. Budak tentu saja dapat 
berbicara, namun bagi sang majikan mereka hanya 'bersuara, 
karena sang majikan dalam tatanan police tidak mengenal dan 
mempersepsi otoritas budak untuk berbicara. Persis seperti para 
petani yang menentang pembangunan pabrik semen di Ken- 
deng. Para petani memasung kakinya dengan cor semen setelah 
berkali-kali tak didengar. Mereka dianggap tak berpendidikan 
dan terlalu tak tahu apa-apa dalam memahami persoalan. Pada- 
hal demonstrasi cor semen kaki di depan Istana, memperlihat- 
kan kerumitan ekonomi dan politik yang menubuh di sekujur 


kaki mereka. 


Yang politis merupakan praktik subversi dan pematahan prak- 
tik-praktik police. Yang politis ada bukan karena yang diperintah 
beroposisi dengan yang memerintah, yang miskin bertentan- 
gan dengan yang kaya. Melainkan, yang politis ada karena in- 
terupsi sebagai akibat dominasi yang kaya, menyebabkan yang 
miskin ada sebagai sebuah entitas (Ranciere, 1995). Sehingga, 
yang politis menyodorkan dan mengukuhkan kehadiran mereka 
yang bukan bagian” atau terpinggirkan dalam sistem koordinat 
persepsi komunitas dengan merongrong dominasi praktik-prak- 
tik police. Setuju dengan Ranciere, praktik semacam inilah yang 
perlu diperankan oleh minoritas sebagai yang diperintah berha- 
dapan dengan mayoritas sebagai yang memerintah, dalam kon- 


sepsi politik dan ekonomi. 


Distingsi yang politis/police berpijak pada kesetaraan radikal se- 
bagai konsepsi keadilan dalam kehidupan berpolitik. Ranciere 
memandang bahwa police membelah komunitas menjadi yang 


memerintah dan yang diperintah. Abstraksi ini mengalir ber- 
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samaan dan beririsan dengan unsur-unsur lain seperti agama, 
ras, etnis, gender dan lain sebagainya. Police mengalami repro- 
duksi dalam dirinya sendiri, menentukan kompleksitas hierar- 
ki yang ada dalam masyarakat. Police yang mengambil bentuk 
negara demokrasi, melalui konsensus, menentukan batas-batas 
imajiner kesetaraan dan bagaimana kesetaraan tersebut dinilai. 
Dengan demikian, kesetaraan yang dicari oleh rakyat bukanlah 
kesetaraan yang niscaya dalam diri mereka, melainkan kese- 
taraan yang dijamin dan diizinkan oleh mereka yang memerin- 
tah . Negara, dengan konsensus nilai-nilai kesetaraan, melegi- 
timasi hierarki yang memisahkan antara mereka yang dianggap 
“bagian” dan mereka yang dianggap “bukan bagian”, Dari praktik 
pemilu, yang dianggap sebagai bentuk paling murni dari konsen- 
sus, kita sama tahu bahwa calon-calon yang diajukan adalah ter- 
masuk mereka yang dianggap sebagai “bagian”. Dalam rangkaian 
kerumitan persepsi police terhadap nilai-nilai kesetaraan, ketak- 
setaraan dinormalisasi dan dominasi “bagian” terhadap “bukan 


bagian” dianggap sebagai kewajaran. 


Kesetaraan dalam demokrasi seolah-olah adalah tujuan dalam 
berpolitik. Sedangkan Ranciere memandang kesetaraan adalah 
sesuatu yang niscaya dan prasyarat dalam bertindak. Baginya, 
kesetaraan lahir dari orang-orang (ada dalam diri mereka), bu- 
kan dijamin oleh aparatus negara. Kesetaraan menjadi pijakan 
bagi yang minor melakukan praktik “yang politis” untuk me- 
matahkan dominasi police dan menghadirkan kembali mereka 
sebagai “bagian” dari demos. Contoh yang tepat untuk mengi- 
lustrasikan ini adalah pondok pesantren waria al-Fatah yang di- 
kunjungi Fatayat dua tahun lalu (Rudiana, 2020). Waria-waria 
yang terhimpun di dalamnya melakukan praktik “yang politis” 
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dengan mengandaikan keniscayaan bahwa mereka setara de- 
ngan kelompok lain dan bertindak senormal mungkin layaknya 
yang lain. Mereka melakukan salat dan mengaji, menghiraukan 
persepsi masyarakat bahwa mereka tak sepatutnya melakukan 
itu, Waria-waria melampaui batas-batas kesetaraan yang dicip- 
takan oleh police, dan melakukan praktik seolah mereka adalah 


“bagian” dari police. 


Kesetaraan radikal dapat menjadi piranti bagi minoritas, yang 
lemah, untuk melakukan praktik-praktik yang politis. Namun 
ia digunakan sejauh sebagai titik pijak untuk keluar dari do- 
minasi praktik police mayoritas, yang kuat. Kesetaraan radikal 
dapat digunakan oleh minoritas untuk membaca apakah hak- 
hak mereka merupakan hak faktual yang kenyataannya adalah 
hak mereka, atau sebatas hak-hak imajiner yang ditentukan oleh 


mekanisme police melalui hierarki yang diciptakannya. 


Yang politis sebagai upaya menghadirkan kembali yang “bu- 
kan bagian” untuk menjadi bagian dari demos kiranya menjadi 
proyek jangka pendek dalam Fikih Peradaban dengan membela 
pergulatan yang minor, yang lemah. Fikih Peradaban seharusnya 
memikirkan distingsi minoritas/mayoritas bukan saja dalam 
pengertiannya yang kuantitatif, melainkan juga dalam penger- 
tiannya yang kualitatif, yang menyentuh pergulatan kehidupan 
politik umat yang lemah dan minor dalam akses ekonomi dan 
kekuasaan. Perdebatan minoritas/mayoritas secara kuantita- 
tif justru mempertebal politik identitas dengan memperkuat 


perasaan “yang sama. 


Fikih Peradaban setidaknya perlu memberikan narasi-narasi 


yang dapat melegitimasi usaha-usaha yang politis bagi kaum mi- 
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nor. Seperti ayat-ayat kesetaraan dalam pluralitas, OS. Al-Hu- 
jurat: 13. Atau, ayat-ayat penciptaan yang meniscayakan kese- 
taraan manusia dan persamaannya, OS. Al-Hijr: 28-34 yang 
ditafsirkan sebagai kesetaraan manusia yang ditentukan ber- 
dasarkan materi “tanah bumi” (Muruwwah, 1978) . Menafsir- 
kannya sebagai kesatuan sosiologis antara sesama manusia dan 
kesatuan ekologis antara manusia dengan buminya dapat mem- 
berikan narasi perjuangan yang politis bagi kaum minor serta 
titik pijak reorientasi hukum-hukum fikih baru bagi mereka. 
Fikih Peradaban dapat menjadi koreksi bagi demokrasi Indone- 
sia dengan mengemansipasi yang minor dari yang mayor, bahwa 


mereka seharusnya dan niscaya setara, 
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Pemenang Kelima 


All-Male Panels 

dan Suara Perempuan 
dalam Islam 

Afi Hidayatun Nafigoh 


ebih dari dua pertiga rangkaian halagah Fikih Pera- 

daban telah digelar di berbagai daerah di Jawa. Pam- 
fler-pamflet disebarkan di banyak media sosial, memper- 
lihatkan kiai-kiai diundang sebagai panel atau pembicara. 
Beberapa halagah sempat didokumentasikan dan disiar- 
kan langsung di kanal youtube. Semuanya tampak nor- 
mal. Para kiai hadir sebagai panel, sementara peserta 
turut aktif dalam diskusi pada sesi tanya-jawab. Hanya 


satu yang terlewat: kehadiran perempuan. 


Sebagai tindakan praktis pertama memperkenalkan 
Fikih Peradaban yang diwujudkan dalam ruang-ruang 
diskusi, rangkaian halagah ini tentu punya peran yang 
cukup strategis. Pemunculannya ke ruang publik dalam 
semangat ajakan berpikir sekaligus kontekstualisasi pem- 
bacaan turas adalah langkah pertama konsep ini dikete- 
ngahkan di lingkungan warga NU secara serius: didialog- 
kan, didiskusikan, dan diharapkan untuk dapat dicerna 
dan dihayati oleh semua pihak. Namun, sejauh ini, ha- 
nya ada tiga perempuan yang saya temukan hadir sebagai 
panel. Sisanya, lebih dari dua ratus dari total tiga ratus 
halagoh, dihadiri oleh laki-laki. Persentase perempuan 
tidak melebihi angka 0.7596. 


Pertama-tama tentu kita tidak bisa mengabaikan upaya 
NU selama ini yang senantiasa mengakomodasi dan men- 
dorong keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang, 
dan kita patut mengapresiasinya. Namun, sangat minim- 
nya—untuk tidak menyebut tidak adanya—pelibatan pe- 


rempuan dalam rangkaian halagah yang menjadi bagian 
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proyek besar Muktamar Internasional Fikih Peradaban Januari 
mendatang, seakan mencederai upaya-upaya itu. Sebenarnya ini 
hanyalah satu gambaran, bagaimana pelibatan perempuan da- 
lam ruang-ruang produksi pengetahuan masih sangat timpang. 
Lebih jauh, hal ini secara umum menggambarkan nihilnya ke- 


terwakilan suara perempuan. 


Panel diskusi semacam ini-yang hanya melibatkan laki-laki 
sebagai panel—terutama terlihat jelas sejak pandemi covid-19 
menjadikan semua ruang diskusi beralih ke ruang digital. Per- 
temuan-pertemuan webinar, simposium online, sarasehan on- 
line, dan forum serupa merebak di tengah-tengah masyarakat. 
Kita dapat banyak menemukan pamflet-pamflet acara itu berte- 
baran di media sosial. Di sana dibahas berbagai persoalan: pen- 
didikan, politik, ekonomi, hingga agama. Dan di sanalah kita 


akan melihat dominasi panel laki-laki. 


Itulah yang disadari oleh Valerie Julliand (Koordinator PBB 
di Indonesia) satu tahun lalu ketika akhirnya ia memutuskan 
untuk berikrar tak akan berpartisipasi pada pertemuan publik 
apa pun yang tidak melibatkan pembicara perempuan, sekaligus 
mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama. “Manels 
(all-male panels) tidak mewakili keragaman dunia tempat kita 
tinggal dan menghilangkan perspektif yang lebih holistik, inova- 


tif, dan berwawasan tentang diskusi atau topik apa pun". 


All-male panels atau manels adalah sebutan bagi ruang diskusi 
panel yang hanya melibatkan laki-laki sebagai pembicara, Ia ada- 
lah salah satu bukti bagaimana dalam masyarakat kita, dominasi 
laki-laki atas perempuan di ruang publik masih kuat: suara pe- 


rempuan cenderung diabaikan dan masih ada keengganan untuk 
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memposisikan suara perempuan sebagai 'yang sama-sama pri- 
oritas, sebagaimana laki-laki. Suara perempuan sering kali pada 
posisi subordinat dalam ruang-ruang produksi pengetahuan, 


terlebih jika menyangkut pengetahuan keagamaan. 


Sebenarnya, akar persoalannya hanya satu: kuatnya stigma yang 
dilekatkan pada perempuan, bahwa kehadiran dan keterlibatan- 
nya di berbagai aspek kehidupan bukanlah hal yang krusial. Da- 
lam kasus manels, ada anggapan bahwa panel perempuan tak cu- 
kup memiliki kapasitas seperti laki-laki, atau tidak ada kesadaran 
bahwa pluralitas meniscayakan kehadiran suara-suara yang be- 
ragam—kalau bukan karena panitia cukup malas mencari panel 
perempuan yang kredibel, mempertimbangkan begitu banyak 
pakar di berbagai bidang berjenis kelamin perempuan, meskipun 
jumlahnya relatif lebih sedikit daripada laki-laki. Selain itu, kita 
dapat dengan mudah menyebut bagaimana perempuan sering 
kali dibatasi geraknya dalam area “sumur, dapur, kasur”, hingga 


sinisme yang ia terima seandainya ia berhasil berkarir, 


Stigma-stigma itu mengandaikan laki-laki sebagai subjek primer 
kehidupan ini, sementara perempuan adalah subjek sekunder. 
Inilah yang oleh Dr. Nur Rofiah sebut sebagai sistem patriarki 
garis lunak. Atau lebih dari itu, laki-laki adalah diri (self) dan 
subjek, sementara perempuan adalah liyan (other) dan objek 
(Wahyuni, dkk, 2021). Dalam sistem sosial tersebut, suara la- 
ki-laki dianggap mewakili suara perempuan. Laki-laki menjadi 
standar bagi kemanusiaan perempuan, bahwa problem kema- 
nusiaan adalah hal yang menyangkut keduanya. Problem yang 
hanya dialami perempuan tidak dianggap sebagai problem ke- 


manusiaan, 
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Hidup dalam konstruk sosial yang menegaskan inferioritas 
perempuan semacam itu tentu membawa kerugian bagi perem- 
puan, ia senantiasa hidup dalam berbagai bentuk ketidakadilan. 
Fenomena manels tadi, misalnya, yang terjadi akibat penempatan 
perempuan—dengan sadar ataupun tidak—pada posisi subordi- 
nat, membuat perempuan kehilangan kekuasaan dalam dirinya 
(powerless) secara politis. Dan pada akhirnya, suara perempuan 
terancam keberadaannya. Perempuan dimarginalisasi, distigma- 
tisasi, atau sekurang-kurangnya dianggap tidak sama penting 
dengan laki-laki di ruang publik. Berdasarkan hal ini, kita dapat 
menyebut perempuan adalah minoritas. Sebagaimana Kaid dan 
Holtz-Bacha (2008) mengungkapkan bahwa minoritas/mayo- 
ritas dalam ranah politik tidak lagi berkaitan dengan kuantitas, 
melainkan terkait dengan akses kekuasaan pada individu di te- 


ngah anggapan dan diskriminasi terhadap dirinya. 


Sebagaimana kita tahu, Fikih Peradaban yang menjadi proyek 
sekaligus tema besar rangkaian halagah tersebut muncul dengan 
memberikan perhatian yang cukup besar pada kaum minoritas. 
Salah satu term yang cukup banyak didialogkan di sana adalah 
persoalan fikih minoritas, fikih yang menjadi solusi minoritas 
Muslim yang hidup berdampingan, bersama dengan mayoritas 
non-Muslim. Keberpihakan dan upaya Fikih Peradaban meng- 
akomodasi kebutuhan kaum minoritas ini patut diapresiasi. Na- 
mun, perlu dipahami, minoritas bukan saja tentang kuantitas. 
Ada minoritas lain yang juga termarginalkan dari ruang publik, 
perempuan. Oleh karena itu, Fikih Peradaban sebagai konsep 
besar yang mengupayakan keterlibatannya dalam menangani 
masalah global seyogyanya dapat benar-benar mengakomodasi 


aspirasi kaaum-kaum minoritas-dalam semua pengertiannya. 
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Forum-forum yang tidak inklusif gender, seperti manels, tidak 
saja mendevaluasi posisi dan peran perempuan, tetapi juga mem- 
buat gagasan, perspektif, dan refleksi perempuan atas berbagai 
macam isu kemanusiaan yang ada menjadi terabaikan, kurang 
digali, atau bahkan cenderung tidak didengar (Larasati & No- 
viani, 2021: ix). Lebih dari itu, ketakterwakilan suara perem- 
puan di ruang publik, selain membatasi ruang perempuan untuk 
merefleksikan gagasannya, juga meletakkan perempuan dalam 
posisi yang rentan. Kebutuhan perempuan, segala bentuk ke- 
tertindasannya, dan problem-problem yang ia alami berpotensi 
tak dilihat hanya karena tidak ada suara yang mewakilinya di 
ruang publik. Pada akhirnya, problem-problem itu hanya akan 
dianggap tidak ada. 


Hal yang paling mendasar adalah bagaimana ruang publik men- 
yadari pluralitas laki-laki/perempuan dan kesamaannya men- 
jadi titik pijak dalam membangun ruang bersama. Manusia, 
baik laki-laki maupun perempuan, hidup bersama dengan cara 
mengekspresikan dirinya melalui tindakan dan mengkomuni- 
kasikan pikirannya melalui wicara, Keduanya hanya bisa dilaku- 
kan dan dipahami oleh manusia melalui ruang publik. Dalam 
bahasa yang lain, tindakan adalah aktivitas manusia di ruang 
publik sekaligus ruang publik dicirikan oleh tindakan manu- 
sia. Dalam pandangan Arendt, tindakan dan wicara inilah yang 
merupakan laku politik manusia paling mendasar (Terre, dkk, 
2013). Meskipun sebenarnya wicara adalah sebentuk tindakan, 
menyebutkan tindakan saja rasanya tak cukup. Dalam kalimat 
Arendt, “Wicara adalah bentuk tindakan, tetapi tindakan tanpa 
wicara tak akan berarti apa-apa” (Arendt, 1958). 
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Arendt kemudian menjelaskan bahwa prasyarat bagi dimung- 
kinkannya sebuah tindakan (dan wicara) adalah pluralitas. Plu- 
ralitas menjadi tempat berlangsungnya dialektika antara kesa- 
maan dan perbedaan (Arendt, 1958). Artinya, manusia harus 
memiliki kesamaan untuk dapat saling memahami dan mera- 
malkan kebutuhan bersama di masa depan, dan perbedaan ha- 
rus ada agar tindakan dan wicara dapat dimengerti. “Jika manu- 
sia tidak sama, mereka tidak pernah bisa saling memahami dan 
melihat kebutuhan manusia masa depan. | Tetapi) jika manusia 
tidak berbeda, mereka tidak butuh tindakan dan wicara untuk 
saling mengerti” (Arendt, 1958). Sehingga tanpa tindakan dan 
wicara, manusia tidak dapat hidup di ruang publik untuk saling 
bertukar kebutuhan dan kepentingan. 


Pluralitas adalah fakta eksistensial manusia, Melalui kesadaran 
atas pluralitas, maka tindakan dan wicara yang merebut ruang 
bersama antara perempuan dan laki-laki dengan melanggengkan 
dominasi suara satu di atas suara yang lain adalah mencederai 
kemanusiaan. Dengan demikian, perempuan, sebagai manusia 
yang hidup bersama manusia lain di ruang publik-menyadari 
pluralitas manusia-manusia di ruang bersama-meniscayakan 
dalam dirinya sendiri kebebasan' untuk bertindak dan berwi- 


cata, 


Melalui wicara dan tindakanlah manusia hadir di ruang publik 
(politik) untuk memperkenalkan siapa dirinya, menyuarakan 
gagasannya. Perjuangan mengentaskan kehidupan masyarakat 


dari keterpurukan dan ketidakadilan menuntaskan masalah 


1, Dalam pandangan Arendt, Tindakan mengimplikasikan kebebasan karena bertin- 
dak berarti memulai, mencipta: memulai dan mencipta berarti melakukan pilihan-pi- 


lihan (Arendt, 1958: 177) 
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kaum-kaum tertindas, mencapai kualitas hidup yang lebih baik, 
hanya dapat terealisasi melalui komunikasi dan tindakan. Ini 
adalah kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan, tentu 
berdasar kemampuannya. Dan seharusnya, kebebasan individu 
untuk berkomunikasi dan bertindak ini, tidak boleh dirampas 


dari siapa pun, oleh siapa pun, atas nama apa pun. 


Islam sendiri telah meniscayakan kebebasan individu dari do- 
minasi dan diskriminasi-dalam segala bentuknya-dengan me- 
negaskan bahwa baik Muslimin dan Muslimat adalah auliya' 


bagi satu sama lain: 


22 000 03 0-0 —£ 02 033 oo AN oo 0d 0Jo 
Ona Peta PA Ya BUSI enam Sang Oyagls 


3335 2 t 03. 4 0303. L030 AL -0d0 


(ar aa Ol Aga yg AM Spbu ARE Os “la Dyooh3 HN 


“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang maruf, mencegah dari yang munkar, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah 
dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah: sesung- 
guhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". 


Imam Ibn al-Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mak- 
sud auliya adalah laki-laki dan perempuan Muslim saling to- 
long-menolong dan saling menopang. Melalui ayat ini, dapat 
kita lihat dengan jelas bahwa Tuhan menghendaki hamba-Nya 
hidup dalam keadilan, tanpa ada dominasi satu sama lain, dan 


dapat hidup berdampingan sebagai sesama manusia. 
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Dalam "al-Musawah al-Insaniyyah ft al-Islams baina an-Nadzari- 
yyah wa at-Tathbig, Syekh Ali Jumah (2014: 63) menegaskan 
persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak ke- 
hidupan berpolitik: Islam tidak membedakan laki-laki dan pe- 
rempuan dalam prinsip syura antara penguasa dan rakyat, bah- 
kan tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa perempuan 
dapat mencalonkan diri dalam lembaga legislatif. Dengan de- 
mikian, perempuan memiliki hak penuh, sebagaimana laki-laki, 
untuk ambil bagian di ruang publik (politik). Keduanya memi- 
liki hak yang sama dalam bertindak maupun berwicara. Suara 
perempuan bukan lagi aurat, sebagaimana diyakini oleh sebagian 
orang, yang menjadikan suara perempuan dan keterwakilannya 
dibungkam. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara la- 
ki-laki dan perempuan untuk menjadi khdlifah fi al-ardhi, dan 
menjalani kewajiban imdrul ardhis membangun peradaban di 


bumi yang kita huni bersama ini. 


Nilai luhur yang dibawa Islam adalah memposisikan perempuan 
dan laki-laki sebagai subjek penuh kehidupan : hak dan kewa- 
jibannya sebagai manusia tidak boleh direnggut oleh siapapun 
dan atas nama apapun. Suara laki-laki adalah valid, begitu pula 
suara perempuan. Ketika laki-laki dan perempuan telah men- 
jadi subjek bersama, tidak ada standar satu yang menjadi stan- 
dar yang lain: laki-laki dan perempuan adalah dua subjek yang 
dibebani problem kemanusiaan bersama-sama, masalah bagi 
laki-laki adalah masalah bagi perempuan, dan masalah bagi pe- 
rempuan adalah masalah bagi laki-laki. Relasi timbal balik inilah 
yang dapat menjamin keterlibatan aktif satu sama lain secara 


penuh dalam segala aspek kehidupan. 
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Pada akhirnya, wacana Fikih Peradaban yang berpihak pada 
kaum minoritas, semestinya dapat mengakomodasi berbagai 
upaya penghapusan penindasan terhadap minoritas-dalam 
segala pengertiannya. Lebih jauh lagi, fikih peradaban, sebagai 
upaya praktis kontekstualisasi turas yang diharapkan turut 
menuntaskan masalah global, dapat mengakomodasi kemudian 
memberdayakan perempuan, dan kaum minoritas lainnya. Ke- 
hidupan yang dijalani bersama antara laki-laki dan perempuan 
melalui ruang publik akan membentangkan jalan bagi keduanya 
untuk bersama-sama dapat bersuara, bertindak, dan berkontri- 
busi untuk kehidupan manusia yang lebih baik: membebaskan 
manusia dari segala bentuk ketertindasan dan ketidakadilan, 
juga memberdayakan manusia seluruhnya untuk bangkit ber- 
sama sebagai khdlifah fi al-ardhi. Hal ini dapat dimulai dengan 
menjamin kebebasan individu dari segala kuasa yang menjer- 
at, dan memberinya ruang untuk berbicara dan bertindak, atas 


nama dirinya sendiri, 
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Student Centered 
Learning: 

Upaya Digitalisasi 
Pondok Pesantren Salafi 
sebagai Wujud Realisasi 
Fikih Peradaban 


Ghina Syaikhah Mumtaz 


Tahun 2023, Nahdlatul Ulama memperingati umurnya 
yang genap satu abad. Peringatan 1 abad NU yang dike- 
tuai oleh KH. Yahya Cholil Staguf atau biasa disapa Gus 
Yahya ini bukan hanya seremonial semata. Kali ini, Gus 
Yahya berhasil membawa angin segar untuk estafet NU 
selanjutnya dengan menghidupkan kembali sebuah term 
yang disinyalir mampu menjawab perubahan zaman di 
dunia saat ini. Hakikatnya, term ini sudah dimatangkan 
sedemikian rupa oleh Gus Dur pada Muktamar ke-28 
yang diselenggarakan di Yogyakarta, dengan judul Rekon- 
tekstualisasi Kitab Kuning. Namun, melihat pentingnya 
eksistensi term ini, perlu kembali diusung di hari kela- 
hiran (Harlah) 1 Abad NU. Term yang dimaksud di sini 
adalah “Fikih Peradaban", 


Fikih Peradaban memang masih asing terdengar di te- 
linga kita. Khalayak umum mungkin hanya tahu ada- 
nya empat pokok bahasan ilmu fikih, yaitu Fikih Ibadah, 
Fikih Muamalah, Fikih Keluarga, dan Fikih Jinayat. Na- 
mun, karena ciri khas fikih sendiri mencakup semua ke- 
butuhan hidup manusia, baik hubungan manusia dengan 
Tuhannya, dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain, 
ia terus berkembang dan melakukan perubahan. Kare- 
nanya, muncul fikih kontemporer yang familiar di telinga 
sebagian orang. Menanggapi krisis alam, muncul Fikih 
Lingkungan. Menanggapi tindakan tidak masuk akal 
bahkan melakukan kemusyrikan oleh masyarakat aki- 
bat bencana, muncul Fikih Kebencanaan, Membaca ba- 
nyaknya perubahan aspek kehidupan manusia, kemudian 


muncul Fikih Peradaban sebagai jawabannya. 
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Fikih sendiri tidak hanya dipahami sebagai fikih secara syariat. 
Karenanya, membaca konsep Fikih Peradaban bisa dianggap 
sebagai salah satu praktik fikih kontemporer dalam kehidupan 
sehari-hari. Definisi Fikih Peradaban atau yang dalam Bahasa 
Arab yaitu figh al-hadlarah adalah hukum-hukum syariat ama- 
liah berkaitan tentang pembangunan akhlak dan adab (pera- 
daban) yang digali dari dali-dalilnya secara terperinci. Frasa 
Fikih Peradaban sendiri pertama kali dikenalkan oleh Dr. Mu- 
hammad Imarah, pemikir Islam kontemporer Mesir dengan 
bukunya Ff Figh Al-Hadhoroh Al-Islamiyyah pada tahun 2003. 
Sebagai sebuah gerakan tajdid, ia bertujuan untuk mengemba- 
likan esensi fikih yang dipahami ulama salaf sebagai upaya inter- 
pretasi syariat dengan realitas yang sifatnya dinamis dan lentur. 
Pada tulisan kali ini, penulis mencoba menganalisis satu objek 
penelitian, yaitu pondok pesantren salafi sebagai wadah bentuk 
realisasi Fikih Peradaban. 


Secara umum, pondok pesantren dapat diartikan sebagai suatu 
lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui 
oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama yang santri- 
nya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian dan 
madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan 
kepemimpinan seseorang kiai. Sebuah data mencatat (Bayu, 
2022), jumlah pondok pesantren tiap tahunnya terus bertam- 
bah. Hingga April 2022, jumlah pesantren di Indonesia menca- 


pai 26.975 unit menurut laman resmi Kementerian Agama. 


Dalam perkembangannya, Kementerian Agama membagi pon- 
dok pesantren menjadi tiga jenis. Pertama, Pesantren Salafiyah, 
Pesantren Khalaftyah (Ashriyah) dan Pesantren Kombinasi. Pe- 
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santren Salafi merupakan lembaga pesantren yang masih mem- 
pertahankan pola-pola pendidikan pesantren tradisional yang 
tercermin pada kurikulum yang mengajarkan kitab-kitab klasik 
(kitab kuning) saja, model pembelajaran yang terpusat pada kiai, 
dan juga hal- hal lain yang masih mempertahankan tradisi zaman 
dahulu. Sistem pendidikan yang digunakan pun tradisional, di 
antaranya terdapat metode bandongan, sistem belajar-mengajar 
di mana santri membaca kitab yang dikaji, metode weton, kiai 
membaca kitab yang dikaji sedangkan santri menyimak, men- 
dengarkan dan memberi makna pada kitab tersebut, dan metode 
sorogan, santri menyodorkan materi yang ingin dipelajari kepada 


kiai untuk mendapat bimbingan secara khusus. 


Model pendidikan tradisional pesantren salafi yang masih te- 
rus bertahan di era modern ini tentu menarik untuk dibahas. 
Mengutip perkataan masyhur Ali bin Abi Talib yakni, “Ajarilah 
anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di 
zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka 
diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan un- 
tuk zaman kalian, Mayoritas memang menyandarkan kutipan 
ini ketika membahas pendidikan dan pengasuhan anak. Namun, 
bukankah kiai mendidik santri dimaksud untuk mengasuhnya? 
Lalu, masihkah relevan sistem pendidikan tradisional di zaman 


modern ini? 


Era Globalisasi, Keterampilan Abad 21 
dan Pondok Pesantren Salafi 


Menurut berbagai literatur yang penulis baca, zaman modern 


dimulai pada abad ke-16, ditandai dengan runtuhnya Kekaisa- 
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ran Romawi dan penemuan Amerika oleh Christopher Colum- 
bus. Masa modern juga ditandai dengan perkembangan pesat 
di bidang ilmu pengetahuan, politik, dan teknologi. Di masa 
ini, banyak istilah yang sengaja dimunculkan sesuai fenomena 
alam dan fenomena sosial yang alamiah terjadi. Contohnya yaitu 
globalisasi. Ia dapat diartikan sebagai suatu proses atau gejala 
menyebarnya nilai kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain. 
Zaman modern yang membaur bersama proses globalisasi mem- 
buatnya memiliki persamaan kata, yaitu era globalisasi. Di era 
globalisasi ini, para akademikus kembali memunculkan istilah 
baru, yaitu keterampilan 4C abad 21 yang meliputi keterampilan 
berpikir kreatif (creative thinking), berpikir kritis dan pemecahan 
masalah (critical thinking and problem solving), berkomunikasi 
(communication), dan berkolaborasi (collaboration) (Septikasa- 
ri & Frasandy, 2018). Hal ini dikuatkan pula oleh Ondrashek 
(2017) yang merangkum keterampilan abad 21 sebagai kemam- 
puan kolaborasi (collaboration), melek digital (digital literacy), 
berpikir kritis (critical thinking) dan kemampuan memecahkan 


masalah (problem solving). 


Santri menerima segala informasi dari apa yang disampaikan 
kiai adalah kecenderungan dari pola pendidikan pesantren salafi. 
Dari sini dapat disimpulkan bahwa pola pendidikan yang dite- 
rapkan tidak memenuhi keterampilan 4C Abad 21. Di dunia 
yang cepat dan terus berubah saat ini, keterampilan abad ke-21 
tentu sangat penting. Saat santri mampu beradaptasi dengan 
persyaratan baru dan mengatasi hambatan tak terduga, mereka 
akan berkembang dimana pun kehidupan membawa mereka. 
Keterampilan 4C abad 21 ini pertama kali dicetus oleh Part- 


nership for 21st Century Skills: organisasi nasional yang memili- 
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ki misi untuk mengintegrasi skill pemikiran kritis, komunikasi, 
dan pemecahan masalah ke dalam pembelajaran yang berpusat 


di U.S. 


Berbagai organisasi internasional tentu banyak yang merespons 
penemuan ini. Salah satunya datang dari OECD (Organization 
for Economic Co-operation and Development) yang pernah bertu- 


tur, 


“Kita hidup di dunia yang berubah cepat, dan menghasilkan le- 
bih banyak pengetahuan dan keterampilan yang sama tidak akan 
cukup untuk mengatasi tantangan masa depan. Satu generasi 
yang lalu, para guru dapat berharap bahwa apa yang mereka 
ajarkan akan bertahan seumur hidup siswa mereka. Saat ini, 
karena perubahan ekonomi dan sosial yang cepat, sekolah harus 
mempersiapkan siswa untuk pekerjaan yang belum diciptakan, 
teknologi yang belum ditemukan dan masalah yang belum kita 


ketahui dimana hal ini akan muncul di masa mendatang," 


Dari sini, pondok pesantren salafi yang sudah menjadi lemba- 
ga pendidikan berbasis keislaman yang diakui Pemerintah In- 
donesia tentu harus mampu membuka diri akan berbagai fakta 
dan pernyataan dari para ahli, pun jikalau hal ini datang dari 
perspektif Barat. Adanya gap antara sistem pendidikan dengan 
realitas, membuat penulis mencoba mengangkat sistem digita- 
lisasi ke dalam dinamika pendidikan ala pondok pesantren sala- 
fi. Satu solusi ini bukanlah bermaksud menolak mentah-men- 
tah metode pendidikan pondok pesantren salafi karena respons 
dunia Barat akan perubahan zaman. Nyatanya, hal ini termasuk 
bentuk realisasi Fikih Peradaban yang diusung Nahdlatul Ula- 


ma di mana satu unsurnya berfokus pada istilah penting berna- 
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ma tajdid (pembaharuan). 


Student Centered Learning, Pengejawantahan 
Digitalisasi Pondok Pesantren Salafi 


Ketika berbicara mengenai sistem digital, tentu cakupannya sa- 
ngat luas. Karenanya, penulis mengerucutkan pembahasan de- 
ngan meninjau dari segi tatanan praktis dan mikro. Perubahan 
yang terjadi pada proses pembelajaran abad 21 adalah terjadi- 
nya pergeseran paradigma pendidikan, khususnya pembelajaran 
dari konsep mengajar (instruction) ke konsep belajar (learning). 
Dalam konsep mengajar, guru menjadi aktor utama dalam men- 
transfer ilmu pengetahuan sebanyak-banyak kepada santri, se- 
mentara dalam konsep belajar, proses pembelajaran diartikan 
sebagai proses transformasi melalui penciptaan lingkungan 
belajar yang memungkinkan santri melakukan penemuan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan. Proses pembelajaran abad 21 
juga ditandai dengan pembelajaran yang berpusat pada santri 
(student centered learning/SCL)(Trimova, 2013). SCL adalah se- 
buah disiplin yang melibatkan interaksi tim santri yang mengala- 
mi pembelajaran kreatif untuk digunakan di dunia nyata. Dalam 
SCL, guru memandang santri sebagai pencari pengetahuan yang 
perlu dibimbing dalam perjalanan pengembaraan intelektual- 
nya, bukan sebagai saluran kosong yang siap diisi dengan infor- 


masi sebanyak-banyaknya. 


Nantinya, dalam SCL, tanggung jawab belajar secara alami bera- 
lih ke santri, bukan hanya guru. Oleh karena itu, para santri ha- 
rus diingatkan akan tanggung jawab ini. Di sisi lain, peran guru 


berubah dari seorang guru menjadi seorang fasilitator pembela- 
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jaran. Sebagai pendidik, peran guru adalah membimbing proses 
pembelajaran, membimbing siswa belajar, dan mengidentifikasi 
sumber belajar yang dibutuhkan santri. Dalam praktiknya, ti- 
dak mudah dan sederhana mengubah proses pembelajaran dari 
teacher centered menjadi student centered. Membiasakan peruba- 
han paradigma ini tentu membutuhkan usaha baik dari guru, 


santri, kepala sekolah maupun orang tua santri. 


Pengejawantahan student centered learning secara lebih gamblang 


dijelaskan penulis dengan berbagai cara berikut ini: 


1, Ekosistem pesantren digital. Jika metode ceramah masih 
dipertahankan hingga saat ini karena alasan memegang 
teguh budaya belajar ulama zaman dahulu dan sebagai salah 
satu citi khas pondok pesantren salafi, maka keterampilan 
di luar kelas adalah satu-satunya jawaban. Banyak cara yang 
bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan pesantren digi- 
tal. Ide yang ditawarkan penulis di sini lebih kepada pengem- 
bangan skill-skill baru yang dibutuhkan abad 21, seperti UI/ 
UX design learning, website development, big data analyst, so- 
cial media specialist, dan lainnya. Kegiatan luar kelas sema- 
cam ini diharap dapat dipegang langsung oleh para santri 
sebagai bentuk tanggung jawab, melatih skill kolaborasi, dan 
skill pemecahan masalah. Menariknya di sini, para santri bisa 
menerapkan metode belajarnya sendiri sesuai kesepakatan 
dengan para talent. Student centered learning tentu dapat di- 


usung melalui ekosistem pesantren semacam ini. 


2. Berbagai strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh 
student centered learning seperti collaborative learning, pro- 


ject-based learning, self-regulated learning, flip learning, dan 
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lainnya. Penulis mencoba memberi satu praktik collabora- 
tive learning ke dalam dunia pondok pesantren salafi. Le- 
bih lanjut dijelaskan, collaborative learning/ pembelajaran 
kolaboratif merupakan sebuah proses di mana santri pada 
berbagai tingkat kemampuan (kinerja) bekerja sama dalam 
kelompok kecil menuju tujuan bersama, Salah satu model 
pendekatan yang bisa diterapkan adalah studi kasus. Pada 
hakikatnya, Kegiatan bahsul masail yang dibentuk oleh 
NU sendiri memiliki kemiripan konsep dengan studi ka- 
sus karena membahas masalah-masalah—di sini berfokus 
pada masalah keagamaan—yang belum ditemukan solusi- 
nya. Namun, bahsul masail sendiri belum cukup populer 
di kalangan pondok pesantren salafi mengingat ia adalah 
program milik Nahdlatul Ulama. Pada tulisan ini, penulis 
berharap pondok pesantren salafi dapat mengadaptasi mo- 
del pembelajaran bahsul masail untuk melatih berpikir kri- 
tis, kreativitas, komunikasi, dan tentunya kolaborasi antar 
sesama dengan memberinya istilah bernama “Studi Kasus” 


agar dapat lebih umum digunakan. 


Pembaharuan pondok pesantren salafi dengan digitalisasi 


melalui student centered learning sangat dibutuhkan di zaman ini, 


lebih-lebih pembaharuan ini termasuk ke dalam unsur penting 


fikih peradaban. Fikih peradaban sebagaimana yang disebutkan 


di awal sebagai upaya interpretasi syariat dengan realitas yang 


dinamis dapat terealisasi melalui cara ini. Adanya esensi fikih 


peradaban, upaya digitalisasi ini menjadi tidak terkesan bertolak 


belakang dengan hakikat pondok pesantren salafi karena umat 


Islam sendiri sesungguhnya menyuarakan term pembaharuan. 
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Profil 
Pemenang 


Ikrom Mausuli Mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat 
Universitas al-Azhar, lahir pada 20 November 2000. 
Santri kalong kawasan Kampung Baru, Jakarta Barat yang 
aktif menulis di bedug.net, kopiah.co, dan Lakpesdam 
Mesir. Alumni MAN IC Serpong yang bercita-cita jadi 
wali, Aristotelian garis lurus yang bermanhaj hidup, "Love 


everything before it's being and after. " 


Ahmad Faishol Abimanyu Mahasiswa jurusan Akidah 

dan Filsafat Universitas al-Azhar, lahir di Bantul, 22 Juni 
1999. Alumni Ponpes Fadlun Minalloh, Wonokromo dan 
Ponpes Assalafiyyah, Mlangi. Dulu aktif di Rumah Akar dan 
Kintaka.co. Kini aktif di Lakpesdam PCINU Mesir, 


Muhammad Fazal Himam Mahasiswa Pascasarjana jurusan 
tafsir dan ilmu al-“Gur'an Universitas Al-Azhar, lahir di 
Jepara, 12 Juli 2001. Sebelumnya, menamatkan jenjang MA 
di Perguruan Islam Mathali'ul Falah, Kajen. pernah nyantri di 
Ponpes Al-Anwar, Sarang. Kini menjabat sebagai Mejelis Ilmi 
PCI JOH-NU Mesir dan masih aktif sebagai anggota kajian 
al-Mizan Study Club Kairo. 


Muhammad Alfin Ghozali Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, 
Universitas Al-Azhar. Lahir di Nganjuk, 11 Dzulhijah 1420 
H. Pernah nyantri di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. 


Afi Hidayatun Nafigoh Mahasiswi fakultas Ushuluddin 
Universitas al-Azhar, lahir di Sleman, 12 Mei 2001. Alumni 
Ponpes Assalafyyah, Mlangi dan MAN 1 Yogyakarta. 
Sekarang aktif di Al-Mizan Study Club dan Fatayat Study 
Club. 
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Profil 
Peserta Pilihan 


Mukhammad Kafabih Mahasiswa Universitas al-Azhar lahir 
di Mojokerto, 19 Maret 2000. Pernah menyantri di Pesantren 
Al-Amin Mojokerto dan Ahlus Shafa wal Wafa Sidoarjo. 
Aktivis di Lakpesdam PCINU Mesir dan Al-Mizan Study. 


Syamsudin Asrofi Mahasiswa Pascasarjana jurusan 

Tafsir dan Ilmu al-Guran di Universitas al-Azhar dengan 
konsentrasi tesis tentang tafsir sufi. Lahir di Jepara, 9 Rabiul 
Awal. Alumni MA Mathali'ul Falah, Kajen, Pati dan pernah 
mondok di beberapa pesantren di Indonesia, Sekarang aktif 
di Lakpesdam PCINU Mesir. 


Muhammad Al-Fayyadh Maulana Mahasiswa Fakultas 
Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Lahir di 
Jakarta, 20 Oktober sekitar dua dekade yang lalu. Alumni 
MA Almaarif Singosari Malang dan pernah menjadi santri 

di PP Nurul Huda Singosari Malang dan PP Al Munawwir 
Krapyak Yogyakarta, Sekarang aktif menjadi pimpinan 
redaksi di Website Ansor Mesir dan sedang menulis skripsi di 
Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 


M, Reza Ahsan Tudzoni Mahasiswa jurusan Tafsir fakultas 
Ushuluddin di Universitas al-Azhar, lahir di Tegal, 12 

Mei 2000. Alumni Pondok Pesantren Ma hadut Tholabah 
Babakan Tegal. Kini, Aktif di Lakpesdam PCINU Mesir 
sebagai koordinator periode 2021-2022. 


Ghina Syaikhah Mumtaz Mahasiswi jurusan Sastra Arab 
Universitas al-Azhar. Lahir di Pati, 25 Januari 2003. Alumni 
MANPK 1 Surakarta. Sekarang aktif di Al-Mizan Study 
Club. 


Muhammad Ghifari Mahasiswa Universitas al-Azhar 
berkonsentrasi pada Akidah dan Filsafat, lahir di Bandung, 4 
April. Alumni MA Persatuan Islam (Persis) 99 Rancabango. 
Kini aktif di beberapa organisasi: Div. Pemikiran Islam 
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Lembaga Kajian dan Riset PCI Persis Mesir, Pinum Majalah al- 
Furgan PCI Persis Mesir, Direktur Umum Musafir Pwk. PII Mesir, 
Beberapa tulisannya telah dimuat dalam berbagai publikasi baik 
antologi buku akademik, majalah, laporan penelitian dna jurnal. 


Hikam Atgiarrahman Mahasiswa jurusan Akidah Filsafat fakultas 
ushuludin universitas Al-Azhar. Lahir di Cirebon, 21 Januari 1999. 
Alumni Pondok pesantren Safinatul Hidayah, Cirebon. Al-Anwar, 
Sarang, Rembang. 
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Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H, Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926, 
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Profil 
Dewan Juri 


Hamidatul Hasanah Mahasiswi Pascasarjana 
jurusan Akidah dan Filsafat di Universitas al-Azhar. 
Koordinator Lembaga Media & Informasi (LMI) 
PCINU Mesir 2018-2020. Editor di bedug.net dan 
numesir.net. Penulis esai terpilih di Muslim Elders 


Indonesia "Berpapasan dengan Pastor di Gang Menuju 
Rumah", 


h 


Nizam Noor Hadi Mahasiswa Pascasarjana Jurusan 
Dirasat Islamiyyah wa al-Arabiah di Universitas al- 
Azhar, Koordinator Said Agil Siradj Center (SASC) 
NU Mesir 2019-2021. Editor di bedug.net dan kopiah. 
co, Juara Favorit LKTIN Peringatan HSN DPP PKB. 
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Zacky Khairul Umam 
Pengurus Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia, 
Leverhulme Postdoctoral Fellow di SOAS University of London 


"...Tantangan besar di dalam tubuh NU kini dan mendatang ialah menjadikan homo islamicus sebagai 
kekuatan dahsyat yang mampu mengkoordinasi berbagai potensi berbeda dalam bangsa Indonesia 
sekaligus memberdayakan dirinya sebagai kelompok nahdah, yakni “kebangkitan' atau renaissance 
alias “kelahiran kembali dengan semangat terkini'. Sehingga, menyongsong 100 tahun kelahiran NU, 
kita juga perlu menyongsong fikih akbar terbaru!" 


Kisthosil Fachim 
Ketua Panitia Rangkaian Kegiatan “ Fikih Peradaban merawat Moderasi Beragama” 


“Dengan dibukukannya 12 Esai terbaik ini, harapannya bisa menjadi sumbangsih fisik baik kritikan 

maupun saran terhadap wacana Fikih Peradaban. buku ini juga menjadi bukti bahwa mahasiswa Indonesia 
di Timur Tengah tidak pernah kehilangan semangat menulis dan daya intelektualnya. Bahwa buku ini sedikit 
banyak mengilustrasikan betapa kuatnya nalar kritis mereka dan luasnya literasi bacaan yang mereka miliki.” 
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